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PEDOMAN TRANSLITERASI 


Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf Latin.

	Huruf Arab
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	ا
	Alif
	tidak dilambangkan
	tidak dilambangkan

	ب
	Ba
	B
	be

	ت
	Ta
	T
	te

	ث
	ṡa
	ṡ
	es (dengan titik di atas)

	ج
	Jim
	J
	je

	ح
	ḥa
	ḥ
	ha (dengan titik di bawah)

	خ
	Kha
	Kh
	ka dan ha

	د
	Dal
	D
	De

	ذ
	Żal
	Ż
	zet (dengan titik di atas)

	ر
	Ra
	R
	Er

	ز
	Zai
	Z
	Zet

	س
	Sin
	S
	Es

	ش
	syin
	Sy
	es dan ye

	ص
	ṣad
	ṣ
	es (dengan titik di bawah)

	ض
	ḍad
	ḍ
	de (dengan titik di bawah)

	ط
	ṭa
	ṭ 
	te (dengan titik di bawah)

	ظ
	ẓa
	ẓ
	zet (dengan titik di bawah)

	ع
	‘ain
	....‘...
	koma terbalik di atas

	غ
	gain
	G
	Ge

	ف
	Fa
	F
	Ef

	ق
	Qaf
	Q
	Ki

	ك
	Kaf
	K
	Ka

	ل
	Lam
	L
	El

	م
	Mim
	M
	Em

	ن
	Nun
	N
	en

	و
	wau
	W
	We

	ﻫ
	Ha
	H
	Ha

	ء
	hamzah
	..'..
	Apostrof

	ي
	Ya
	Y
	Ye


2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a) Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:
	Tanda
	Nama
	Huruf Latin
	Nama

	
	Fathah
	A
	a

	
	Kasrah 
	I
	i

	ـُــ
	Dammah 
	U
	U




Contoh: 
كتب 	-kataba
فعل	- fa‘ala
ذ كر	-żukira
 يذهب 	-yażhabu
سئل	-su'ila

b) Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

	Tanda dan Huruf
	Nama 
	Gabungan huruf
	Nama 

	. ى...
	Fathah dan ya
	Ai
	a dan i

	و....
	Fathah dan wau
	Au
	a dan u



Contoh:
كيف	- kaifa
هول	- haula

c) Maddah
Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

	Harkat dan Huruf
	Nama 
	Huruf dan Tanda
	Nama

	ى....ا....
	Fathah dan alif atau ya
	Ā
	a dan garis di atas

	ى...
	Kasroh dan ya
	Ī
	i dan garis di atas

	و..و..
	Dammah dan waw
	Ū
	u dan garis di atas




Contoh:
قال	- qāla
رمي	-ramā
قيل	- qīla
يقول	- yaqūlu

d) Ta' Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:
1) Ta Marbutah hidup
Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2) Ta' Marbutah mati
Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh: 
روضة الاطفال    -    raudatul al-atfal
· raudatul al-atfal
المدينة المنورة-   al-Madīnah al-Munawwarah
· 
· al-Madīnatul Munawwarah



e) Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan   sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut. 
Contoh: 
ربنا	- rabbanā
نزل	- nazzala
البر	- al-birr
نعم	- nu'ima
الحج	- al-hajju

f) Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:
2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.
Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 
Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.
Contoh:
الرجل		- ar-rajulu
الشمش		- asy-syamsu
البديع		- al-badi'u
السيدة		- as-sayyidatu
القلم		- al-qalamu
الجلال		- al-jalālu
g) Hamzah 
Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun, hal ini hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:
1) Hamzah di awal:
امرت		- umirtu
اكل		- akala
2) Hamzah ditengah:
تأ خذون	- ta'khużūna
تأ كلون	- ta'kulūna
3) Hamzah di akhir:
شيء		- syai'un
النوء		- an-nau'u
	
h) Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisadilakukan dengan dua cara, bisaa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:
و ان الله لهو خير الرازقين		    - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn.
· Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.

فاوفوا الكيل والميزان		 - Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna.
· Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.

بسم الله مجرها ومرسها	- Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

و لله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a
ilaihi sabīlā.
 من الستطاع اليه سبيلا		- Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā‘a
ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap  huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh: 

و ما محمد الا رسول			    - Wa mā Muhammadun illā rasūl.

ان اول بيت و ضع للناس للذي ببكة مباركا – Inna awwala baitin wudi‘a  lin-nāsi lallażī
       Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القران	    - Syahru Ramadāna al-lażī unzila fīhi
      al-Qur'ānu.

ولقد راه بالفق المبين		     - Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمدلله رب العلمين			     - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.


Contoh:
	نصر من الله و فتح قريب		    - Nasrum minallāhi wa fathun qarīb.
	
	لله الامر جميعا			    - Lillāhi al-amru jamī'an.
· Lillāhilamru jamī'an.
	والله بكل شيء عليم		    - Wallāhu bikulli syai'in ‘alīmun.

j) Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.






	












MOTTO

  اِنَّ اللَّه يَأْ مُرُكُم أَنْ تُؤَدُّوا اَلآماَناَتِ اِلَى أَهلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَىْنَ النَّا سِ     
أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْ ل ۚ أِنَّ اللَهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ أِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيْرَا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (QS. Annisa : 58)




				Tesis ini didedikasikan kepada :
1. Almamater UIN Raden Fatah Palembang
2. Ilmuan yang Peduli Terhadap Kajian Tata Negara Islam
















		ABSTRAK

Salah satu agenda reformsai adalah Amandemen UUD 1945 sejak tahun 1999 sampai dengan 2002 telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam struktur ketatanegaraan Negara Republik Indonesia terutama pada cabang kekuasaan eksekutif (Presiden/Wakil Presiden), Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat), dan Yudikatif (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi). Kekuasaan Presiden/wakil Presiden setelah amandemen selalu tidak lepas dari kontrol DPR sehingga mencerminkan sistem pemerintahan Indonesia bercorak parlementer bukan sistem presidensial seperti yang dianut dalam Konsitusi (UUD 1945). Indonesia sebagai Negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dibuktikan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat, walaupun dengan  pemilihan langsung oleh rakyat, tetapi dalam konsitusi juga mengisayaratkan bahwa pasangan calon presiden/wakil presiden diusulkan dari partai politik hanya saja rakyat secara langsung memilihnya. Pemilu presiden/wakil presiden secara langsung pertama kali diadakan pada tahun 2004 telah membawa implikasi politik dan ketatanegaraan yang signifikan di Indonesia kombinasi sistem presidensial Indonesia dengan sistem multipartai merupakan sebuah pilihan yang dijalankan di Indonesia sehingga kestabilan politik dan pemerintahan selalu mengalami pasang surut. Dengan melihat kenyataan tersebut, maka penelitian ini menjawab tentang Bagaimana perkembangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?,dan mengapa terjadi kecenderungan sistem multi partai dalam pemerintahan presidensial di Indonesia pasca perubahaan UUD 1945? serta bagaimana implikasi sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan pada praktek multi partai di Indonesia pasca perubahan UUD 1945?
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kedaulatan rakyat yang kemudian dikembangkan oleh Henry B.Mayo Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan negara yang diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang demokrasi di dalam praktiknya di negara-negara di dunia saat ini dapat melalui sistem perwakilan politik maupun pemilihan pejabat-pejabat publik melalui pemilihan umum. Kemudian Middle Theory yang digunakan adalah teori pembagian kekuasaan dari montesqie yang digunakan untuk mencari jawaban atas perkembangan sistem pemerintahan presidensial di Indonesia sudah idealkah perkembangannya jika ditarik dengan sejarah perkembangannya, dan yang terakhir teori yang digunakan adalah teori sistem kepartaian dari sartori dan Maurice Duverger digunakan untuk menjawab implikasi yang disebabkan oleh penerapan sistem presidensial dengan praktek multipartai di Indonesia.										Perkembangan system pemerintahan presidensial Indonesia mengalami pasang surut sejak 1945 sampai saat ini, kombinasi praktek sistem multipartai dengan system presidensial juga telah terjadi sejak 1945 hingga saat ini kembali dipraktekkan di Indonesia. Terjadinya kecendrungan penerapan sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial di Indonesia setelah Perubahan UUD 1945 dikarenakan pada perubahan ketiga yang menghasilkan mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui partai politik atau gabungan partai politik membuat dinamika politik menumbuh kembangkan banyaknya partai baru yang mengikuti pemilu. Hal tersebut telah senada dengan teori sistem kepartaian yang dikemukan oleh sartori bahwa Indonesia menganut sistem multi partai ekstrem (lebih dari tiga partai politik). Sehingga keadaan demikian tidak cocok diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial Indonesia yang seharusnya menggunakan sistem multipartai sederhana sehingga membawa implikasi pemerintahan yang kuat dan stabilitas politik dan pemerintahan dan bukan sebaliknya yang terjadi saat ini ketidakstabilan politik di parlemen dengan pemerintah.













ABSTRACK

Amandement of the 1945 Constitution caused a sifnificant change in the form of Indonesian government, especially in the excecutive powers (president/vice precident), legislative ( the house of representatives) and judicative ( the supreme court and the constitusional court). The power of president cannot be separated from the control by the house of representatives os that in indicates that the Indonesian system of government is parliamentary and not presidential system as it is reflected int the 1945 Constitution. Indonesia is a country which follows presidential system as it can be seen from direct presidential election by the people. However, the 1945 constitution also indicates that he candidates for president and vice president are proposed by political parties although people elect them directly. The direct election of president and vice president which was firstly conducted in 2004 had brought about the significant political and constitutional implication in Indonesia. the combination of presidential system and multiparty system as an option conduted in Indonesia has caused the political stabilization and the system of government often in low ebb. Considering this condition has caused this study to answer the questions: how was the development of the presidential government in Indonesia after the amandement of the constitution?, why is there an inclination of multiparty system within the presidential government in Indonesia after the amandement of the 1945 constitution?, how is the implication of the presidential system which is applied to the practice of multiparty system in Indonesia after the amandement of the 1945 constitution?

The theory used in this research was the sovereignty of the people which had been developed by Henry B. Mayo. The implementation of the sovereignty of the people in the running of the government. In the practice, this system is implemented by many countries nowadays through the political representation system of the election of public officials through general election. The second theory used in this research was the allocation of power by montesqieu as the response to the development of presidential system in Indonesia whether its development will be ideal if it goes back to it historical development. The last theory used in this research was the party system by Sartori and Maurice Duverger in reponse to the implication caused by the application of presidential system with the practice of multiparty system in Indonesia.
The development of presidential system in Indonesia has undergone low ebb since 1945 until the present. The combination of the practice of multiparty system and the presidential system in Indonesia has also occurred since 1945 until the present. The inclination of the practice of multiparty system in the presidential government in Indonesia after the amandement of the 1945 Constitution is due to third change which has brought about the mechanism of direct election by the people though political parties or the combination of political parties. This condition has caused the development of new parties which participate in the general election. This case in line with the theory of party system prosed by Sartori that Indonesia follows extreme multiparty system (more than three political parties). This condition cannot be applied in the Indonesian presidential system which, actually, should use simple multiparty system so that Indonesia has strong government and political and governmental stability and not the other way around which is occurring today: there is no political stability between the parliament and the government.




























BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 

Umumnya sejarah ketatanegaraan suatu Negara, konstitusi di gunakan untuk mengatur sekaligus untuk membatasi kekuasaan Negara. Dengan demikian, dinamika ketatanegaraan suatu bangsa dan Negara ditentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi Negara yang bersangkutan. Karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat bagaimana sistem pemerintahanya, bentuk negaranya, sistem control antara kekuasaan Negara, jaminan hak-hak warga Negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan Negara seperti kekuasaan pemerintah (eksekutif), kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudisial. [footnoteRef:2] [2: Soewoto Mulyosudarmo,2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Hlm.IX.] 

Dalam konstelasi negara hukum, konstitusi merupakan suatu bentuk modifikasi dari kesepakatan tertinggi antar manusia. Konstitusi tidak hanya menjadi pedoman dalam sistem penyelenggaraan negara, akan tetapi mengatur juga mengatur wewenang dan kewajiban pemerintah. Hingga saat ini sudah dilakukan empat kali eddendum. Sehingga terjadi perubahan struktural dan subtansi konstitusi yang diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi.
Perubahan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah memberikan perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan pasal cukup mendasar ialah perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Perubahan pasal ini berimplikasi terhadap perubahan doktrin nernegara yang dianut dalam pelaksanaan sistem ketatagaraan Indonesia. Doktrin bernegara merupakan diskursus mengenai pengorganisasian kedaulatan dalam suatu negara dan menjadi pondasi diletakkanya bangunan sistem ketatanegaraan, sehingga perubahan doktrin bernegara akan berpengaruh terhadap perubahan keseluruhan bangunan sistem ketatanegaraan. Pengorganisasian yang dikenal dalam ilmu hukum ketatanegaraan yaitu pembagian kekuasaan (distribution of power) dan pemisahan kekuasaan (sepration of power).
Sebelum perubahan pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 berbunyi “Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Konsekuensi yuridis ketentuan pasal 1 ayat (2) ini menjadikan MPR sebagai pemangku kedaulatan negara secara penuh, sehingga memiliki kewenangan membentuk dan mengubah hukum tertinggi negara yaitu Undang-undang Dasar, menentukan arah negara (GBHN), dan memilih pemimpin negara yaitu presiden. MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara[footnoteRef:3]. Dalam menjalankan negara MPR mendistribusikan sebagian kedaulatanya kepada lembaga-lembaga inggi negara di antaranya DPR, Presiden, DPA, MA, dan BPK. Lembaga-lembaga tinggi negara melaksanakan kehendak MPR sebagai cerminan kehendak rakyat. Jadi, doktrin bernegara sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 adalah distribution of power[footnoteRef:4]. Doktrin Distribution of power mengakui supremasiperlemen, sehingga lebih mencirikan sistem pemerintahan perlementer.  [3:  Anwar C.Teori dan hukum konstitusi, Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca perubahan), implikasi dan implementasi pada Lembaga Negara, Intrans Publising, malang,2011 Hlm.162]  [4:  Jimly Assiddiqie. Menuju Negara Hukum yang Demokralis, Sekretariat Jendral dan  kepanitraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta,2008,hlm.120-121.] 

Berdasarkan UUD 1945, negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk republik. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) UUD 1945, dalam penyelenggaraan pemerintah dinyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah. meskipun Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 (sebelum amandemen) menetapkan penerapan sistem presidensial, sistem tersebut tetap bersifat parlementer, yaitu MPR berstatus tertinggi sebagai tertinggi negara, dan presiden harus mengalah dan bertanggung jawab kepada MPR. Bisa dibilang sistem presidensial Indonesia tidak terlalu ketat, karena presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat. Namun, sejak amandemen konstitusi (atau tepatnya amandemen ketiga), system presidensil yang dianut Indonesia menjadi lebih murni.
Dapat dikatakan bahwa sejak amandemen ketiga konstitusi, sistem presidensil Indonesia relatif murni, karena menurut UUD 1945 sebelum amandemen, presiden harus bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada MPR yang memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memberhentikannya sesuai UUD NRI 1945, Presiden sewaktu-waktu bisa berhentikan apabila tidak tanggung jawab kepada MPR hal ini sebenarnya menunjukkan adanya unsur parlementer dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut. Namun, setelah amandemen, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak lagi bertanggung jawab atas MPR.
Faktor-faktor ketatanegaraan baik dalam bentuk filsafat hidup, landasan hukum, dan politik, sistem pemerintahan harus terjabarkan dalam kerangka konsepsional dan operasional yang mantap. Pertama, fungsi dan peranan UUD 1945 secara konsepsional tercermin dalam; berfungsinya Pancasila dalam landasan ideal yaitu filosofi  bangsa,  berfungsinya  sistem  presidensial  secara  konstitusional  sebagai landasan struktural yang tertuang dalam UUD dan berfungsinya tujuan nasional yang terimplementir dalam kebijakan politik bangsa. Kedua, fungsi dan peranan UUD 1945 secara oprasional maksudnya apa yang telah tercermin di dalam peranan UUD 1945 secara konseptual benar-benar dapat terealisir secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak hanya itu saja, tetapi juga  mampu dilestarikan serta ditingkatkan usaha-usaha pelestarianya. Semua ini harus dilaksanakan oleh suprastruktur dan infrastruktur dan segenap seluruh masyarakatnya.[footnoteRef:5] [5:  Dahlan Thaib, Jazim Hamidi,Hi’matul Huda, Teori dan Hukum konstitusi,Rajawali press,Jakarta ,hlm.82.] 

Secara yuridis, para perumus UUD 1945 sudah menunjukkan keunggulan bahwa apa yang mereka lakukan ketika UUD 1945 disusun tentu akan berbeda kondisinya di masa yang akan datang dan mungkin suatu saat akan mengalami perubahan. Baik dilihat dari sejarah penyusunan maupun[footnoteRef:6] sebagai produk hukum yang mencerminkan pikiran dan kepentingan yang ada pada saat itu, UUD 1945 akan habis dimakan masa apabila tidak diadakan pembaharuan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara di bidang politik,  ekonomi,  sosial  maupun  budaya.[footnoteRef:7] [6:  Ni’matul Huda, 2001 , Politik Ketatanegaraan Indonesia (Kajian Terhadap Dinamika Prubahan UUD  1945),UUI Press. Yogyakarta, hlm.4-5.]  [7:  Bagir Manan,2003,Teori dan Politik Konstitusi,UUI Press ,hlm.10.] 

Sebagaimana yang diutarakan oleh Wheare berikut ini : 
	“ Constitutions, when they are framed and adopted, tend to reflect the dominant belief and interest, or some compromise between conflicting beliefs and interest, which are characteristic of the society at the time. Moreover they do not necessarily reflect political or legal beliefs and interests only. They may embody conclusions or compromises upon economic, and social-which operate at the time of it’s adoption ”.[footnoteRef:8] [8:  Dikutip dari buku Ni’matul Huda, politik…hlm.5.] 

Kondisi politik, ekonomi, sosial dan yang lainya senantiasa berubah, mewajibkan untuk menyesuaikan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tetap berfungsi sebagaimana mestinya baik secara instrument penjaga ketertiban maupun sebagai pendorong perubahan untuk mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Dorongan untuk memperbarui atau mengubah UUD 1945 ditambah pula dengan kenyataannya, UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan staatsidee mewujudkan negara berdasarkan konstitusi seperti seperti halnya tegaknya tatanan demokrasi negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah etatisme, otoritarianisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.[footnoteRef:9] Dengan demikian, perjuangan mengakhiri segala bentuk kedikataktoran, etatisme ekonomi dan penyelewengan yang terjadi akan diwujudkan dalam bentuk tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi dan tegaknya negara berdasarkan atas hukum.[footnoteRef:10] [9:  Bagir Manan, Teori .Cit,hlm.11.]  [10: ] 

Sedangkan secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal tersebut dapat diketahui antara lain; pertama kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip check and balances yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut executive heavy, dan dapat menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden, kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum, bahkan tidak jelas (vague), sehingga banyak pasal yang menimbulkan multi tafsir; ketiga, unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam UUD 1945; keempat, UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat penyelenggara negara; kelima, UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada presiden untuk mengatur pelbagai hal penting dengan UU. Akibatnya, banyak UU yang substansinya hanya menguntungkan Presiden dan DPR selaku pembuatnya ataupun saling bertentangan satu sama lain. Keenam, banyak materi muatan yang penting justru diatur di dalam penjelasan UUD, tetapi tercantum di dalam pasal-pasal UUD 1945. Ketujuh, status dan materi penjelasan UUD 1945. Persoalan ini sering menjadi objek perdebatan tentang status penjelasan, karena banyak materi penjelasan yang tidak diatur di dalam pasal-pasal UUD 1945, misalnya materi negara hukum, istilah kepala negara dan kepala pemerintahan, istilah mandataris MPR, pertanggung jawaban Presiden dan seterusnya.[footnoteRef:11] [11:  Ni’matul Huda, Politik, hlm.6-7.] 



Kritik mengenai inkonsistensi dan inkoherensi antara pembukaan UUD 1945 dan amandemen juga muncul karena kecenderungan liberalisme dalam amandemen yang dipandang bertentangan dengan dasar filosofi dan dasar normatif dalam Pembukaan UUD 1945. Situasi serupa ternyata melekat dalam kesepakatan tentang NKRI yang dalam implementasi di dalamnya justru bertolak belakang dengan kesepakatan dasar. Ketentuan Amandemen mengenai sistem pemerintahan daerah pada pasal 18 ayat (5) UUD 1945 justru condong ke arah federalism.[footnoteRef:12] sehingga bertolak belakang dengan Pasal 1 ayat (1) yang menentukan bentuk negara kesatuan.[footnoteRef:13] Bahkan dalam musyawarah Badan PPKI pun menyimpulkan bahwa bentuk negara adalah republik. Hal ini dapat diketahui dari beberapa definisi : [12:  Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,   kecuali urusan pemerintahan Pusat”.secara teori ketentuan pasal ini merupakan penerapan teori residu yang menjadi dasar bagi terbentuknya Negara-negara federal . Jimly Assidduqie, Pengantar Pemikiran tentang Rancangan Perubahan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta : The Habibie Center  ,2001,Hlm.28-29.]  [13:  Aidul Fitriciada Azhari, 2006,Evaluasi Proses Amandemen UUD 1945;Jurnal Hukum,Vol.9,September   ,hlm.164] 

1. Bentuk Negara bukan monarchi (kerajaan);
2. Kepala negara dipilih dan tidak turun menurun;
3. Masa jabatan kepala negara ditentukan dalam kurun waktu tertentu.
Apabila ketiga ciri pemerintahan republik tersebut dikaitkan dengan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 maka terdapat dalam:
1. Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan negara Indonesia adalah kesatuan yang berbentuk republik dan bukan kerajaan;
2. Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan tidak turun temurun ;
3. Pasal 7, yang menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun.
	Terlihat jelas dari pasal tersebut tersirat bahwa bentuk Negara Indonesia Adalah Republik sedangkan susunan negaranya adalah kesatuan.[footnoteRef:14] Tak heran bila sempat muncul istilah baru di kalangan akademisi yang menyatakan ”negara kesatuan dengan aransemen federal”.[footnoteRef:15] [14:  Titik Triwulan Tutik , 2006, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara,Prestasi Pustaka,Jakarta,hlm. 104-105]  [15:  Aidul Fitriciada Azhari,Evaluasi…,Loc.cit] 


	Sejak dulu selalu dikatakan bahwa UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian sistem itulah yang semula dibayangkan oleh kalangan perancang undang-undang dasar 1945. Namun, jika diteliti secara seksama, sistem presidensial yang dianut dalam UUD 1945 tersebut samasekali tidak murni sifatnya.[footnoteRef:16] Peneliti mengamati salahsatu tidak konsistenya sistem presidensial di Indonesia adalah kekuasaan pembentukan UU berada ditangan DPR. Meskipun UU yang dibahas bersama antara Presiden dan DPR, namun kekuatan pemegang legislasi berada pada arah legislatif. Oleh karena itu untuk menentukan dan meletakkan sistem presidensial dalam area ketatanegaraan Indonesia. Setidaknya ada beberapa point perubahan yang memastikan konstitusi hasil amandemen mengarah pada penguatan sistem presidensial. Pertama, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Kedua, pelembagaan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bersifat tetap, dalam hal ini selama limatahun dan maksiml dua priode. Ketiga, perge seran fumgsi legislasi dari kekuasaan Presiden (dengan persetujuan DPR) menjadi otoritas DPR (kendati tetap dibahas bersama dan mendapat persetujuan Presiden). Keempat. Pergeseran kedudukan dan peran MPR dari lembaga tertinggi Negara menjadi lembaga tinggi Negara. [16:  Jimly Ashidique.Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi , Zaenal A.M Husein,Cetakan 
Kedua,(Jakarta;Konstitusi Press,2005),hlm 108.] 

	Dalam kenyataanya peneliti menilai bahwa semangat sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia tidak relevan dengan sistem pemilu saat ini. Parahnya lagi, sistem pemilu serentak yang mulai diterapkan pada pemilu 2019 masih mensyaratkan ambang batas pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan total jumlah perolehan pemilu legislatif. Hal ini mungkin menjadi fenomena baru dalam rel demokrasi di Indonesia. Namun, kohesivitas sistem presidensial dan pemilu presiden mengalami “gap” sehingga keseriusan untuk membangun sistem yang murni cukup kompleks.
Pergeseran sistem pemerintahan parlernenter menuju sistem pemerintahan presidensial dalam kasus Indonesia yang terjadi justru sebaliknya diiringi oleh tereduksinya beberapa kekuasaan Presiden, sehingga dari awalnya kedudukan Presiden sangat kuat menjadi agak lemah. Hal ini tidak lepas dari ketidakkonsistenan antara pondasi sistem pemerintahan yang parlementer dengan bangunannya yang presidensial dalam UUD 1945 sebelum perubahan, sehingga ditafsirkan dengan salah dan menjelma manjadi otoritarianisme presidensial. Presiden menjelma menjadi kekuatan yang maha kuat dan memonopoli seluruh pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia[footnoteRef:17] Bahkan dalarn praktek ketatanegaraan, seluruh lembaga negara termasuk Parlemen beradah di bawah kekuasaan Presiden sebagai kepala eksekutif (executive heavy). [17:  Bagir mann. Lembaga Kepresidenan,FH UII Press,Yogyakarta 2006,hlm.44] 

Oleh karena itu pergeseran sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial perlu diimbangi oleh sistem cheks and balances antar lembaga negara, sehingga benar-benar mencerminkan sistem pemerintahan presidensial. Sistem cheks and balancences merupakan ciri esensial teori sistem pemerintahan presidensial. Mendeteksinya dapat dilakukan dengan menganalisis penataan lembaga negara Presiden dengan lembaga negara lain yaitu MPR, DPR, DPD, MK, dan MA.
Dalam undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, pemisahan kekuasaan dapat dibedakan menjadi pemisahan kekuasaan dalam arti material dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Pemisahan dalam arti material adalah emisahan kekuasaan secara tegas dalam tiga cabang kekuasaan, dimana kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif benar-benar terlepas antara tugas cabang yang satu dengan cabang lainya. Tidak boleh ada hubungan kerjasama yang dapat menumbulkan penyimpangan pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagai contoh, pelaksanaan pembagian kekuasaan di indonesia pada masa sebelum amandemenya Undang-undang Dasar 1945, dimana keberadaan presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan dalam hubunganya dengan pembuatan undang-undang menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Demikian pula dalam pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan yang merdeka untuku menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Artinya, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dan harus terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, di lain hal, ketua mahkamah agung juga diberikan status jabatan sebagai menteri sehingga menjadi pembantu presiden (kejadian dalam masalah kabinet gotong royong). Ini adalah beberapa contoh kaburnya atau terjadinya penyimpangan terhadap Undnag-undang Dasar 1945 sebelum memsauki era reformasi.
Setelah era reformasi, dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Dasar 1945,dimana kedaulatan rakyat dibagi secara horizontal dengan cara pemisahan (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan dan fungsi lembaga-lembaga negara sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar sederajat dan masing-masing saling mengawasi dan mengimbangi atau dikenal dengan prinsip checks and balances.
Menurut Ellydar Chaidir, untuk mengetahui apakah suatu negara menganut pembagian atau pemisahan kekuasaan dapat dilihat dari UUD negara tersebut, apakah ada dua lembaga negara yang mengerjakan suatu fungsi yang sama. Dalam menjalankan pemerintahanya, indonesia adalah salahsatu yang mempunyai tipikal yang tidak menganut pemisahan kekuasaaan negara dalam arti materil (seperation of power),atau yang sering disebut dengan Trias Politika, melainkan menganut pemisahan kekuasaan dalam dalam arti formal (division of power) hal ini dikarenakan diantara cabang-cabang kekuasaan negara di indonesia tidak sepenuhnya terpisah dalam menjalankan fungsi (tugas) dan kekuasaanya dengan melakukanhubungan fungsional ,kerjasama diantara cabang-cabang kekuasaan tersebut.
Tentang hal ini, peneliti berpendapat bahwa penelitian ini sangat menarik untuk dikaji  Berdasarkan yang penulis paparkan di atas yang bertitik tolak pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka penulis sangat tertarik untuk menuangkannya dalam penyusunan tugas akhir tesis dengan judul :
“ Analisis Sistem Presidensial Di Tinjau Dari Kosep Trias Politika Berdasakan Undang-Undang Dasar 1945 ”













B. Rumusan  Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengetahui masalahnya sebagai berikut : 
1. Bagaimana  pengaturan lembaga-lembaga presidensial dalam Negara Republik Indonesia ?
2. Bagaimana pengaturan sistem presidensial Indonesia yang sesuai dengan teori trias politika ? 

C. Tujuan Penelitian
Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukanya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui lembaga-lembaga presidensial dalam Negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui sistem presidensial Indonesia yang sesuai dengan teori trias politika. 

D. Orisinalitas Penelitian 
Telah terdapat beberapa judul penelitian terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis, namun terdapat beberapa suvtansi yang berbeda dan apabila terdapat kesamaan maka hal tersebut terjadi bukan atas kesengajaan dari penulis. Adapun beberapa penelitian hukum yang memiliki keterkaitan atau hamper mendekati dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis di antaranya :
1. Tesis Ilham Nugroho, NIM.150710101066 , Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember,tahun 2019 yang berjudul “ Implikasi Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia” dalam tesis ini peneliti membahas sistem presidensial di Indonesia dengan mengidentifikasi fakta hukum tentang penggabungan sistem multipartai dalam sistem presidensial di Indonesia. 
2. Tesis Budi Prayitno,NPM.1206182732, Mahasiswa Fkultas Hukum Program Megister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, tahun 2015 yang berjudul “Pengaruh Pemili serentak Dalam menciptakan pemerintahan Presidensial yang Konguren” .


E. Kerangka Teori

1.  Kerangka Teoritik
Terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam tesis ini, diantaranya adalah Teori Kedaulatan Rakyat, Teori Pembagian Kekuasaan, dan Teori Sistem Kepartaian. Kedaulatan dalam bahasa Perancis disebut dengan Souverainite, dalam bahasa Inggris disebut Sovereignty, dalam bahasa Latin superanus, yang berarti supremasi diatas dan menguasai segala-galanya[footnoteRef:18]. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak dibawah kekuasaan lain. [18:  Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, ( Jakarta: Nusamedia,2007), hlm. 9.] 

Menurut Jimly Asshiddiqie sebagai ahli Hukum Tata Negara Indonesia ;
“Kedaulatan (sovereignty) merupakan konsep yang biasa dijadikan objek dalam filsafat politik dan hukum kenegaraan. Di dalamnya terkandung konsepsi yang berkaitan dengan ide kekuasaan tertinggi yang dikaitatkan dengan negara (state). Dari segi bahasa, perkataan kedaulatan itu sendiri dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari Bahasa Arab yaitu dari kata daulat dan dulatan, yang dalam makna klasiknya berarti pergantian, peralihan, atau peredaran (kekuasaan).”

	Teori kedaulatan rakyat muncul pada zaman Renaissance yang mendasarkan hukum pada akal dan rasio. Dasar ini pada abad ke-18 Jeans Jacque Rousseau memperkenalkan teorinya, bahwa dasar terjadinya suatu negara adalah ”perjanjian masyarakat” (contract social) yang diadakan oleh dan antara anggota masyarakat untuk mendirikan suatu negara. Adapun teori Jeans Jacque Rousseau tersebut dikemukakannya dalam bukum karangannya yang berjudul Le Contract Social. Teori ini menjadi dasar faham kedaulatan rakyat yang mengajarkan bahwa negara berstandar atas kemauan rakyat, demikian pula halnya semua peraturan-peraturan adalah penjelmaan kemauan rakyat tersebut[footnoteRef:19]. [19:  Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rineka cipta, 1991), hlm.110.] 

	Membahas mengenai demokrasi berarti berbicara tentang rakyat atau warga masyarakat. Dalam suatu negara, rakyat merupakan sentral dan sumber kekuasaan, karena pada hakikatnya rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu kedaulatan sedangkan demokrasi merupakan bentuk pengejewantahan dari kedaulatan itu[footnoteRef:20]. [20:  Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 60.] 


	Maurice Duverger[footnoteRef:21] menyebutkan bahwa; [21:  Maurice Duverger, Hukum Tata Negara Indonesia, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993),
hlm.10.] 

”Demokrasi lahir di kota-kota yunani purba atau dalam gerombolan sosial, dimana pemerintahan mengambil wujud demokrasi yang disebut ”direk”. Kekuasaan dipegang oleh majelis umum rakyat, yang mengambil sendiri semua keputusan penting dan mengangkat para ”magistral” yang diberi kewajiban untuk melaksanakan keputusan-keputusan majelis serta memerintah dalam waktu antara sidang-sidang majelis. Sistem demokrasi hanya dapat dijadikan dalam negeri-negeri yang amat kecil dimana rakyat dengan mudah dapat dikumpulkan seluruhnya, sedang hal-hal yang perlu diurus cukup sederhana untuk dapat diurus oleh rakyat sendiri.”

	Menurut James Mac Gregor Burns suatu negara yang menganut sistem demokrasi dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :[footnoteRef:22] [22:  James Mac Gregor Burns Dalam Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Yogyakarta : FH UII Press,2009), hlm.13.
] 

a. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur- unsur atau elemen-elemen yang salinng terkait dan tidak dapat dipisahkan;
b. Orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakkan hukum;
c. Kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian besar warga negara dewasa dari suatu negara.

	Kedaulatan Rakyat seperti yang digagas oleh Rousseu yakni demokrasi absolut (langsung) tidak akan mungkin dapat dilaksanakan dinegara-negara saat ini, oleh karena negara yang ada saat ini memiliki wilayah yang cukup luas, dan rakyat yang cukup banyak, maka dari itu demokrasi langsung mencari format baru dalam kehidupan bernegara yang kemudian termodifikasi dengan sistem demokrasi tidak langsung (indirect democracy), dimana pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak secara langsung dilaksanakan oleh semua rakyat melainkan melalui sistem perwakilan rakyat (lembaga perwakilan rakyat).


	Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan pemerintahan negara yang diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang demokrasi di dalam praktiknya di negara-negara di dunia saat ini dapat melalui sistem perwakilan politik maupun pemilihan pejabat-pejabat publik melalui pemilihan umum. Prinsip kedaulatan Rakyat dapat ditemukan di dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa[footnoteRef:23]Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan baru ini terkandung ide;[footnoteRef:24] (a) kedaulatan di tangan rakyat, atau asas demokrasi, dan (b) bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut diatur dalam Undang- Undang Dasar atau berdasar asas konstitusionalisme. Perumusan yang baru ini memang berbeda dengan perumusan yang lama , dimana pada rumusan yang lama pada hakekatnya Pasal 1 ayat 2 norma hukumnya berisikan ketentuan transformatif atau pengalihan mutlak dari kedaulatan di tangan rakyat ke sebuah lembaga yaitu MPR. [23:  Sebelum amandemen uud 1945, pasal 1 ayat (2) berbunyi kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat]  [24:  Harjono, Studi Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Ke IV, ( Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Ham Republik Indonesia, 2005), Hlm.17.] 

	Pada perumusan yang baru tersebut, asas konstitusionalisme dalam penggunaan kedaulatan rakyat mendapatkan pengakuan, yang mempunyai implikasi bahwa kedaulatan rakyat sebagai sebuah asas dalam pelaksanakan kekuasaan kenegaraan haruslah dilaksanakan me Sedangkan di dalam Pancasila, prinsip kedaulatan rakyat terdapat di sila ke empat yang berbunyi Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan. nurut ketentuan hukum, yaitu konstitusi.
	Selama ini UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal.[footnoteRef:25] Kedaulatan rakyat dianggap sebagai wujud penuh dalam wadah MPR yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), UUD 1945 sebelum perubahan. Dari sini fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan wewenang lembaga-lembaga tinggi negara yang ada dibawahnya, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Dalam UUD 1945 (sebelum perubahan) tidak dikenal pemisahan yang tegas, tetapi berdasarkan pada hasil perubahan, prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal jelas dianut, misalnya mengenai pemisahan antara pemegang kekuasaan eksekutif yang berada di tangan Presiden [Pasal 5 ayat (1)] dan pemegang kekuasaan legislatif yang berada di tangan DPR [Pasal 20 ayat (1)]. [25:  A.M.Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas, 2009),Hlm.11
] 

	Kekuasaan merupakan masalah sentral dalam di dalam suatu negara, karena negara merupakan pelembagaan masyarakat politik (polity) paling besar dan memiliki kekuasaan yang otoritarif. Persoalan kekuasaan yang dimiliki negara terhadap rakyatnya, dapat dibedakan kedalam kekuasaan negara yang otoriter dan kekuasaan negara yang demokratis. Jean Bodin, melihat hukum sebagai perintah raja, dan perintah ini menjadi aturan umum yang berlaku bagi rakyat dan persoalan umum. Semua tradisi dan hukum kebiasaan hanya akan menjadi absah dengan adanya perintah pemegang kedaulatan yang menetapkannya[footnoteRef:26].  [26:  Bernard L.Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, Teori Hukum :Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hlm. 64] 

	Negara yang melindungi kepentingan keseluruhan rakyat (demokratis) adalah negara yang melakukan “distribution of power” dalam semua aspek dalam pelaksanaan kehidupan bangsa dan negara secara merata dan seimbang. Namun pada kenyataannya negara yang menjalankan sistem pemerintahan yang memusatkan kekuasaan kepada Raja (Monarchi) pada umumnya kekuasaan terkonsentrasi pada satu tempat (pemerintahan pusat saja). Artinya tidak dilakukan pembagian (distribution) secara baik dan merata kepada keseluruhan rakyat.
	Kenyataan ini menyebabkan terjadinya hambatan (barrier) untuk terciptanya sistem pemerintahan yang berjalan secara cepat dan lancar serta mudah dalam mencapai tujuan nasional yagn telah ditetapkan oleh suatu negara. Keadaan ini melahirkan pemikiran dari para filosof bahwa kenyataan seperti diatas tidak boleh secara terus menerus terjadi sehingga lahirlah sebuah konsep mengenai pemisahan kekuasaan (trias politica) oleh Montesqieu dan John Locke.[footnoteRef:27] [27: ] 

	Menurut Jhon Locke pemisahan kekuasaan ini harus dipisahkan satu dari yang lainya yang terdiri dari kekuasaan legislatif (legislative power) sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan, kekuasaan eksekutif (eksekutive power) sebagai pelaksana pemerintahan, kekuasaan federatif (federative power) sebagai kekuasaan hubungan luar negeri.[footnoteRef:28] Setengah Abad kemudian dengan diilhami oleh pembagian kekuasaan dari Jhon Locke, Montesquieu (1689-1755) seorang pengarang, ahli politik, dan filsafat Perancis menulis sebuah buku berjudul L’Esprit des lois (jiwa undang-undang) yang diterbitkan di Jenewa pada Tahun 1748 (2 jilid). [28:  C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta :PT. Rineka Cipta, 2000),] 

	Montesquieu mengatakan bahwa dalam pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan yang diperincinya dalam: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Isi ajaran Montesquieu ini adalah mengenai pemisahan kekuasaan negara (the separation of power) yang lebih dikenal dengan Teori Trias Politica. Pada intinya, prinsip-prinsip pemisahan atau pembagian kekuasaan dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan negara dari kemungkinan menjadi sumber penindasan dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa.[footnoteRef:29] Dalam perkembangannya, ajaran pemisahan kekuasan mendapat berbagai modifikasi melalui berbagai ajaran seperti ajaran pembagian kekuasaan (distribution of power) yang menekankan pada pembagian fungsi bukan organ dan ajaran “checks and balances” yang menekankan urgensi adanya hubungan saling mengendalikan antar berbagai cabang penyelenggaraan negara.[footnoteRef:30] [29:  Zakaria Bangun, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,( Medan, Bina: Media Perintis, 2007), hlm.128.]  [30:  Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Bandung, LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995, dalam Ibid.] 

Proses pemilu secara langsung merupakan konsekuensi dari kesepakatan untuk menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Ditambah lagi dengan tuntutan demokratisasi menuntut adanya partisipasi publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Termasuk mengenai banyaknya partai politik[footnoteRef:31] (multi partai) yang tidak lagi dibatasi.[footnoteRef:32] Proses politik multi partai sebenarnya adalah bukan suatu jaminan kepastian adanya partisipasi dan pendapat rakyat.	 [31: 	 Menurut Meriam Budiarjo, 1983, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm.160-161, 
mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, dimana tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik yang dilakukan dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Di buku tersebut Carl J. Friedrich juga mengatakan partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan ]  [32:  Dari sisi pelaksanaan pemilu 1999 yang mengarah ke sistem multi partai misalnya, dari sisi system pemerintahan sebenarnya lebih tepat jika dipergunakan sistem parlementer daripada sistem koalisi  presidensial. Sistem semacam ini pernah diterapkan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dasar yang dipergunakan pada saat itu ialah konvensi ketatanegaraan.] 

Multi partai ini kemudian mencalonkan wakil-wakilnya untuk duduk dalam DPR. Dapat dikatakan bahwa partai politik ini sebenarnya melakukan mobilisasi rakyat untuk mencapai tujuannya di perpolitikan. Jelas dalam hal ini kepentingan rakyat yang menjadi kambing hitam. Jika terjadi hal semacam ini maka partai politik telah berjalan dengan langkah yang salah sehingga menghasilkan politik kelompok yaitu suatu kehidupan politik yang tidak didasarkan kepentingan rakyat, tetapi kepentingan afiliasi kelompok yang menentukan pilihan politik.
Lebih lagi di banyak negara berkembang, perebutan pemerintahan dalam langkah-langkah substansial termasuk juga perebutan perekonomian. Dalam sistem politik tersebut pelaksanaan politik yang demokratis seperti itu dapat mengarah pada marjinalisasi tiada henti terhadap kelompok-kelompok minoritas.[footnoteRef:33] [33: 		 Laporan Hasil Konferensi…, hlm. 72.] 

Menurut pengalaman beberapa negara yang telah mempraktikkan sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai, sistem tersebut akan menimbulkan apa yang disebut coattail effect, yaitu kecenderungan pemilih memilih presiden dari partai yang sama sehingga akan menghasilkan sistem presidensial yang mempunyai dukungan politik di parlemen. Tentu saja gagasan ini masih harus diperdebatkan secara luas dan konstruktif dalam masyarakat agar proses demokratisasi ke depan menghasilkan pemerintahan yang relatif efektif, tetapi demokrasi juga berkembang dengan lebih baik.[footnoteRef:34] [34: 		 J. Kristiadi, Artikel Refleksi …, hlm. 3.] 

Jika dilihat dari Pasal 6A ayat (1) yang mengatakan bahwa ”presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”[footnoteRef:35] dan ayat (2) yang mengatakan bahwa ”pasangan calaon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”,[footnoteRef:36] maka besar kemungkinan presiden dan wakil presiden tidak berasal dari partai politik yang sama dan tentu saja jika bukan berasal dari partai poltik yang sama didalamnya mereka terdapat kesepakatan-kesepakatan politik antara partai politik tersebut. [35: 		 Lihat UUD 1945 Amandemen III, Pasal 6A ayat (1).]  [36: 	
	] 

Sistem Multipartai dalam pemilu di Indonesia telah berkonsekuensi karna membludaknya partai politik yang ingin mengikuti pemilu. Hal ini wajar karena Pasca reformasi telah terbuka, peluang untuk pendirian partai-partai politik baru diluar 3 partai politik yang hidup pada era Orde Baru. Namun demikian, pembatasan partai politik peserta pemilu memang perlu dilakukan untuk memperkuat dan mem perdalam demokrasi. Pembatasan inipun bukan merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.
Oleh sebab itu, untuk indonesia, sistem presidensial dapat dianggap kuran g cocok untuk diterapkan dalam sistem banyak partai. Namun, karena bangsa indonesia telah memasuki era demokratisasi yang menjamin kebebasan berserikat yang kemungkinan tidak bisa lagi dihentikan, jumlah partai yang banyak juga tidak memungkinkan untuk dibatasi seperti pada masa Orde Baru. Maka dari itu, diperlukan adanya mekanisme pengaturan yang menyababkan jumlah partai politik itu secara alamiah dapat menciut dengan sendirinya tanpa adanya larangan ataupun pembatasan yang bersifat ‘imperative’. Dengan demikian, dalam jangka panjang bisa saja terjadi seperti di Amerika Serikat, yaitu munculnya dua partai besar, sehingga akhirnya sistem kepartaian yang dipraktekkan seolah-olah bersifat dua-partai saja.
Jika memang sistem pemerintahan presidensial yang sudah ditentukan di indonesia, maka kembali pada adanya suatu sistem yang checks and balances antara presiden dan legislatif. Lembaga legislatif Indonesia adalah DPR dan DPD, yang kemudian menjadi semacam joint session dalam MPR. Namun dari pembahasan diatas nampak bahwa peran DPR sangat mendominasi, sehingga seolah legislatif berada di tangannya. Artinya peran DPD relatif kecil dibanding DPD, padahal keduanya dipilih secara langsung oleh rakyat.

2. Kerangka Konseptual

Lembaga Kepresidenan ialah sebuah lembaga negara yang berfungsi untuk menyelenggarakan pemerintahan yang tertinggi terdiri dari Presiden dan wakil Presiden menurut Konstitusi. Presiden dapat bertindak sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala negara, tugas dan tanggungjawab Presiden meliputi hal-hal yang seremonial dan protokoler kenegaraan, misalnya melangsungkan perjanjian dengan negara lain, mengadakan perdamaian dengan negara lain, menyatakan negara dalam keadaan bahaya, menggangkat dan memberhentikan duta dan konsul untuk negara lain, memberi gelar,tanda jasa, menguasai angkatan perang dan lainnya.
Pemerintahan sistem presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan demikian dikatakan kekuasaan eksekutif berada diluar pengawasan (langsung) parlemen. Dalam sistem ini presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala Negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetahui kabinet (dewan menteri).[footnoteRef:37] Oleh karena itu agar tidak menjurus kepada diktatorisme, maka diperlukan checks and balances, antara lembaga tinggi negara inilah yang disebut checking power with power.[footnoteRef:38] [37:   Lihat Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok…., hlm 146 dan Inu Kencana Syafie, sistem….,hlm.53.., ]  [38:  Inu Kencana Syafiie, Azhari …., hlm. 14. ] 

Menurut Rod Hague seperti yang dikutip oleh triwulan, pemerintahan presidensial terdiri dari tiga unsure yaitu:
a. Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-  
pejabat pemerintahan yang terkait.
b. Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak 
bisa saling menjatuhkan.
c. Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan 
legislatif.
Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relative kuat dan tidak dapat dajatuhkan karena rendah akan subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, penghianatan terhadap Negara, dan terlibat masalah criminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.[footnoteRef:39] Presiden bertanggung jawab kepada pemilihnya (kieacollage). Sehingga seorang Presiden diberhentikan atas tuduhan House of Representattives setelah diputuskan oleh senat. Semisal sistempemerintahan presidensial di USA.[footnoteRef:40] [39:  www.wikimedia.com, download tanggal 5 maret 2021 .]  [40: 		 Titik Triwulan Tutik, Pokok-pokok … , hlm 101] 

a. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan Presidensial
1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semuanya diangkat olehnya dan bertanggungjawab kepadanya. Ia sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara) dengan masa jabatan yang telah ditentukan dengan pasti oleh UUD.
2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu, ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem pemerintahan parlementer;
3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif, Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif.[footnoteRef:41] [41: 		 lihat Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar ... , hlm. 180-181.] 

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatakan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.
Banyak sekali definisi mengenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli klasik dan kontemporer.
Carl J. Friedrich menulisnya sebagai berikut:[footnoteRef:42] [42: 	 Lihat Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi), Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm   404.] 

Partai politik adalah sekolompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adiil serta materiil (A political, party is a group of human beings, stabily organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving ti members of the party, through such control ideal and material benefits and advantages).

Sigmund Neumann dalam buku karyanya, modern political parties, mengemukakan definisinya sebagai berikut:[footnoteRef:43] [43: 	 Dikutip dari Miriam Budiardjo (Penyunting), Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai,  Yayasan  Obor Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 14.
] 

“Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.”
Dalam negara demokratis, partai politik menyelenggarakan beberapa Fungsi, salah satu fungsi adalah sebagai sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah, artinya berjalan dari atas kebawah dan dari bawah ke atas. Kedudukan partai dalam arus ini adalah sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (the rulers) dengan “mereka yang diperintah” (the ruled).
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menegaskan posisi penting partai politik yakni “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik”. Demikian pula dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Namun demikian, masih diperlukan UU untuk mengatur tentang pemilu sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa “tatacara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dengan UU” dan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 yang  menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan UU”.















F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian 
Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Metode pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data skunder yang berupa bahan-bahan hukum, terutama bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[footnoteRef:44] [44:  Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, hlm  11 – 12.] 

Yaitu menganalisis bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang.[footnoteRef:45] [45: 	 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 93.] 


2. Spesifikasi Penelitian
	Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk deskriptif bertujuan menggambarkan realitas obyek yang diteliti, dalam rangka menemukan hubungan diantara dua gejala, dengan memberikan gambaran secara sistematis, mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.[footnoteRef:46] [46: 		 Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm 96] 


3. Jenis Data
Dalam proses pengumpulan bahan hukum, penulis menggunakan jenis data sumber hukum primer, sekunder dan tersier, yaitu:
a. Sumber hukum primer dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No 22 Tahun 2003, Undang-undang No 23 Tahun 2003, Undang-Undang No 10 Tahun 2008, Undang-undang No 42 Tahun 2008, Undang-undang No 27 Tahun 2008 dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam tesis ini.
b. Sumber hukum sekunder dalam hal ini adalah yang memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap sumber bahan hukum primer seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pakar terkait dengan pembahasan[footnoteRef:47] tentang sistem pemerintahan. [47:  Jhonny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, hlm.  392.] 

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.[footnoteRef:48] [48:  Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum Dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 81.
 anapiah Faisal, 1990, Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi, YA3, Malang, hlm.36] 


4. Metode Pengumpulan Data
Pada penulisan yang digunakan adalah metode studi pustaka (library research), yang dimaksud dengan studi kepustakaaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari Pelbagai sumber dan di publikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif,[footnoteRef:49] yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan tesis ini yang akan di susun dan di kaji secara komprehensif. [49: ] 


5. Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi / interpretasi, komparasi dan sejenis itu. Metode berfikir yang dipergunakan adalah metode induktif, yaitu dari data / fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang).[footnoteRef:50] Dari analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang ada [50: 
] 


G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan tesis ini terbagi menjadi 5 ( lima ) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut :
BAB I : PENDAHULUAN
Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN KAJIAN NEGARA
Di dalam bab ini menguraikan gambaran mengenai kajian negara yaitu kekuasaan-kekuasaan negara dan lembaga negara dalam sistem pemerintahan di indonesia
BAB III : TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini membahas tinjauan pustaka yang terdiri dari sistem pemerintahan, partai politik, dan sistem pemilihan umum. 
BAB IV : HASIL PENELITIAN 
Dalam sub ini memaparkan tentang pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri dari eksistensi pengaturan lembaga-lembaga presidensial dalam Negara Republik Indonesia yang sesuai dengan trias politika dan analisis sistem presidensial di indonesia perspektif fiqh siyasah 
BAB V : PENUTUP
	     Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.
DAFTAR PUSTAKA
[bookmark: page41]




BAB II
KAJIAN TEORITIS KAJIAN NEGARA
A. Pengertian Kekuasaan Negara

Diantara konsep yang banyak dibahas yaitu mengenai kekuasaan. Hal ini tidak mengherankan sebab konsep ini sangat krusial dalam ilmu sosial pada umumnya, dan dalam ilmu politik khususnya. Kebanyakan ahli berpangkal tolak dari perumusan sosiolog Max Weber bahwa “kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar kemampuan ini”. Sedangkan menurut Ibnu Kaldun, kekuasaan negara adalah dominasi dan memerintah atas dasar kekerasan. Kekuasaan tidak dapat ditegakkan tanpa kekuatan yang menunjangnya. Tanpa suatu kekuatan yang selalu dalam siap siaga, dan bersedia mengorbankan gejala-gejalanya untuk kepentingan umum, maka kekuasaan penguasa tidak dapat ditegakkan. Kekuatan seperti ini hanya akan dapat ditegakkan dengan solidaritas.[footnoteRef:51] [51:  Ni’matul Huda, Ilmu negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 107-108.] 

Kata “kekuasaan” mempunyai makna yang berbeda di dalam penggunaannya yang berlainan ini. “Kekuasaan” negara yang terhadapnya rakyat menundukkan diri tidak lain adalah validitas dan efektivitas tatanan hukum yang dari kesatuannya diperoleh validitas teritorial dan validitas rakyat. Kekuasaan negara mesti berupa validitas dan efektivitas tatanan hukum nasional, jika kedaulatan dipandang sebagai satu kualitas dari kekuasaan ini. Sebab, kedaulatannya hanya bisa menjadi kualitas dari suatu tatanan normatif sebagai kekuasaan yang merupakan sumber hak dan kewajiban. Di pihak lain, kekuasaan dipahami sebagai suatu fungsi negara dan diadakan pembedaan tiga fungsi negara yang berlainan.[footnoteRef:52] [52:  Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara penterjemah: Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 360.] 








B. Pengertian Lembaga Negara

Lembaga negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan organ atau lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau yang biasa disebut organisasi nonpemerintah. Oleh sebab itu, lembaga apa saja yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat kita sebut sebagai lembaga negara. Lembaga negara itu dapat dibedakan dalam ranah legislatif, eksekutif, yudikatif, ataupun yang bersifat campuran.
Konsep tentang lembaga negara ini dalam bahasa Belanda biasa disebut staatsorgaan. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau biasa disebut juga dengan organ negara.[footnoteRef:53] [53:  Jimly Asshiddiqie, Perkembanhan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar  Grafika, 2012), hlm. 27.] 


C. Lembaga Negara Utama di Indonesia
	Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD 1945 dengan jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara dalam bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Mahkamah Agung, BPK dan MK sebagai lembaga negara yang utama. Lembaga-lembaga negara dimaksud itulah yang secara instrumental mencerminkan pelembagaan fungsi kekuasaan negara yang utama, sehingga lembaga negara itu pula yang disebut sebagai lembaga negara utama.[footnoteRef:54] [54:  Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen   UUD 1945, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 178-179.] 

	Lembaga negara utama di Indonesia adalah:
1. Lembaga tertinggi negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UUD 1945.[footnoteRef:55] [55:  Ishak, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), cetakaan kedua, h. 81.] 

2. Lembaga tinggi negara, yaitu:
a. Presiden tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 Undang- Undang Dasar 1945.
b. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tercantum dalam Pasal 16 Undang- Undang Dasar 1945.
c. Dewan Peerwakilan Rakyat (DPR) tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945.
d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tercantum dalam Pasal 23 Undang- Undang Dasar 1945.
e. Mahkamah Agung (MA) tercantum dalam Pasal 24 dan 25 Undang- Undang Dasar 1945.
Sedangkan lembaga negara hasil amandemen hanya terdapat lembaga tinggi negara saja, yaitu:
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Presiden dan Wakil Presiden.
3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
4. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
5. Dewan Perwakilan Daeran (DPD).
6. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
7. Mahkamah Agung (MA).
8. Mahkanah Konstitusi (MA).
9. Komisi Yudisial (KY).[footnoteRef:56] [56:  Ishak, Pengantar Hukum Indonesia…, hlm. 81-82.] 

	Kekuasaan lembaga negara dibagi kedalam tiga lembaga, yaitu lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif. Ketiga lembaga negara itu di Indonesia adalah sebagai berikut:

a. Lembaga Legislatif
	Lembaga legislatif adalah badan yang berwenang membuat hukum tertulis (UU) sedangkan kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang- undang.[footnoteRef:57] Yang termasuk lembaga legislatif di Indonesia adalah: [57:  Mudakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Sagung Seto, 2008), hlm. 38.] 

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
	Keberadaan MPR pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari dasar permusyawaratan sebagaimaan dinyatakan dalam alinea keempat pembukaan UUD tahun 1945. Sebelum amandemen, MPR mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara sehingga memiliki kekuasaan yang supreme, seperti memilih Presiden dan Wakil Presiden, menetapkan GBHN, dan meminta pertanggungjawaban Presiden.[footnoteRef:58] [58:  Dadang Sufianto, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 136.
] 


	Akan tetapi, setelah amandemen, MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi hanya sebagai lembaga tinggi negara. Pada Pasal 1 ayat (2) amendemen UUD 1945, disebutkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat dilakukan menurut UUD 1945.
	MPR mempunyai tugas dan wewenang setelah amandemen UUD 1945 adalah:
a. Mengubah dan menetapkan UUD;
b. Melantik Presiden dan Wakil Pesiden;
c. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa  
	Jabatannya  menurut UUD 1945.[footnoteRef:59] [59:  Dadang Sufianto, Pengantar Ilmu…,hlm. 137.] 

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
	Dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 dijelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tentu saja DPR tidak sendirian dalam membentuk UU karena masih ada peran eksekutif atau presiden di dalamnya. Di dalam Pasal 20A dijelaskan bahwa:
a. DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan;
b. DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat;
c. Selain hak yang diatur dalam Pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
	Adapun tugas dan wewenang DPR tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang  NO. 27 Tahun 2009.[footnoteRef:60]   [60:  Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Total Media, 2012), hlm. 157.] 

3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
	Wacana tentang pembentukan lembaga perwakilan daerah makin berkembang dan ketika memasuki masa rapat PAH III BP MPR yang melakukan pembahasan perubahan pertama, beberapa partai politik telah memulai memunculkan ide tersebut.[footnoteRef:61] [61: 		 Patrialis Akbar, Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 68-69.] 




	DPD merupakan lembaga baru. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Sesuai dengan Pasal 22D UUD Tahun   1945, kewenangan DPD antara lain sebagai berikut:
a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sember daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah;
b. Turut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah;
c. Memberikan pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang, RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama;
d. Melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang  otonomi daerah.[footnoteRef:62] [62: 		 Dadang Sufianto, Pengantar Ilmu Pemerintahan, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 141.
] 


b. Lembaga Yudikatif
		Lembaga yudikatif adalah lembaga yang mempunyai kekuasaan mengadili atas  pelanggaran terhadap hukum. Lembaga yudikatif di Indonesia adalah:
1. Mahkamah Konstitusi (MK)
	Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagaimana hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi bisa disebut sebagai the sugardian of the constitution seperti sebutan yang biasa dinisbatkan Mahkamah Agung di Amerika Serikat.
	Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dilengkapi dengan lima kewenangan dan sering disebut empat kewenangan ditambah satu kewajiban, yaitu (1) menguji konstitusi undang-undang; (2) memutus sengketa kewenangan konstitusional antarlembaga negara; (3) memutus perselisihan mengenai hasil pemilihan umum; (4) memutus pembubaran partai politik; dan (5) memutus pendapat DPR yang berisi tuduhan bahwa Presiden melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945, sebelum hal itu dapat diusulkan untuk diberhentikan oleh MPR. yang terakhir ini biasa disebut juga impeachment seperti  yang dikenal di Amerika Serikat.[footnoteRef:63] [63:  Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan..., h. 130-131.] 

2. Mahkamah Agung (MA)
	Pasal 24A UUD 1945 menjelaskan beberapa kewenangnan MA. Dijelaskan bahwa lembaga ini berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenag lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Sementara pada Pasal 32 UU No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dijelaskan bahwa MA mempunyai wewenang di bidang peradilan.[footnoteRef:64] [64:  Murtir Jeddawi, Hukum Administrasi…, h. 168.] 


c. Lembaga Eksekutif
		Adalah lembaga yang kekuasaannya untuk melaksanakan undang-undang atau disebut rule application function. Menurut C.F. Strong, dalam negara yang menganut asas-asas demokrasi, lembaga eksekutif harus melakukan pengawasan serta pembatasan sehingga dapat mempertanggung jawabkan kekuasaannya kepada rakyat.[footnoteRef:65] [65:  Beni Ahmad Saebani dan Ai Wati, Perbandingan Hukum Tata Negara, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 55-56.
] 

1.  Presiden
	Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”. Ayat (2) dinyatakan: “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden”. artinya, Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh Wakil Presiden. Adapun hak Presiden adalah sebagai berikut:
a. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR;
b.   Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-
	 undang atas persetujuan DPR dan hak lainnya yang terdapat dalam
	 UUD 1945.[footnoteRef:66] [66:  Abdoel Djamil, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). hlm. 136-137.] 

		Sedangkan kekuasaan umum dari lembaga eksekutif berasal dari undang-undang dasar dan undang-undang termasuk:
a. kekuasaan   administratif,   yaitu   pelaksanaan	undang-undang  dan   
	politik administratif;
b. kekuasaan legislatif, yaitu mengajukan rancangan undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
c. kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti;
d. kekuasaan militer, yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang;
e. kekuasaan diplomatik, yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri.[footnoteRef:67] [67:  Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, ( Jakarta: Aksara Baru, 1978). hlm. 44] 

	Perubahan mendasar yang digunakan sebagai dasar perubahan terhadap kekuasaan pemerintahan adalah tuntutan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat dan pengurangan kekuasaan presiden. Pilihan politik hukum ini mempertegas sistem pemerintahan presidensial.[footnoteRef:68] [68:  Abdul Latif dan Hasbi, Politik Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm..91.] 

2. Wakil Presiden
	Presiden dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sebagaimana Presiden, pengisian jabatan Wakil Presiden dijelaskan dalam Pasal 6A UUD 1945 pasca amandemen menyatakan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum”.
	Jika Presiden meninggal dunia, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajijbannya dalam masa jabatan yang telah ditentukan, maka Wakil Presiden menggantikan kedudukan Presiden sampai habis waktunya.
3. Menteri-menteri
	Tidak ada ketentuan dalam UUD 1945 yang menyebutkan suatu badan sebagai kumpulan Menteri-menteri. Pasal 17 UUD 1945 hanya mengenai Menteri-menteri dengan tiada kualifikasi lebih lanjut. Dewan menteri atau kabinet adalah suatu alat pemerintahan yang timbulnya berdasarkan konvensi ketatanegaraan. Meskipun demikian menurut Ismail Sunny, meskipun kabinet adalah pemegang kekuasaan eksekutif yang sungguh, menteri-menteri itu tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai anggota kabinet.
	Dalam konteks sistem presidensial, Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden karena Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Namun demikian Menteri-menteri negara bukan pegawai tinggi biasa, tetapi      berkedudukan sebagai pemimpin Departemen.[footnoteRef:69] [69:  Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum..., hlm. 208-209.
] 


D. Hubungan Lembaga Negara Menurut UUD 1945
1. Hubungan MPR-Presiden
	Sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 maka Presiden dapat berhenti sebelum habis masa jabatannya baik karena permintaan sendiri maupun karena tidak dapat menjalankan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR.
	Pemberhentian Presiden sebelum masa jabatannya habis oleh MPR hanya mungkin dilakukan jika Presiden sungguh-sungguh telah melanggar GBHN yang telah ditetapkan oleh MPR sedemikian rupa sehingga rakyat tidak menaruh kepercayaan lagi kepada Presiden dan Presiden tidak mempunyai kewajiban terhadap rakyat.[footnoteRef:70] [70:  C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, ), cetakan kelima, hlm. 173.
] 


2. Hubungan MPR-DPR
	Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan yang ditetapkan dengan undang-undang [Pasal 2 ayat (1)]. Dengan demikian dimaksudkan supaya seluruh rakyat, seluruh golongan, seluruh daerah akan mempunyai wakil dalam Majelis. Sehingga MPR itu akan betul-betul dapat sebagai penjelmaan rakyat.
	Mengingat kedudukannya sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia yang memegang kedaulatan rakyat tertinggi [Pasal 1 ayat (2)] dan untuk menegakkan martabat serta kewajibannya, maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat dasar, yang bersifat struktural dan GBHN. Untuk itu MPR bersidang setidaknya satu kali dalam 5 tahun di ibu kota negara [Pasal 2 ayat (1)].


	Oleh karena itu DPR seluruhnya meranggap sebagai anggota MPR. Maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan GBHN.
	Dalam hal ini DPR menggunakan hak tertentu yang dimilikinya seperti hak angket, hak interpretasi, hak budget, hak tanya dan hak inisiatif.
	MPR mempunyai tugas yang sangat luas. Melalui wewenang DPR, MPR mengemukakan pembuatan undang-undang serta Peraturan-peraturan itu sesuai dengan UUD.[footnoteRef:71] [71:  C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, Hukum Tata Negara…, hlm. 173-174.] 


3. Hubungan DPR-Presiden
	Hubungan antara Presiden dan DPR ini terkait dengan kekuasaan pembentukan undang-undang. Kekuasaan DPR ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen pertama, sedangkan hak presiden untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD   1945.  
	 Dalam perspektif pembangunan hukum nasional, DPR  dapat mengembangkan secara positif sistem pembuatan hukum terpadu dan proses penegakan hukum terpadu bersama dengan lembaga kepresidenan, MA dan MK. Dalam hal ini DPR bersama dengan DPD dan Presiden secara bersama-sama membentuk undang-undang.[footnoteRef:72] [72:  Jajin Hamidi dan Mustafa Lutfi, Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia, (Bandung: Alumni, 2010), cetakan ketiga, hlm. 118-119.
] 


4. Hubungan Presiden-MA
	Hubungan antara kedua lembaga ini terkait dengan, pertama, pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang; kedua, pemberian grasi dan rehabilitasi; ketiga, penetapan hakim agung; dan keempat, pengucapan sumpah Presiden di luar sidang MPR atau DPR.
	Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang terhadap undang-undang merupakan wewenang MA. Mengingat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (seperti peraturan pemerintah dan Keputusan Presiden) dibentuk oleh Presiden maka tatkala MA melakukan pengujian terhadap peraturan tersebut, terjadilah hubungan antara kedua lembaga negara itu.[footnoteRef:73] [73:  Patrialis Akbar, Lembaga-Lembaga..., hlm. 228.] 


5. Hubungan Presiden-MK
	Hubungan Presiden dengan MK terkait dengan, pertama, pengujian UU terhadap UUD; kedua, sengketa kewenangan antara presiden dengan lembaga negara lain; ketiga, pembubaran partai politik; dan keempat, proses pemakjulan presiden Pengujian UU terhadap UUD yang dilakukan MK merupakan hubungan yang paling sering terjadi antara presiden dengan MK dikarenakan wewenang inilah yang paling banyak dilaksanakan oleh MK. Walaupun konstitusi menyebutkan bahwa kekuasaan membentuk UU adalah wewenang DPR , namun sebuah UU hanya dapat lahir setelah DPR dan presiden sepakat. Dengan demikian UU sesungguhnya juga merupakan produk presiden.24


















BAB III
PERKEMBANGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
DI INDONESIA
A. Sistem Pemerintahan 
Sistem Pemerintahan merupakan gabungan dari dua istilah “sistem” dan “pemerintahan”. Sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya, sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik akan mempengaruhi keseluruhannya itu.[footnoteRef:74] [74:  Carl J.Friedrich, Man And His Government An Empirical Theory Of Politics, New York, Mc Graw Hill Book Coy, Inc, 1963 sebagaimana dikutip dalam Moh Kusnardi Dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata	, Op.Cit. Hlm. 171.] 

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksektutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana kekuasaan serta hubungan antara lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menjalankan kepentingan rakyat.[footnoteRef:75] [75:  Moh. Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, (Yogyakarta: UII  Press, Edisi Revisi, 2000), hlm. 74.] 

Menurut Moh.Mahfud MD[footnoteRef:76], sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara, dimana pembagian sistem pemerintahan di dalam ilmu negara dan ilmu politik menurut Moh. Mahfud MD dikenal beberapa sistem pemerintahan yakni, presidensial, parlementer, dan referendum. [76:  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia……, Op.Cit. Hlm. 311.
] 

Sejalan dengan pandangan Mahfud MD, Jimly Asshiddiqie mengemukakan, Sistem pemerintahan berkaitan dengan pengertian regeringsdaad yakni penyelenggaraan pemerintahan eksekutif dalam hubungannnya dengan fungsi legislatif. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia secara garis besar dapat dibedakan tiga macam, yaitu:[footnoteRef:77] [77: ] 


1. Sistem pemerintahan presidensial (presidential sistem);
2. Sistem pemerintahan parlementer (parlementary sistem);
3. Sistem campuran (mixed sistem atau hybrid sistem).
Sri Soemantri juga mengemukakan varian sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem pemerintahan campuran.[footnoteRef:78] Deny Indrayana juga mengemukakan varian sistem pemerintahan dengan lebih variatif dari beberapa ahli diatas, yakni sistem parlementer, sistem presidensial, sistem hybrd atau campuran, sistem kolegial, dan sistem monarki.[footnoteRef:79]  [78:  Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan Antara Hukum Tata Negara Op.Cit. Hlm. 76-80.]  [79:  Deny Indrayana, Mendesain Presidensial Yang Efektif; Bukan ‘Presiden Sial’ Atawa‘Presiden Sialan’, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial, Jakarta, 13 Desember 2006. Hlm.1.] 

C.F.Strong dalam buku ”modern political constitution” membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori; parliamnetary executive dan non- parliamentary executive atau the fixed executive.[footnoteRef:80] [80:  C.F.Strong, Modern Political Constitution: An Intoduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Form, (London: Sidwick & Jackson Limited, 1975), hlm. 209-244.] 

Dalam penelitian ini, akan dijabarkan varian sistem pemerintahan yang berkaitan dengan fokus penelitian, yakni sistem pemerintahan presidensial, sistem parlementer dan sistem pemerintahan hybird (campuran). Secara umum, pilihan tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa ketiga sistem pemerintahan tersebut lebih banyak dipraktikan jika dibandingkan dengan sistem kolegial, dan sistem monarki. Di dalam UUD 1945 sebelum perubahan, dinilai mengandung sistem pemerintahan parlementer, sistem presidensial dan sistem campuran. Dan untuk fokus penelitian yang menitikberatkan kepada sistem pemerintahan presidensial di Indonesia.

1. Sistem Pemerintahan Parlementer 
Sistem pemerintahan parlementer lahir di Inggris sebagai sebuah perjuangan kekuatan diluar raja (bangsawan) untuk memperoleh sebagian kewenangan yang sebelumnya berada pada raja.[footnoteRef:81] Proses demokratisasi di Inggris terjadi melalui tahapan yang cukup panjang, sejak ratusan tahun lalu. Dimulai dengan magna charta libertatum (perjanjian agung tentang kebebasan, 1215) yakni dengan disepakatinya perjanjian tertulis antara Raja Jhon dengan kaum bangsawan dan kaum clerus. [81: Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, ( Jakarta: Fokusmedia, 2007), hlm. 101.] 

Sistem pemerintahan kabinet parlementer yang dilaksanakan di Inggris, bukanlah merupakan sebuah ciptaan secara sengaja, yang ditentukan dan diatur secara dogmatis, yaitu dengan menentukan peraturan perundang-undangannya terlebih dahulu, baru kemudian dilaksanakan, melainkan sistem pemerintahan kabinet parlementer tersebut merupakan sebuah improvisasi atau suatu puncak perkembangan sejarah ketatanegaraan Inggris, yang bertitik tolak dari adagium the king can do no wrong.[footnoteRef:82] [82:  Soehino, Hukum Tata Negara Dan Sistem Pemerintahan Negara, (Yogyakarta;  Liberty, 1993), hlm. 89.] 

Pada sistem Parlementer hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya pertanggungan jawab para menteri terhadap Parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara yang terbanyak dari Parlemen yang berarti bahwa kebijaksanaan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh Parlemen. Dari sejarah ketatanegaraan dapatlah dikatakan bahwa sistem Parlementer ini adalah kelanjutan dari bentuk Negara Monarchi Konstitusional, dimana kekuasaan Raja dibatasi oleh Konstitusi.[footnoteRef:83] [83:  Moh Kusnardi Dan Hermaily Ibrahim, Op Cit, hlm. 173.] 

Menurut Moh.Mahfud MD, terdapat beberapa prinsip-prinsip (ciri-ciri) yang dianut dalam sistem parlementer, diantaranya:[footnoteRef:84] [84:  Moh. Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaran Indonesia, Loc.Cit. Hlm. 74.] 

a. Kepala Negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasional (pemersatu bangsa);
b. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri;
c. Kabinet bertanggungjawab kepada dan dapat di jatuhkan oleh parlemen melalui mosi;
d. Karena itu kedudukan eksekutif (kabinet) lebih rendah dari (tergantung pada) parlemen.
Lemahnya kabinet pada sistem parlementer tersebut, maka kabinet dapat memintakan kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen (DPR) dengan alasan yang sangat kuat sehingga parlemen dinilai tidak representatif. Tapi jika hal demikian terjadi, maka dalam waktu yang relatif pendek kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen yang baru.[footnoteRef:85] [85:  Ibid,..Hlm.75.] 

Dalam sistem parlementer objek utama yang diperebutkan adalah parlemen. Pemilu parlemen menjadi sangat penting karena kekuasaan eksekutif hanya mungkin diperoleh setelah partai kontestan pemilu berhasil meraih suara mayoritas dalam parlemen.[footnoteRef:86] Dalam sistem parlementer, pimpinan tertinggi partai pemenang pemilu bertanggungjawab tidak hanya mengenai masalah ideologi partainya, tetapi juga terhadap visi dan misi yang direncanakan/diprogramkan oleh partai tersebut. Maka secara etika umum politiknya, pimpinan tertinggi partai pemenang pemilu secara otomatis menjadi Perdana Menteri. [86:  Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Op.Cit. Hlm. 106.] 

Hendarmin Ranadireksa, menyebutkan beberapa ciri umum sistem parlementer, diantaranya:[footnoteRef:87] [87: ] 

a. Terpisahnya jabatan kepala negara dengan kepala pemerintahan;
b. Kepala negara sebagai simbol representasi negara;
c. Terdapat jabatan Raja sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala negara terpisah dari perdana menteri sebagai kepala pemerintahan;
d. Sistem yang dinamis, parlemen dengan kewenangannya yang luas untuk mengontrol pemerintahan berdampak kepada tingginya dinamika iklim perpolitikan;
e. Parlemen sebagai subjek pemerintahan;
f. Kontrak sosial dalam sistem parlementer;
g. Partai pemenang pemilu sebagai partai yang membentuk pemerintahan;
h. Proses pelaksanaan program pemerintahan dilaksanakan oleh partai pemenang pemilu;
i. Diffusion of power, dalam sistem parlementer, trias politika bukan merupakan pemisahan kekuasaan melainkan pembagian fungsi kekuasaan antara legislatif dengan eksekutif (yudikatif tetap berada independen);
j. Terdapat mosi tidak percaya oleh parlemen sebagai penarikan mandate;
k. Pemerintahan koalisi, tidak mudah bagi partai pemenang untuk meraih kemenangan mutlak dalam sistem parlementer yang umumnya bersifat multi partai, maka dimungkinkan bagi partai pemenang pemilu untuk tetap mengadakan koalisi terhadap partai lain untuk stabilitas pemerintahan;
Menurut Muchtar Pakpahan, Sistem parlementer memiliki ciri sebagai berikut:[footnoteRef:88] [88:  Muchtar Pakpahan, Ilmu Negara dan Politik, ( Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010),   hlm. 160-161.] 

a. Kekuasaan berada ditangan parlemen, Eksekutif, Yudikatif dengan tidak ada pemisahan secara tegas satu dengan yang lainnya;
b. Kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak berada ditangan satu orang;
c. Pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan system bulat, terpecah atau kombinasi bulat dan terpecah. Pertanggungjawaban system bulat maksudnya, ialah pertanggungjawaban cabinet menyatu dengan pimpinan kabinet (perdana menteri). Pertanggungjawaban terpecah, artinya masing-masing menteri yang menjadi anggota kabinet mempertanggungjawabkan tugas yang diserahkan kepadanya. Sedangkan pertanggungjawaban sistem kombinasi bulat dan terpecah artinya menteri bertanggungjawab atas pekerjaannya, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggungjawab dewan kabinet;
d. Kedudukan dewan menteri atau kabinet tergantung sikap legislatif atau parlemen;
e. Disamping memiliki fungsi legislatifnya, parlemen merupakan pemegang kedaulatan rakyat.
Dari uraian diatas, dapat dimengerti bahwa sistem parlementer menempatkan parlemen sebagai pusat pengendalian pemerintahan yang dijalankan oleh perdana menteri dan dewan menteri (kabinet). Parlemen dikuasai oleh partai politik pemenang pemilihan umum, atau gabungan partai (koalisi) yang memperoleh suara mayoritas diparlemen, atau juga dapat dikatakan bahwa sistem parlementer, eksekutif sangat tergantung daripada keberadaan legislatif.
Dalam sistem parlementer, kedudukan kepala negara sangat kuat, kepala negara dapat membubarkan parlemen atas pertimbangan dari perdana menteri. Akan tetapi parlemen tidak dapat menjatuhkan kepala negara. oleh karena itu dalam keadaan situasi politik negara tidak stabil, maka kedudukan parlemen sangat bergantung kepada kepala negara.
Di Indonesia, sistem parlementer dimulai sejak adanya Maklumat Pemerintah Nomor IX/1945 tanggal 14 November 1945 sampai dengan berlakunya Konstitusi RIS, dari tanggal 27 Desember sampai dengan 17 Agustus 1950 yang ditetapkan dengan keputusan Presiden RIS tanggal 31 Januari 1950 Nomor 48 LN-50-3. (D.U.6 Februari 1950). Sistem parlementer tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (2) yang mengatakan bahwa kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Selain itu, dalam Pasal 105 dikatakan bahwa menteri-menteri duduk di dalam Dewan Perwakilan Rakyat dengan suara nasihat. Serta dalam Pasal 118 ayat (1) yang menjelaskan bahwa presiden tidak dapat diganggu gugat.[footnoteRef:89] [89:  Jhon Pieris, Pembatasan Konsitutsional Kekuasaan Presiden RI, Op.Cit., Hlm. 95.] 

Setelah RIS kembali kebentuk Republik Indonesia dengan mempergunakan UUD Sementara 1950 sebagai konstitusi, RI tetap mempergunakan sistem pemerintahan parlementer. Hal tersebut dapat dilihat bahwa presiden sebagai kepala negara berwenang untum membentuk kabinet[footnoteRef:90], mengangkat Perdana Menteri dan menteri-menteri[footnoteRef:91] serta Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat[footnoteRef:92]. Presiden berhak memberikan grasi setelah meminta nasihat dari Mahkamah Agung, Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Presiden memegang kekuasaan angkatan perang, dan hal yang paling krusial adalah disebutkan bahwa presiden tidak dapat diganggu gugat[footnoteRef:93], maka presiden tidak dapat dijatuhkan DPR, sebaliknya DPR dapat dijatuhkan oleh presiden. [90:  Pasal 45 ayat (1) UUDS 1950]  [91:  Pasal 51 ayat (2) UUDS 1950]  [92:  Pasal 84  UUDS 1950]  [93:  Pasal 83 ayat (1) UUDS 1950] 


2. Sistem Pemerintahan Presidensial 
Sejarah sistem pemerintahan presidensial berawal dari lahirnya Negara Amerika Serikat, sebuah negara bekas Koloni Inggris di Benua Amerika untuk memiliki sebuah pemerintahan sendiri yang berdaulat terlepas dari Kerajaan Inggris. Ditahun 1775-1783 terjadi peperangan antara Inggris dengan negara baru Amerika Serikat yang ingin melepaskan diri dari Inggris yang kemudian dimenangkan oleh Amerika Serikat.
Menurut Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim menyatakan bahwa:
” Latar belakang negara Amerika Serikat menganut sistem presidensial adalah kebencian rakyat terhadap pemerintahan Raja George III sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesqieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam trias politika itu terdapat sistem check and balances.”[footnoteRef:94] [94:  Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata... hlm. 177.] 

Bentuk penolakan bangsa Amerika terhadap Inggris tercermin dari pembentukan pemerintahan yang berbeda dengan sistem parlementer di Inggris. Salah satu bentuk perbedaannya dengan sistem parlementer itu adalah dengan memberikan kewenangan yang besar terhadap kedudukan presiden.
Menurut Harun Alrasyid, jabatan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pertama kali muncul di Amerika Serikat pada Abad ke 18. Pasal II ayat  (1) Konstitusi Amerika Serikat mengatur ” the executive power shall be vested in a president of united states of america”.[footnoteRef:95] [95:  Harun Alrasyid Dalam Deny Indrayana, Mendesain Presidensial Yang Efektif,……
Op.Cit., hlm.3.] 

Proses lahirnya presiden di Amerika Serikat cukup berliku. Hasrat untuk membentuk kerajaan bukan Republik tetap memiliki pendukung berani mati. Setahun sebelum konstitusi disetujui, John Jay mengirimkan surat kepada George Washington mempertanyakan apakah setidaknya Amerika Serikat berbentuk kerajaan. Pada akhrinya setelah melalui perdebatan yang panjang serta rumit bentuk negara Republik disetujui, kemudian sistem presidensial diadopsi serta presiden pertama Amerika Serikat terpilih George Washington (1789-1797).[footnoteRef:96] [96:  Ibid,.] 

Setelah proses kelahiran sistem presidensial di Amerika Serikat, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden muncul di beberapa negara di belahan dunia. Misalnya, di Perancis, jabatan presiden muncul setelah Revolusi Perancis (14 juli 1789) pada awal terbentuknya Republik Kedua (1848-1851) dengan Louis Napoleon sebagai Presiden. Akan tetapi, setahun kemudian berubah statusnya menjadi Kaisar Napoleon III (1852) yang menjalankan pemerintahan sampai Perancis dikalahkan Jerman (1870). Pada masa Republik Ke Tiga (1875-1940) dan setelah Perang Dunia II Pemerintahan Repubik yang dipimpin oleh presiden tetap dijalankan sampai saat ini.




Di Benua Asia, pemerintahan Republik yang dipimpin oleh Presiden di cangkokkan Amerika Serikat di Filipina pada 1935. Peristiwa itu terjadi setelah Filipina mendapat kemerdekaan terbatas dalam bentuk commonwealth of the philippines dari Amerika Serikat.[footnoteRef:97] [97:  Harun Alrasyid Dalam Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,2010),hlm. 33-34.] 

Jika melihat sejarah perkembangan sistem parlementer, lebih menggambarkan perjuangan mengurangi kekuasaan absolut yang dimiliki raja, sedangkan perkembangan sistem presidensial lebih banyak ditandai dengan masalah dasar, yaitu bagaimana mengelola hubungan presiden dengan lembaga legislatif.[footnoteRef:98] Kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan beberapa negara yang mengadopsinya, selalu diatur di dalam konstitusi di masing-masing negara. [98:  Ibid ,..Hlm .36 ] 

Jimly Asshiddiqie menyatakan beberapa prinsip pokok yang terdapat dalam sistem pemerintahan presidensial, yakni:[footnoteRef:99] [99:  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia…..Op.Cit.,hlm. 316] 

a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif  
dan legislatif;
b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden  tidak 
terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja;
c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala 
	negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
d. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan 
	yang bertanggungjawab kepadanya;
e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula 
sebaliknya;
f. Presiden tidak dapat membubarkan ataupun memaksa parlemen;
g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam 
sistem pemerintahan presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi. Karena itu pemerintahan eksekutif bertanggungjawab kepada konstitusi;
h. Eksekutif bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang 
terpusat pada parlemen.
Sejalan dengan Jimly Asshiddiqie, Moh. Mahfud MD, mengatakan bahwa prinsip pokok sistem presidensial adalah:[footnoteRef:100] [100:  Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur	, Op.Cit., hlm. 74.] 

a. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan (eksekutif);
b. Pemerintah tidak bertanggungjawab kepada parlemen (DPR). Pemerintah dan Parlemen adalah sejajar;
c. Menteri-menteri diangkat dan bertanggungjawab kepada presiden;
d. Eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. 
Bagir Manan melihat sistem presidensial yang memiliki ciri-ciri pokok sistem pemerintahan presidensial murni dengan pencerminan sistem presidensial yang berlaku di Amerika Serikat adalah:[footnoteRef:101] [101:  Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan., Op.Cit., hlm. 49-50.] 

a. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal;
b. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab di 
samping berbagai wewenang konstitusional yang bersifat prerogatif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara;
c. Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat (congres),
karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh congress:
d. Presiden tidak dipilih dan diangkat oleh congress dalam praktik langsung oleh 
rakyat, walaupun secara formal dipilih oleh badan pemilih (electoral college);
e. Presiden memangku jabatan empat tahun (fixed), dan hanya dapat dipilih untuk 
kedua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut;
f. Presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui impeachment karena alasan 
tersangkut treason, bribery, or other hight crime and misdemeanors          
 (melakukan penghianatan, menerima suap, atau melakukan kejahatan yang serius).
Menurut Saldi Isra[footnoteRef:102], sistem pemerintahan presidensial memiliki karakter yang utama dan beberapa karakter lainnya yakni: [102:  Saldi Isra, Pergesaran Fungsi Legislasi……,Op.Cit.,hlm. 40-42.] 

a. Presiden memegang fungsi ganda, sebagai kepala negara dan sekaligus kepala 
pemerintahan. Meskipun sulit untuk dibedakan secara jelas, presiden sebagai kepala negara dapat dikatakan sebagai simbol negara, sebagai kepala pemerintahan, presiden merupakan pemegang kekuasaan tunggal dan tertinggi.
b. Presiden tidak hanya sekedar memilih anggota kabinet, tetapi juga berperan 
penting dalam pengambilan keputusan di dalam kabinet;
c. Hubungan antara eksekutif dan legislatif terpisah, dengan adanya pemilihan 
umum untuk memilih presiden dan memilih lembaga legislatif;
d. Dengan pemisahan secara jelas antara pemegang kekuasaan legislatif dan 
eksekutif, pembentukan pemerintah tidak tergantung kepada proses politik 
di lembaga legislatif.
e. Sistem pemerintahan presidensial dibangun dalam prinsip clear cut separation of 
powers antara pemegang kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dengan konsekuensi bahwa antara legislatif dan eksekutif tidak dibutuhkan mempunyai hubungan kerjasama. Artinya terjadi pemisahan secara tegas antara presiden dengan legislatif.
Dengan pola hubungan yang terpisah, lebih lanjut Saldi Isra mengatakan bahwa ada keuntungan dari sistem presidensial yakni:[footnoteRef:103] [103:  Ibid., hlm.42.
] 

a. Dengan dipilih secara langsung, kekuasaan presiden menjadi lebih legitimasi karena mendapat mandat langsung (direct mandate) pemilih sementara itu, dalam sistem parlementer perdana menteri diangkat melalui proses penunjukan (appointed indirectly);
b. Dengan adanya pemisahan antara lembaga negara terutama legislatif dan  
eksekutif, setiap lembaga negara dapat melakukan pengawasan terhadap lembaga negara lainnya untuk mencegah terjadinya penumpukan dan penyalahgunaan kekuasaan;
c. Dengan posisi sentral dalam jajaran eksekutif, presiden dapat mengambil 
kebijakan strategis yang amat menentukan secara tepat (speed and decisiveness);
d. Dengan masa jabatan yang tetap, posisi presiden jauh lebih stabil dibandingkan 
perdana menteri yang bisa diganti disetiap waktu.
Dalam sistem presidensial,   praktis tidak tersedia ruang gerak bagi partai untuk menawarkan atau menjanjikan visi dan program pemerintahan seperti yang dilakukan partai dalam sistem parlementer. Sistem presidensial memisahkan dengan jelas wilayah eksekutif dan wilayah legislatif, akibatnya dalam pemilihan anggota legislatif partai politik tidak akan mengkampanyekan program pemerintah apabila partainya memenangkan suara di parlemen. Karena belum tentu partai politik pemenang pemilu legislatif akan memimpin pemerintahan.
Sistem pemerintahan presidensil, kedudukan presiden sangat dominan, selaku individu sebagai penanggungjawab atas keberhasilan atau tidaknya pemerintahan, maka langsung atau tidak langsung mempersempit ruang gerak partai politik untuk memunculkan isu-isu politik yang terkait lansung dengan masalah pemerintahan.[footnoteRef:104] [104:  Hendarmin Danadireksa, Arsitektur Negara Demokratik, Op.cit. Hlm. 148.] 

Dalam sistem presidensial, iklim kepartaian memiliki nuansa yang berbeda dengan sistem parlementer. Peran utama partai politik bukan sebagai pengusung ideologi sebagaimana halnya dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial, peran partai lebih sebagai fasilitator. Dalam konstitusi Amerika Serikat, samasekali tidak mencantumkan secara eksplisit tentang fungsi dan tempat partai politik dalam sistem politiknya.[footnoteRef:105] [105:  Ibid,.] 

Dalam sistem presidensial, walaupun presiden di usung oleh partai politik, dalam mengemban misi dan tanggungjawabnya presiden bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilih dirinya, terhadap partai yang mengusungnya, presiden bertanggungjawab secara perseorangan/individu. Selaku kepala negara, presiden secara etika kenegaraan, sudah seharunya melepaskan keterikatannya terhadap partai yang mengusungnya sejak ia terpilih menjadi presiden.
Di Negara Republik Indonesia sistem presidensial telah dipraktekan sejak Indonesia merdeka tahun 1945. Namun, dalam perjalanannya, sistem presidensial di Indonesia mengalami pasang surut dan perubahan-perubahan dalam prakteknya. Hal tersebut selanjutnya akan dibahas di sub bab berikutnya dalam penelitian ini secara terperinci.
Jika dicermati, dalam beberapa kasus, peluang presiden dalam sistem presidensil untuk menjadi penguasa yang otoriter terbuka lebar. Artinya dengan menggunakan kekuasaan yang absolut, pemerintahan yang dipimpinnya sering mendatangkan ancaman demokrasi, jika dibandingkan dengan kekuasaan presiden dalam sistem parlementer. Hal tersebut dapat terjadi karena fungsi dan wewenang presiden dalam sistem parlementer terbatas.
Dalam sistem presidensial, pelaksanaan sistem pengawasan bersifat checks and balances antar lembaga negara artinya diantara lembaga-lembaga negara saling mengawasi agar diantara lembaga negara tidak melebihi batas kewenangannya. Di Amerika Serikat sebagai negara yang mencetuskan sistem presidensil, sistem pembagian kekuasaan diantara lembaga negara (legislatif, eksekutif,dan yudikatif) memiliki system checks and balances dalam kekuasaannya. Hal tersebut berarti teori dari pembagian kekuasaan (Trias Politica) dipraktekkan walaupun tidak semurni dari ajaran dari Montesqieu. 
Di Indonesia setelah perubahan UUD 1945, system checks and balances juga dipraktekan dalam sistem pemerintahan presidensial, dimana masing-masing lembaga negara memiliki kewenangan yang saling mengawasi diantaranya. Sebelumnya, dimasa UUD 1945 belum mengalami perubahan, kekuasaan eksekutif lebih mendominasi dibandingkan lembaga-lembaga negara lainnya. Hal tersebut berimplikasi bahwa kekuasaan eksekutif dapat mencampuri atau mengintervensi kekuasaan dari lembaga negara lainnya.

3. Sistem Pemerintahan Campuran ( Hybrd System )
	Sistem pemerintahan campuran merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut disebabkan karena keadaan dan situasi yang berbeda dari masing-masing negara, sehingga melahirkan ciri-ciri yang terdapat dalam kedua sistem pemerintahan tersebut. Artinya sistem pemerintahan campuran ini bukanlah merupakan bentuk dari yang sebenarnya, ini merupakan modifikasi dari sistem parlementer atau pun sistem presidensial. Dalam sistem campuran ini dikenal adanya bentuk quasi parlementer dan quasi presidensial.
	Pada pemerintahan sistem quasi presidensial, presiden merupakan kepala pemerintahan dengan dibantu oleh kabinet (ciri presidensial).[footnoteRef:106] Akan tetapi presiden bertanggungjawab terhadap lembaga dimana presiden bertanggungjawab, sehingga lembaga legislatif dapat menjatuhkan presiden (ciri sistem parlementer).	 [106: Titik Tri Wulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca ,Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Prenada Media, 2010), hlm. 153.] 

	Sistem pemerintahan campuran yang dianut oleh beberapa negara di dunia diantaranya, Perancis, Jerman dan India. Republik Perancis mempunyai Presiden dan Perdana Menteri sekaligus, Presiden bertindak sebagai kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat, sedangkan perdana menteri diangkat oleh presiden dari partai politik atau gabungan partai politik yang menguasai kursi mayoritas di parlemen.[footnoteRef:107] Lain halnya dengan Singapura, ciri yang menonjol adalah sitem parlementer dengan menerapkan model “dual executive” ditangan presiden dan perdana menteri, akan tetapi kedudukan presiden hanya simbolik.[footnoteRef:108] [107:  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum……Op.cit. Hlm. 319.]  [108:  Ibid , ,] 

	Sistem pemerintahan di Indonesia sebelum perubahan UUD 1945, sistem yang dianut adalah presidensial akan tetapi presiden juga bertanggungjawab sebagai kepala pemerintahan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi yang memilih dan melantik presiden. Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa sistem pemerintahan Indonesia saat itu sebelum perubahan UUD 1945 sebagai sistem pemerintahan quasi presidensial daripada sistem presidensial yang bersifat murni. walaupun sebenarnya pada pokoknya sistem yang dianut di dalam UUD 1945 yang disahkan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah sistem presidensial tetapi Presiden bertanggungjawab terhadap MPR artinya terdapat ciri sistem parlementer yang juga dijalankan terhadap kekuasaan presiden di Indonesia saat itu.[footnoteRef:109] Misalnya impeachment yang terjadi terhadap Presiden Soekarno dan Presiden K.H. Abdulrahman wahid melalui sidang istimewa MPR. [109:  Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum….Op.Cit., hlm. 320.] 

	Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, praktek sistem pemerintahan Indonesia selalu mengalami pasang surut dan perubahan-perubahan artinya sistem pemerintahan yang dijalankan tidak konsisten seperti apa yang telah diamanatkan oleh UUD 1945. Hal tersebut akan ditelaah lebih lanjut di sub bab berikutnya dalam penelitian ini. Sampai akhirnya setelah amandemen UUD 1945, sistem pemerintahan yang dipraktikan di Indonesia sudah lebih mengarah kepada sistem pemerintahan presidensial walaupun tidak secara murni, karena ada mekanisme checks and balances diantara masing-masing lembaga negara. Jadi Trias Politika tidak serta merta secara langsung dipraktikan di Indonesia, melainkan tetap mengutamakan system checks and balances dalam menjalankan pemerintahan.
	Dihubungkan dengan teori demokrasi maka di Indonesia pada dasarnya menggunakan Demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan Presidensial, yakni demokrasi dengan pemerintahan perwakilan yang representatif. Disini Presiden tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tapi salah satu kelainannya dengan sistem Presidensiil pada umumnya ialah bahwa antara lembaga- lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Indonesia tidaklah mempunyai kekuasaan terpisah secara tegas, melainkan mempunyai hubungan saling mempengaruhi satu sama lain.

4. Sistem Pemerintahan Sebelum Amandemen UUD 1945
	Bahwa secara konstitusional Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab atas jalannya pemerintahan negara (eksekutif) adalah presiden sedangkan para menteri hanyalah pembantu presiden, artinya presiden berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, hal tersebut itu tertuang dengan tegas di dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, yaitu :
a. Pasal 4 ayat (1) berbunyi ”Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan
pemerintah menurut Undang-undang Dasar.” Sesuai dengan ayat selanjutnya mengatakan bahwa “Dalam menjalankan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.”
b. Pasal 17 ayat (1) berbunyi ” Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara” 
sedangkan ayat (2) berbunyi ” Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”. Diperkuat dalam penjelasan yang mengatakan bahwa ”Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Kedudukannya tidak tergantung dari pada dewan, akan tetapi tergantung daripada presiden. Mereka ialah pembantu presiden.”
c. Penjelasan UUD 1945 BAB III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara 
	mengatakan bahwa :
1. Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan 
undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair)[footnoteRef:110] [110: 		 Penjelasan atas Pasal 4 dan pasal 5 ayat 2. Lihat UUD 1945 pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2).] 

2. Kekuasaan-kekuasaan dalam pasal ini adalah konsekuensi dari kedudukan 
	presiden sebagai kepala negara, yaitu pasal 10,11,12,13,14,15.[footnoteRef:111] [111:  Pasal 10 : “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan   Angktan Udara.”
Pasal 11 : “ Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan Negara lain.”

Pasal 12 : ” Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pasal 13 Ayat (1) : ”Presiden mengangkat duta dan konsul.”
Ayat (2) : ” Presiden menerima duta negara lain.”
Pasal 14 : “ Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. “
Pasal 15 : “ Presiden memberi gelaran, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.”
] 

Walaupun Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial, ternyata banyak pasal-pasal dalam UUD 1945 yang bernuansakan parlementer, pasal tersebut antara lain:
a. Pasal 3 berbunyi : ”Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.”
b. Pasal 5 ayat (1) berbunyi : ”Presiden memegang kekuasaan membentuk 
	Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”
c. Pasal 6 ayat (2) berbunyi : ”Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis 
	Permusyawaratan Rakyat dengan suara terbanyak.”
d. Pasal 10 berbunyi : ”Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan
	darat, angkatan laut, dan angkatan udara.”
e. Pasal 21 ayat (1) berbunyi : ”Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan rancangan Undang-undang. Dan ayat (2) jika rancangan itu meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 
UUD 1945 tersebut memang kurang mengatur tentang pertanggungjawaban Presiden. Namun jika dilihat dari Pasal 1 ayat (2), Pasal 3 dan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 menetapkan bahwa MPR memegang kedaulatan rakyat dan mengangkat Presiden dan secara otomatis maka pertanggungjawaban Presiden adalah kepada MPR selaku pemegang kedaulatan rakyat dan memilih Presiden. Sedangkan menurut Pasal 5 ayat (1) Presiden bersama dengan DPR membentuk kekuasaan Legislatif, dengan demikian Presiden sendiri berhak menciptakan hukum untuk mengatur pertanggungjawaban kepada MPR atas dasar pasal-pasal bersangkutan, dan Presiden harus bekerja sama dengan DPR dalam menjalankan proses legislatisi. Presiden dapat menolak RUU hasil inisiatif DPR artinya kekuasaan legislatif dalam pembentukan Undang-undang berada ditangan Presiden dan bukan DPR. Bahkan jika RUU yang diajukan oleh Presiden ditolak DPR, maka Presiden dapat membuat peraturan pengganti Undang-undang tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat (2). Dengan demikian maka Presiden juga sebagai kekuasaan legislatif yang bahkan kekuaaannya lebih besar daripada lembaga legislatif sesungguhnya.
Kekuasaan Presiden yang sangat besar pun ditambah lagi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Presiden lah yang mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota Mahkamah Agung. Sehingga Presiden mempunyai pengaruh yang tidak langsung terhadap kekuasaan Yudikatif. Pasal 10 UUD 1945 pun menyebutkan bahwa Presiden juga mempunyai kekuasaan angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara dimana kekuasaan ini bukan termasuk kekuasaannya sebagai kepala negara dan juga kepal pemerintahan
Berdasarkan uraian diatas maka Presiden sangat besar kekuasaannya (executive heavy) karena disamping mempunyai kekuasaan eksekutif juga menguasai cabang-cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Sehingga tidak ada pemisahan kekuasaan yang diatur secara tegas dalam UUD 1945. Padahal dalam sistem pemerintahan presidensial, pemisahan kekuasaan merupakan ciri mutlak yang membedakan dengan sistem pemerintahan parlementer. Apalagi jika dilihat dari pertanggungjawaban Presiden kepada MPR yang secara tidak langsung sebenarnya bertanggungjawab kepada DPR, karena anggota MPR adalah terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah dan golongan yang mana besarnya anggota DPR jauh lebih besar daripada utusan daerah dan golongan. Walaupun pertanggung jawaban ini bukan terhadap keanggotaan MPR melainkan MPR sebagai lembaga. DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, dan sebaliknya. Dengan demikian sistem pemrintahan Indonesia menurut UUD 1945 pra amandemen adalah sistem pemerintahan quasi presidensial.

5. Sistem Pemerintahan Sesudah Amandemen UUD 1995 
	Gerakan mahasiswa pada tahun 1998 dengan mengatas namakan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan demokratisasi yang kita kenal dengan Reformasi tersebut kemudian dimanifestasikan dengan perubahan UUD 1945 melalui Amandemen UUD 1945, dimana UUD 1945 merupakan panduan sistem ketatanegaran Indonesia. Amandemen UUD 1945 sebenarnya selain merupakan manifestasi dari gerakan reformasi adalah hal yang seharusnya dilakukan melihat banyaknya kelemahan UUD 1945 dan juga sifatnya yang sementara jika dilihat dari historis pembuatannya. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari kewenangan eksekutif yang terlalu besar (executive heavy) dan kurangnya checks and balances, materi muatannya yang masih umum sehingga multi tafsir.
	Akan tetapi perubahan paradigma tersebut terjadi pada amandemen ketiga dan keempat yang mengubah secara fundamental sistem pemerintahan yang berimplikasi pada kedudukan MPR dan asas kedaulatan rakyat.[footnoteRef:112] Dengan demikian, tampak perubahan drastis antara amandemen pertama yang bertujuan melakukan demokratisasi UUD 1945 dan amandemen ketiga yang mengubah sistem pemerintahan. Demokratisasi jelas berbeda dengan perubahan sistem pemerintahan, karena esensi demokratisasi adalah persamaan dan kebebasan politik yang tidak identik dengan sistem presidensial.[footnoteRef:113] [112: 		 Setelah mengesahkan amandemen ketiga dan keempat UUD 1945, sistem pemerintahan negara Indonesia berubah dari parlementer menjadi sistem presidensial. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD baru, MPR tidak lagi merupakan perwujudan dari rakyat dan bukan locus of power lembaga pemegang kedaulatan negara tertinggi. Sementara pada pasal 6A ayat 1 menetapkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Dua pasal itu, menunjukan karakteristik sistem presidensial yang berbeda dengan staats fundamental norm yang tercantum dalam pembukaan dan uraian lebih lanjut dalam penjelasan UUD 1945.]  [113: 	 Ibid., hlm. 168.] 

	Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam  latar  belakang bahwa kesepakatan tentang sistem pemerintahan presidensial justru berujung pada perubahan sistem ketatanegaraan. Pertanyaannya, mengapa harus menggunakan sistem pemerintahan presiensiil murni, mengapa tidak menggunakan sistem pemerintahan parlementer murni?.[footnoteRef:114] [114: 		 Aidul Fitriciada Azhari, Evaluasi … , hlm. 165.] 

	Menurut Ali Masykur Musa,[footnoteRef:115] perlu kiranya sebelum memilih, untuk memperinci beberapa kelebihan dan kekuarangan dari sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer ini. Pertama, dalam sistem pemerintahan presidensial stabilitas kekuasaan eksekutif sangat dijamin akibat adanya penentuan masa jabatan yang ditetapkan oleh UUD yang sangat dimilikinya, sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer stabilitas eksekutif sangat tergantung dari ada atau tidaknya mosi atau kepercayaan parlemen. Kedua, dalam sistem pemerintahan presidensial pemilihan kepala pemerintahannya dianggap lebih demokratis karena dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan pemilihan, sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer kepala pemerintahan dipilih oleh parlemen, hal ini dianggap tidak demokratis karena tidak dapat menampung aspirasi langsung warga masyarakat. Ketiga, dalam sistem pemerintahan presidensial terjadi pemisahan kekuasaan antara eksekutif dan legislatif, terutama dalam keanggotaan antara eksekutif dan legislatif dipandang sebagai sebuah ancaman bagi terjadinya tirani pemerintahan yang dapat mengekang atau membatasi kebebasan individu. Keempat, akibat adanya pemisahan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif di dalam sistem pemerintahan presidensial, maka hal ini dianggap dapat menimbulkan kemandegan atau kelumpuhan pemerintahan, di saat terjadi ketidaksesuaian diantara keduanya. Namun terjadi sebaliknya pada sistem pemerintahan parlementer; potensi kemandegan atau kelumpuhan pemerintahan sangat minimal, karena tidak ada pemisahan jabatan atau keanggotaan diantara eksekutif dan legislatif. Kelima, adanya penentuan masa jabatan yang ditentukan oleh parlemen berdasarkan UUD yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, menyebabkan adanya kekakuan atau ketidak elastisan pemerintahan yang dapat merespon situasi dan kondisi temporal yang terjadi, hal ini kondisinya berlainan dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana masa jabatan pemerintahan yang sangat ditentukan dari mosi atau ketidakpercayaan parlemen, sehingga masa jabatan pemerintahan sangat ditentukan dari mosi atau ketidakpercayaan parlemen, yang berarti sewaktu-waktu dapat mengganti pemerintahan sesuai dengan kebutuhan atau situasi yang ada. Keenam, karena hanya ada satu pemenang yang akan menguasai pemerintahan dalam sistem pemerintahan presidensial, berakibat pada makin minimalnya kemungkinan untuk membentuk koalisi atau pembagian kekuasaan pada kelompok oposisi (kalah) yang ada. Hal ini dianggap sebagai ancaman bagi pembangunan sistem demokrasi, terutama di sebuah negara yang memiliki pluralitas yang tinggi. Lain halnya dengan sistem pemerintahan parlementer, dalam sistem ini terjadi pembagian kekuasaan atau terjadi koalisi diantara partai yang ada, sehingga dapat menampung sebagian besar aspirasi warga masyarakat. [115: 	 Dikutip dari Ali Masykur Musa, Bagaimana Hubungan Legislatif dengan Eksekutif? Ditulis dalam  Laporan Hasil Konferensi …, hlm. 97-98, Ali Maskyur Musa memperoleh gelarnya di bidang politik dari Universitas Indonesia dan menjadi dosen di Universitas Negeri Jember. Ia sekarang adalah anggota dari Partai Kebangkitan Bangsa dan mengetuai sayap pemuda dari partai tersebut dari tahun 1997 sampai 2000. Ia saat ini menjabat sebagai wakil ketua fraksi PKB di DPR.
] 


	Mengapa system pemerintahan parlementer murni tidak dipertimbangkan dalam pembahasan BP MPR sehingga muncul kesepakatan akan menggunakan sistem pemerintahan presidensial? Karena jika melihat efektifitasnya terbukti sepanjang sejarah Indonesia merdeka system pemerintahan parlementer telah berhasil dalam mempertahankan integritas nasional selama masa revolusi kemerdekaan dan menumbuhkan kehidupan demokrasi yang sehat selama berlakunya UUDS 1950.	
	Apabila yang dimaksudkan untuk menciptakan stabilitas nasional, maka jelas bukan sistem pemerintahan presidensial yang telah menciptakan stabilitas nasional selama masa orde baru. Demikian pula bila dimaksudkan untuk melakukan proses demokratisasi, terbukti sistem yang terdapat dalam UUD 1945 pra amandemen mampu mendorong proses transisi demokratik dari rezim orde baru kepada orde reformasi secara konstitusional dan relatif damai. Dan yang perlu diingat proses liberalisasi politik berupa pembentukan partai-partai politik dan pemilihan umum 1999 yang demokratis terjadi selama masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yang bekerja berdasarkan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 pra amandemen.[footnoteRef:116] [116: 	 Aidul Fitriciada Azhari, Evaluasi ... , hlm. 165.
] 

	Oleh karena itu, menjadi pertanyaan tersendiri mengenai argumen sesungguhnya dibalik perubahan sistem pemerintahan itu. Apalagi jika ditinjau dari perspektif transisi demokratik yang bertujuan melakukan demokratisasi, maka perubahan sistem pemerintahan menjadi tidak terlalu mengena dengan tujuan transisi demokratik. Sekalipun kesepakatan dasar adalah tetap mempertahankan sistem pemerintahan presidensial, tetapi suasana kebatinan pada saat kesepakatan dasar dibuat tidak mengarah pada perubahan sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan yang diberikan oleh Badan Pekerja (BP) MPR pada tahun 2000 mengenai kesepakatan dasar tersebut.
	Dalam penjelasannya BP MPR menguraikan ciri khas sistem pemerintahan presidensial, pertama, presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang mempunyai hak prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat, kedua, fixed term, bahwa presiden menjalankan kekuasaannya selama lima tahun tanpa terganggu dengan kewajiban memberi pertanggung jawaban kepada MPR pada masa jabatanya, ketiga, checks and balances yang kuat, bahwa hubungan presiden dengan lembaga negara lainnya diatur berdasarkan prinsip saling mengawasi dan saling mengimbangi di antara lembaga-lembaga negara, keempat, impeachment, sebagaimana tertuang di dalam penjelasan UUD 1945, anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota MPR, oleh karena itu DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dan jika DPR menganggap bahwa Presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan oleh UUD 1945 atau oleh MPR, maka MPR dapat diundang untuk persidangan istimewa agar dapat meminta pertanggung jawaban kepada presiden. Dengan demikian, dalam sidang istimewa, MPR dapat mencabut kekuasaan dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila presiden sungguh-sunguh melanggar garis-garis besar haluan negara dan atau UUD.
	Penjelasan BP MPR itu tampak kesepakatan dasar untuk menggunakan sistem presidensial tidak mengarah pada perubahan sistem pemerintahan menjadi sistem pemerintahan presidensial murni. Hal itu terlihat dari pengertian impeachment yang mengaitkannya dengan peran MPR sesuai dengan penjelasan UUD 1945. Bila konsisten dengan kesepakatan dasar yang menghendaki dimasukkannya penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif ke dalam batang tubuh, maka seharusnya ketentuan penjelasan UUD 1945 tentang impeachment dimasukkan ke dalam batang tubuh.[footnoteRef:117] [117: 	 Ibid., hlm. 168.] 

	Besarnya kekuasaan presiden dalam UUD 1945 menyebabkan sistem negara yang diktaktorial, bahkan mengusai di seluruh cabang kekuasaan yang kemudian tiap-tiap lembaga pun hanya dapat melalukan sesuai dengan ”apa kata bapak”. Selain itu DPR yang seharusnya menjadi badan legislatif justru hanya sebagai ”tukang stempel” RUU dan/atau peraturan pengganti undang-undang yang diajukan oleh presiden. MPR yang seharusnya sebagai pemegang kedaulatan rakyat hanya mengangkat Presiden[footnoteRef:118] karena anggota yang duduk dalam MPR adalah anggota DPR yangberasal dari partai-partai. Dimana saat itu partai yang ada adalah Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang mana Golkar merupakan partai politik asal Presiden Soeharto yang kemudian mewajibkan Pegawai Negeri untuk memilih partai tersebut. Dengan kondisi demikian maka pemilihan presiden hanyalah rekayasa belaka, yang tidak mencerminkan kedaulatan rakyat sama sekali. [118: 		 Catur Wido Haruni, 2006, Urgensi dan Implikasinya Pemilihan Presiden secara Langsung terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Legality Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.13, Nomor. 2, Malang September 2005-Februari 2006, UMM Press, Hlm. 257.] 

	Sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan (separation of power) ke legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politica oleh Montersquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain itu, para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggungjawab kepada Presiden.[footnoteRef:119] [119: 		 M. Yamin Panca Setia, 2007, Membuka Lagi Arsip BPUPKI dan PPKI, Jakarta, 28 Februari, hlm.2,
] 

	Hal utama dalam perdebatan tentang sistem pemerintahan demokrasi adalah hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif. Sebagaimana telah dibahas dalam uraian-uraian sebelumnya, kekuasaan lembaga eksekutif adalah kekuasaan sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Ia merupakan perancang dan pelaksana utama dari kebijakan-kebijakan negara. Sedangkan lembaga legislatif yang muncul dari kerangka pemikiran untuk menyeimbangkan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam perspektif kedaulatan rakyat merupakan lembaga yang mewakili kehendak dan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan diwujudkan dalam pembentukan undang-undang. Perdebatan yang kemudian berlanjut dalam kaitannya dengan isu utama ini adalah bagaimana menciptakan keseimbangan kekuasaan di antara kedua lembaga ini agar tujuan untuk mengantisipasi dan mengeliminasi kecenderungan penyelewengan kekuasaan dari masing-masing lembaga dapat dilakukan secara optimal. Persoalan-persoalan yang diajukan untuk dijadikan bahan penilaian dalam mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem adalah stabilitas pemerintahan, partisipasi politik dan pergolakan politik. Urgensi seperti itu jelas sejalan dengan semangat mengembangkan demokrasi Indonesia dalam era reformasi sekarang ini yang menginti kepada pokok yang sama yakni mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Tentu salah satu manifestasi dari semangat ini adalah memikirkan penyelenggaraan pemilihan presiden secara langsung. Pemikiran ini memang membawa implikasi pada amandemen UUD 1945, khususnya terhadap pasal yang mengatur tentang pemilihan presiden.
	Upaya untuk membatasi kekuasaan Presiden tidak dapat dilepaskan dari pemberdayaan lembaga-lembaga yang berfungsi mengontrol kekuasaan tersebut, karena pembatasan kekuasaan semata tanpa ada lembaga yang mengawasi secara efektif tidak akan mengurangi kecenderungan penyimpangan kekuasaan. Untuk menjamin kemandirian dan keefektifan kontrol itu pola rekruitmen dan proses pengambilan keputusan di tiap-tiap lembaga harus lepas dari intervensi lembaga yang dikontrolnya yakni eksekutif, mekanisme ini akan mengurangi kendala psikologis, administratif dan politis bagi pengisi jabatan dalam menjalankan fungsinya. Yang terpenting juga dalam penyelenggaraan kelembagaan tersebut harus diiringi dengan mekanisme yang transparan sehingga peranan kontrol tidak hanya berputar di lingkaran elit saja, tapi juga melibatkan peran serta masyarakat dan infra struktur politik secara luas, dengan begitu aktivitas dari lembaga pengontrol kekuasaan Presiden juga dapat dikontrol oleh pihak luar dan dengan cara ini diharapkan tujuan kemandirian semakin dapat dicapai secara optimal.
	Dengan demikian, terdapat konsensus yang kuat tentang perlunya pertama, pemilihan presiden langsung oleh rakyat dan yang kedua, suatu sistem checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif yang mengarah secara jelas pada sistem pemerintahan yang lebih presidensial daripada parlementer. Sistem pemerintahan parlementer tidaklah sesuai dengan sistem bikameral dan bisa berjalan dengan baik jika terdapat sistem partai yang stabil. Tujuan Indonesia yang sukar dipahami tentang penggabungan kesatuan dan keberagaman lebih lanjut memerlukan keberadaan simbol manusia untuk persatuan bangsa. Karena ketiadaan monarkhi yang turun temurun, maka kekuasaan tersebut berada ditangan eksekutif yang dipilih secara demokratis.[footnoteRef:120] [120: 	 Laporan Hasil Konferensi … , hlm. 12.] 

	Alasan tersebut diataslah, yang dijadikan landasan Indonesia untuk memilih menggunakan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintahan Indonesia.[footnoteRef:121] Sehingga sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipertimbangkan secara rasional (een rationale uitgedahcht stelsel), yang juga mempunyai dasar pertimbangan pembatasan kekuasaan melalui pembagian kekuasaan, meskipun Indonesia tidak mengikuti trias politica.[footnoteRef:122]Perbedaan utama antara sistem pemerintahan presidensial yang berlaku di Amerika Serikat dengan sistem pemerintahan presidensial Indonesia adalah terletak pada cita negara dan teori bernegara yang dianutnya. Indonesia menganut sistem presidensial sendiri atas dasar presiden memegang kekuasaan pemerintah negara menurut UUD 1945. [121: 			 Lihat Soewoto Mulyosudarso, Pembaharuan..., hlm. 49.]  [122: 		 Lihat Jimly Asshiddiqie, Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah, www.Theceli.com., download tanggal 24 desember 2021 ., pembagian kewenangan antara pusat dan daerah juga disebut distribution of power atau division of power. 
] 

	Hukum yang berlaku secara umum dalam sistem pemerintahan presidensial adalah adanya pemisahan kekuasaan menetapkan semua lembaga negara berada di bawah UUD 1945, sehingga UUD 1945 pun bersifat normatif closed yaitu hanya dapat diubah oleh badan yang berwenang dan melalui cara yang telah ditentukan oleh UUD tersebut. Dalam UUD 1945 telah disebutkan bahwa terdapat 8 (delapan) lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD 1945 (atributif), dengan kata lain kedelapan lembaga negara ini menerima secara langsung kewenangan konstitusionalnya dari UUD 1945 (supremacy of law). Kedelapan lembaga negara tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY). 
	Dalam rangka pembagian fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut, sebelum diadakan perubahan pertama terhadap UUD 1945, biasa dipahami bahwa hanya fungsi kekuasaan yudikatif sajalah yang tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan lain. Sedangkan Presiden, meskipun merupakan lembaga eksekutif, juga ditentukan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi eksekutif. Kenyataan inilah yang menyebabkan munculnya kesimpulan bahwa UUD 1945 tidak dapat disebut menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Oleh karena itu, di masa reformasi ini, berkembang aspirasi untuk lebih membatasi kekuasaan Presiden dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif itu.
	Dalam rangka pembagian fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif tersebut, sebelum diadakan perubahan pertama terhadap UUD 1945, biasa dipahami bahwa hanya fungsi kekuasaan yudikatif sajalah yang tegas ditentukan bersifat mandiri dan tidak dapat dicampuri oleh cabang kekuasaan lain. Sedangkan Presiden, meskipun merupakan lembaga eksekutif, juga ditentukan memiliki kekuasaan membentuk undang-undang, sehingga dapat dikatakan memiliki fungsi legislatif dan sekaligus fungsi eksekutif. Kenyataan inilah yang menyebabkan munculnya kesimpulan bahwa UUD 1945 tidak dapat disebut menganut ajaran pemisahan kekuasaan (separation of power) seperti yang dibayangkan oleh Montesquieu. Oleh karena itu, di masa reformasi ini, berkembang aspirasi untuk lebih membatasi kekuasaan Presiden dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara fungsi legislatif dan eksekutif itu. 
	Fungsi legislatif dikaitkan dengan fungsi parlemen, sedangkan Presiden hanya memiliki fungsi eksekutif saja. Pokok pikiran demikian inilah yang mempengaruhi jalan pikiran para anggota MPR, sehingga diadakan Perubahan Pertama UUD 1945 yang mempertegas kekuasaan DPR di bidang legislatif dengan mengubah rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya perubahan itu, berarti fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif telah dipisahkan secara tegas, sehingga UUD 1945 tidak dapat lagi dikatakan tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan dalam arti horizontal.[footnoteRef:123] [123: 			 58 Tahun Negara Hukum Indonesia -Negara Hukum, Proyek yang Belum Selesai, www.huma.or.id, download tanggal  24 Desember 2021.] 

	UUD 1945 memberikan kewenangan pengujian terhadap peraturan dibawah undang-undang kepada mahkamah agung (MA) sedangkan Mahkamah Konstitusi juga diberi kewenangan memutus dan membuktikan unsur kesalahan dan tanggung jawab pidana presiden dan / atau wakil presiden yang menurut DPR telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD.[footnoteRef:124] Dengan kata lain, MA tetap diberi kewenangan sebagai court of law (lembaga pengadilan hukum) disamping fungsinya sebagai court of justice (lembaga pengadilan keadilan). Sedangkan MK tetap diberi tugas yang berhubungan dengan fungsinya sebagai court of justice disamping fungsi utamanya sebagai court of law. [124: 		 Lihat UUD 1945 amandemen III, pasal 24 C ayat (2).] 

	Artinya, meskipun keduanya tidak dapat dibedakan seratus persen antara court of law dan court of justice, tetapi hakikatnya penekanan fungsi hakiki keduanya memang harus berbeda satu sama lain. MA lebih merupakan court of justice daripada court of law, sedangkan MK lebih merupakan court of law daripada court of justice. Keduanya merupakan pelaku kekuasaan kehakiman menurut ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD 1945.[footnoteRef:125] yang kemudian muncul Komisi Yudisial (KY)[footnoteRef:126] sebagai lembaga yang diharapkan dapat mengontrol kinerja hakim agung, yang berfungsi untuk menjaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.[footnoteRef:127] Namun sayangnya, lembaga ini bagaikan singa tanpa taring karena kewenangannya secara tidak langsung telah dicabut oleh MK, karena adanya kerancuaan pada pasal tersebut antara ’hakim agung’ dan ’hakim’. Keberadaanya seharusnya tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan kehakiman sehingga sifat KY adalah mandiri. Dengan adanya putusan MK tersebut berarti kekusaan kehakiman bebas dari kontrol lembaga manapun kecuali dari rakyat. [125: 		 Ni’matul Huda, 2007, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, UII Press, Yogyakarta,   hlm 136]  [126: 		 Latar belakang adanya lembaga ini adalah (1) Lemahnya monitoring secara intensif yang dilakukan secara internal saja terhadap kekuasaan kehakiman; (2) Tidak adanya penghubung antar kekuasaan pemerintah (executive power) dalam hal ini departemen kehakiman dan kekuasaan kehakiman (judicial power); (3) Kekuasan kehakiman dianggap dianggap tidak efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan tehnis non hukum; (4) Tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; (5) Pola rekruitmen hakim selama ini yang dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik yaitu presiden atau legislatif.]  [127: 	 Lihat UUD 1945 amandemen III, pasal 24 B ayat (1).
] 
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B. Perkembangan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia
1. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949
Dalam periode ini yang dipakai sebagai pegangan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi sudah barang tentu belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen oleh karena bangsa Indonesia baru memproklamirkan kemerdekaannya.[footnoteRef:128] Bahwa secara konstitusional Negara Republik Indonesia menganut sistem Presidensial yang berarti bahwa pemegang kendali dan penanggung jawab jalannya pemerintahan negara (kepala eksekutif) adalah Presiden sedangkan menteri hanyalah sebagai pembantu Presiden, hal itu tertuang di dalam batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[footnoteRef:129] [128:  Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002, Edisi Revisi). hlm. 34.]  [129:  Moh. Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia , Op Cit, hlm. 90.] 

Beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang menyebutkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensial, diantaranya:
Pasal 4 ayat (1) berbunyi: “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar”.
Pasal 17 ayat (1) berbunyi: “ presiden dibantu oleh menteri-menteri negara”. Pasal 17 ayat (2) berbunyi: “ menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden”.

Selain di dalam batang tubuh UUD 1945, penjelasan UUD 1945 juga memberikan keterangan bahwa sistem pemerintahan Negara Indonesia memuat tujuh pokok pemikiran, diantaranya:[footnoteRef:130] [130:  Lihat Penjelasan UUD 1945] 

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tidak
	   berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtstaat).
2. Sistem konstitusional, pemerintah berdasarkan atas konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut (kekuasaan tidak terbatas).
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat ( die gesamte staatsgewalt liegt allein dei der majelis). Kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (vertretungsorgan des wilens des staatsvolkes).
4. Presiden ialah penyelenggaraan pemerintahan negara yang tertinggi dibawah majelis. Di bawah majelis permusyawaratan rakyat, presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggungjawab adalah ditangan presiden (concertration of power and responsibility upon the president).
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. menteri- menteri itu tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kedudukannya tidak bergantung pada dewan tetapi tergantung kepada presiden.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Meskipun kepala negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, ia bukan diktator artinya kekuasaannya tidak tak terbatas.
Di kalangan Ahli Tata Negara ada pendapat bahwa sistem pemerintahan negara di Indonesia bukanlah sistem Presidensial murni melainkan menganut sistem Presidensiil Semu atau Parlmenter Semu (Quasi Presidensial atau Quasi Parlementer). Padmo Wahyono menyebutnya dengan sistem MPR. Alasannya ialah karena di dalam sistem pemerintahan di Indonesia meskipun Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPR tidak dapat menjatuhkan Presiden, tetapi Presiden bertanggungjawab kepada MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), sedangkan anggota DPR seluruhnya merupakan anggota MPR. Karena Presiden bertanggungjawab kepada MPR, maka sebenarnya Presiden secara tidak langsung bertanggungjawab pula kepada DPR yang merupakan anggota MPR.[footnoteRef:131] [131:  Ibid, hlm. 93.] 

	Pada perkembangannya sistem Pemerintahan Indonesia dalam kurun waktu antara 17 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 telah terjadi perubahan yang signifikan dari pemerintahan kuasi Presidensial menjadi Parlementer. Kabinet pertama dengan sistem quasi presidensial sesuai dengan ketentuan UUD 1945 dibentuk pada tanggal 2 September 1945, tetapi belum dua bulan pembentukan kabinet tersebut terjadi perubahan sistem ketatangeraan dalam praktek tanpa mengubah UUD 1945.
	Menurut Mahfud MD perubahan dalam praktik ini tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasarnya, sehingga terjadi perbedaan antara landasan Konstitusional dengan praktik pelaksanaanya.[footnoteRef:132] Perubahan sistem ketatanegaraan ini terjadi setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945. Inti maklumat tersebut adalah penyerahan kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Pusat sebelum DPR dan MPR dibentuk berdasarkan Undang- Undang Dasar yang berlaku. [132: ] 

	Maklumat tersebut juga berisi pembentukan satu Badan Pekerja dari Komite Nasional Pusat. Maklumat tersebut dikeluarkan atas usul BPKNP 11 November 1945, yang berisi perubahan sistem kabinet dari sistem quasi presidensial ke sistem parlementer, yakni sistem pertanggungjawaban pemerintahan negara yang terletak di tangan Dewan Menteri yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri (Prime minister).
	Demikianlah perubahan tersebut, menurut Pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pertimbangan Agung dijalankan oleh Presiden yang “dibantu” oleh Komite Nasional Indonesia. Maka sejak saat itu dalam hal menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan undang-undang, dilakukan oleh Presiden “bersama-sama” Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atas nama Komite Nasional Indonesia Pusat.[footnoteRef:133] [133:  Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Op Cit, hlm. 51.] 

	Maklumat Wakil Presiden No. X Tahun 1945 ini adalah mengurangi kekuasaan Presiden yang semula berdasar Pasal IV Aturan Peralihan diatas adalah amat luas. Oleh karena itu dengan maklumat ini terjadilah pengurangan daripada kekuasaan Presiden dengan tanpa mengubah ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan itu sendiri, baik mengubah secara langsung ataupun mengubah secara amandemen.[footnoteRef:134] [134:  Ibid.] 

	Maklumat wakil presiden No.X tahun 1945 (16 oktober 1945) merupakan dasar lahirnya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Maklumat tersebut mengubah status KNIP sebagai badan yang semata-mata membantu presiden (Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dan Keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945) menjadi badan-badan yang menjalankan tugas-tugas legislatif dan membentuk GBHN. KNIP berubah statusnya menjadi DPR Sementara (DPRS) dan melakukan sebagian wewenang MPR menetapkan GBHN.
	Perubahan status KNIP, tidak saja terkait dengan perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer (pemerintah bertanggungjawab terhadap KNIP) tetapi bersama-sama presiden membentuk undang-undang (dimulai dengan UU No. 1 tahun 1945 yang mengatur tentang pemerintahan daerah).[footnoteRef:135] [135:  Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, ( Yogyakarta : FH UII Press, 2003), hlm. 9.] 

	Pada tanggal 3 November 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang pada pokoknya menganjurkan untuk didirikannya partai-partai politik dan organisasi politik yang sesuai dengan aliran hidup di dalam masyarakat. Maklumat ini dikeluarkan oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta atas desakan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) untuk mendirikan sebanyak-banyaknya partai politik dalam rangka menyambut pemilihan umum badan-badan perwakilan yang rencananya diselenggarakan pada bulan Januari 1946.[footnoteRef:136] [136:  Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur……., Op.Cit., hlm. 94.] 

	Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 sejalan dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 yang menegaskan adanya pengakuan terhadap keberadaan partai-partai politik dan kebebasan mendirikan partai politik. Maklumat pemerintah ini kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendirikan partai politik dari segala kalangan masyarakat. Ini lah awal dari sistem multi partai yang diberlakukan di Indonesia.
 	Menurut M.Rusli Karim[footnoteRef:137], Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember yang ditanda tangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta dijadikan sebagai garis tempat berpijak yang kokoh bagi pendirian partai politik. Pertama, maklumat tersebut memuat keinginan pemerintah akan kehadiran partai politik. Dengan partai politik aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat disalurkan secara teratur. Kedua, adanya limit waktu penyusunan partai politik sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan-badan perwakilan rakyat pada bulan Januari 1946. [137:  M. Rusli Karim, Perjalanan Partai politik di Indonesia sebuah potret pasang surut, (Jakarta: Rajawali Pers, 1983), hlm. 64.] 

	Beberapa jumlah partai politik yang dikeluarkan Maklumat Pemerintah 3 Nopember 1945, yakni:[footnoteRef:138] [138:  Ibid. Hlm.65-66.
] 

1. Dasar Ketuhanan
a. Masjumi
b. Partai Sjarikat Islam Indonesia
c. Pergerakan Tarbiyah Islamiah (PERTI)
d. Partai Kristen Indonesia (PARKINDO)
e. Partai Khatolik
2. Dasar kebangsaan
a. Partai Nasional Indonesia (PNI)
b. Persatuan Indonesia Raya (PIR)
c. Partai Indonesia Raya (PARINDRA)
d. Partai Rakyat Indonesia (PRI)
e. Partai Demokrasi Rakyat (BANTENG)
f. Partai Rakyat Nasional (PRM)
g. Partai wanita rakyat (PWR)
h. Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI)
i. Partai Kedaulatan Rakyat (PKR)
j. Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI)
k. Ikatan nasional Indonesia (INI)
l. Partai Rakyat Jelata
m. Partai Tani Indonesia (PTI)
n. Wanita Demokrat Indonesia (WDI)
3. Dasar Marxisme
a.  Partai Komunis Indonesia
b.  Partai Sosialis Indonesia
c.  Partai Murba 
d.  Partai Buruh
e.  Persatuan Rakyat Marhaen 
4. Partai- Partai Lain
· Partai Demokrat Tionghua Indonesia (IDTI)
· Partai Indo Nasional (PIN)
Perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia terjadi lagi pada tanggal 14 November 1945, dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 mengenai sistem penyelenggaraan pemerintah negara. perubahan tersebut terjadi setelah Badan Pekerja mengusulkan kepada presiden adanya sistem pertanggungjawaban menteri-menteri kepada parlemen, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat.[footnoteRef:139] [139:  Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Op.Cit. hlm. 30.] 

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 sebenarnya merupakan suatu tindakan yang maksudnya akan mengadakan pembaruan terhadap susunan kabinet yang ada, yaitu kabinet yang dipimpin oleh presiden (Kabinet I dalam Negara Republik Indonesia), dengan nama-nama dari menteri-menteri dalam susunan cabinet baru.[footnoteRef:140] Jika semula kabinet berada dibawah presiden maka dengan keluarnya maklumat pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, kedudukan kabinet berada di bawah perdana menteri, dimana pada waktu itu Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.[footnoteRef:141] [140:  Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan……Op.Cit., hlm. 52.]  [141:  Di dalam Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 di sebutkan bahwa:”yang
terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu adalah bahwa tanggungjawab adalah
ditangan menteri…..’’
] 

Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tersebut terjadi lagi perubahan praktek penyelenggaraan pemerintahan tanpa mengubah ketentuan UUD 1945, jika semual penyelenggaraan pemerintahan negara dilakukan dengan sistem presidensial, maka berubah menjadi sistem parlementer. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 juga memberikan pengurangan kekuasaan presiden karena sistem pemerintahan telah berubah kepada sistem parlementer.
Perubahan praktek penyelenggaraan pemerintahan negara kepada sistem parlementer, sama sekali bukan suatu sistem yang diinginkan oleh pembentuk UUD 1945, hal tersebut dapat dilihat dalam penjelasan UUD 1945 pikiran V dan juga dapat dilihat melalui risalah sidang-sidang Badan Usaha-Usaha penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia dan Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia.


2. Periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950
	Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 ternyata belum menjadikan Indonesia sepenuhnya merdeka apalagi dari bekas penjajah Belanda yang pernah menjajah Indonesia lebih kurang tiga setengah abad lamanya. Pemerintahan Indonesia setelah kemerdekaan yang baru beberapa bulan merdeka terjadi perubahan dalam prakteknya sampai dua kali, tidak hanya perubahan yang terjadi Indonesia juga mendapat tantangan yang serius dari Belanda.
	Pemerintah Belanda untuk dapat berkuasa kembali di Indonesia melakukan beberapa cara, diantarnya, pertama, melakukan kontak senjata (agresi militer) yaitu agresi militer 1 Belanda tahun 1947 dan agresi militer Belanda kedua tahun 1948. Hal tersebut terbukti dengan penyerangan terhadap Yogyakarta tanggal 19 Desember 1948, dan presiden dan wakil presiden ditawan.[footnoteRef:142] Kedua, Pemerintah Belanda melakukan upaya diplomatis dengan mengintimidasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan mengklaim bahwa keberadaan NKRI tidak ada dan TNI hanyalah perampok malam.[footnoteRef:143] [142:  Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, ( Jakarta: Prestasi  Pustaka, 2006), hlm. 68.]  [143:  Ibid. Hlm. 69.
] 

	Untuk menyelesaikan perselisihan Indonesia dengan Belanda, tanggal 23 Agustus sampai 2 Nopember 1949 diadakanlah Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Hag. KMB dihadiri oleh perwakilan Indonesia, BFO (bijeenkomst voor federal overleg) dan Nederland (Belanda) serta komisi PBB untuk Indonesia.
	Hasil perundingan KMB mencapai beberapa kesepakatan antara Belanda dan Republik Indonesia, diantaranya:
a. Didirikannya Negara Republik Indonesia Serikat;
b. Penyerahaan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat ;
c. Didirikannya Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda.
	Dengan berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1949, dengan Konstitusi RIS sebagai Undang-Undang Dasar nya, maka Negara Republik Indonesia, merupakan bagian dari salah satu negara bagian RIS dengan wilayah  kekuasaan yaitu sesuai dengan Perjanjian Renville serta UUD 1945 berstatus sebagai  UUD Negara Bagian Republik Indonesia.
	Konstitusi RIS yang berlaku sebagai UUD di Negara RIS, maka sistem pemerintahan yang dijalankan di RIS berbeda dengan apa yang diamanatkan UUD 1945. Menurut Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS menyebutkan bahwa:
“ Republik Indonesia Serikat merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi”. Ayat (2) menyebutkan bahwa :” kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat”. 
	Pasal 1 ayat (1) dan (2) telah menerangkan bahwa RIS merupakan sebuah Negara merdeka yang demokratis berbentuk federasi dengan sistem pemerintahan parlementer, karena disebutkan bahwa pemerintah dilaksanakan oleh Pemerintah bersama DPR dan senat. Konstitusi RIS Pasal 68 Ayat (1) menentukan bahwa yang dimaksud pemerintah adalah Presiden dan Menteri-Menteri. Pemerintah berkewajiban menjalankan Pemerintah Federal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 117 ayat (1). Sedangkan dalam Pasal 69 Ayat (1) ditentukan bahwa Presiden sebagai Kepala Negara.
	Sistem pemerintahan RIS dipertegas dalam Pasal 118 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa:
“ Tanggungjawab kebijaksanaan pemerintahan berada ditangan menteri, tetapi apabila kebijaksanaan menteri/para menteri ternyata tidak dapat dibenarkan oleh DPR, maka menteri/menteri-menteri itu harus mengundurkan diri, atau DPR dapat membubarkan menteri-menteri (kabinet) tersebut dengan alasan mosi tidak percaya”.

	Berdasarkan ketentuan Pasal 68 Ayat (1),Pasal 69 Ayat (1), Pasal 117 dan 118 Konstitusi RIS dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah adalah Presiden dan beberapa Menteri. Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara tidak dapat diganggu gugat, sedangkan untuk yang bertanggungjawab dalam kebijaksanaan pemerintahan berada di tangan pada menteri-menteri, baik secara bersama seluruhnya atau sendiri-sendiri dari masing-masing tugasnya.





	Konstitusi RIS 1949 menganut prinsip pertanggungjawaban menteri tetapi khusus untuk Dewan Perwakilan Rakyat yang ditunjuk pada waktu berlakunya Undang-Undang Dasar ini, parlemen yang pertama ini tidak dapat memaksa kabinet dan dan masing-masing menteri untuk meletakkan jabatannya. Sebaliknya tidak ada ketentuan yang mengatur kemungkinan presiden dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, jadi selama RIS Badan Legislatif, walaupun tidak sepenuhnya masih dapat mengontrol badan eksekutif, sedangkan badan eksekutif tidak dapat mengontrol legislatif. Dalam hal ini, Ismail Suny menyebutkan bahwa sistem ketatanegaraan RIS lebih condong kepada sistem Inggris dari pada Amerika Serikat.[footnoteRef:144] [144:  Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Op.cit., hlm. 87-88.] 

	Menurut Joeniarto[footnoteRef:145] sistem pertanggungjawaban menteri atau sistem Parlementer dalam Konstitusi RIS ternyata tidak/ atau belum dapat dilaksanakan. Hal ini adalah sehubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat yang belum didasarkan kepada pemilihan umum berdasarkan Pasal 111, tetapi masih merupakan Dewan Perwakilan Rakyat yang di tunjuk atas dasar Pasal 109 dan Pasal 110 Konstitusi Republik Indonesia Serikat. [145:  Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan ,Op. Cit, hlm. 67-68.] 

	Pemerintahan yang dilaksanakan berdasarkan konsitusi RIS 1949 sukar untuk dilaksanakan dengan stabil, salah satu penyebabnya karena kepentingan pemerintah atas kemakmuran ekonomi dan stabilitas politik yang lemah. Khususnya terhadap stabilitas politik yang lemah, dengan sistem multi partai yang diterapkan dalam sistem pemerintahan RIS.
	Menurut Ismail Suny[footnoteRef:146] [146:  Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Op.cit., hlm.106.] 

“Suatu kabinet yang bertanggungjawab kepada sebuah parlemen yang diwakili oleh partai yang beraneka raga coraknya dan kepentingan- kepentingannya akan sangat sukar untuk mempertahankan dirinya sendiri. Tidaklah bijaksana untuk memperlemah sebuah pemerintah yang karena bentuk federalnya sudah sangat lemah. Adalah bijaksana bila dimana mungkin diusahakan untuk memperkuat pemerintah federal dan terutama eksekutifnya”.

	Presiden RIS pertama dipilih melalui mekanisme pemilihan presiden yang dilakukan oleh orang-orang yang dikuasakan oleh pemerintah negara bagian. Realisasi ketentuan tersebut dilakukan tanggal 16 Desember 1949 dengan terpilihnya Soekarno sebagai Presiden RIS dan dilantik tanggal 17 Desember 1949. Sementara untuk mengisi kekosongan jabatan presiden sebelum diselenggarakan pemilihan di angkat Mr.Asaat sebagai pelaksana presiden.[footnoteRef:147] [147:  Zakaria Bangun, Sistem ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Op.cit.,hlm. 65.] 

	Susunan kabinet Negara RIS diatur berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 2 / 1949 tanggal 20 Desember 1949, dengan susunan kabinet RIS didominasi oleh partai Masyumi dengan empat orang menteri, PNI menduduki tiga orang menteri, Parkindo mendapat jatah satu orang menteri, selebihnya di isi dari non partai politik. Kabinet pada masa RIS tidak bertahan lama, hanya berlangsung dari tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 6 September 1950.
	Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi RIS tidak berjalan lama, tanggal 17 Agustus 1950 Negara Indonesia berdasarkan tuntutan dari berbagai pihak merubah bentuk negara dari Negara Federal kembali kepada Negara Kesatuan. 

3. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959
		Negara Republik Indonesia Serikat yang berdiri pada tanggal 27 Desember 1949 berkat Konferensi Meja Bundar (KMB), ternyata tidak bertahan lama. Bentuk susunan “Federal” (Serikat) bukan bentuk yang berakar kepada kehendak rakyat, akibatnya di mana-mana timbul tuntutan untuk kembali dalam susunan kesatuan.[footnoteRef:148]Mereka berpendapat bahwa timbulnya federalisme di Indonesia adalah terutama sebagai akibat strategi yang dijalankan Belanda dalam usaha untuk memperlemah kedudukan Republik yang masih muda itu.[footnoteRef:149] [148:  Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan. , , ,Op. Cit, hlm .70.]  [149:  Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Op. Cit, hlm. 117.] 

	Akhirnya untuk melaksanakan keinginan rakyat mengenai negara kesatuan, Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Negara Sumatera Timur telah memberi kuasa kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat untuk berunding dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia.[footnoteRef:150] [150:  Ibid, hlm. 119.] 

	Kemudian dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950 ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) sebagai Undang-Undang Dasar pengganti KRIS.[footnoteRef:151] Undang-undang Federal Nomor 1 Tahun 1950 itu sendiri diundangkan pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi sejak tanggal 17 Agustus 1950 Negara Republik Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan dengan menggunakan UUDS 1950 sebagai hukum dasar yang tertulis.[footnoteRef:152] [151:  Moh. Mahfud MD, Op. Cit,hlm. 97.]  [152:  Ibid.] 

	Berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai pengganti Konstitusi RIS maka bentuk negara kembali ke negara kesatuan, hal tersebut dapat dilihat di dalam Mukadimah UUDS 1950 Alenia ke IV antara lain dinyatakan sebagai berikut:
	“………….maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan dan sebagainya……”[footnoteRef:153] [153:  Alenia IV UUDS 1950] 


	Selain daripada itu ada ditegaskan lagi di dalam Pasal 1 Ayat (1) yang menentukan[footnoteRef:154] bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. [154:  Pasal 1 ayat (1) UUDS 1950] 

	Lebih menegaskan lagi tentang bentuk susunan kesatuan ini di dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 Pasal 135 Ayat (1) yang menentukan:[footnoteRef:155] [155:  Pasal 135 UUDS 1950
] 

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (autonom) dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara”.
	Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ternyata juga menganut sistem Kabinet Parlementer atau pertanggungjawaban Dewan Menteri kepada Parlemen, sedangkan Presiden hanyalah merupakan Kepala Negara, bukan Kepala Pemerintahan (Pasal 45 UUDS 1950). Ketentuan bahwa dianutnya sistem Parlementer di dalam UUDS 1950 ini didasarkan pada Pasal-Pasal yang dimuatnya sebagai berikut:
	Pasal 83 Ayat (1) :
“Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan tidak dapat diganggu gugat”.

	Pasal 83 Ayat (2):
“Tetapi yang bertanggungjawab atas seluruh kebijaksanaan Pemerintah ialah menteri-menteri baik itu secara bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya sendiri”.

	Joeniarto mengatakan bahwa:[footnoteRef:156] [156:   Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan	Op. Cit, hlm .85.	] 

“ Meskipun Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara kedua-duanya menganut sistem pertanggungjawaban menteri atau yang dengan kata lain sering disebut dengan sistem kabinet parlementer, sebenarnya Undang-Undang Dasar Sementara dalam merumuskan sistemnya adalah lebih sempurna daripada Konstitusi Republik Indonesia Serikat.”

	Sistem pertanggungjawaban menteri dalam UUD Sementara 1950 dapat dirumuskan dengan tanda-tandanya, diantaranya;[footnoteRef:157] [157:  Ibid.hlm.86.
] 

a. Kepala Negara adalah bukan penyelenggara kekuasaan pemerintahan, oleh karena itu tidak dapat diganggu gugat;
b. Pemerintahan diselenggarakan oleh Dewan Menteri (kabinet dengan Perdana Menteri sebagai ketua) menteri-menteri baik secara bersama- sama atau sendiri harus mempertanggungjawabkan kebijaksanaan pemerintahannya kepada badan perwakilan rakyat dengan konsekuensi bahwa jika tidak diterima dewan menteri atau menteri yang bersangkutan harus jatuh (mengundurkan diri), jika terjadi perselisihan Dewan Menteri (pemerintah) merasa bahwa badan perwakilan rakyat tidak mencerminkan kemauan rakyat (tidak lagi persentatif) dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan badan perwakilan rakyat dan dalam waktu sesingkat-singkatnya mengadakan pemilihan Badan Perwakilan Rakyat yang baru.
c. Kekuasaan perundang-undangan adalah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Badan Perwakilan Rakyat.
	Pembagian kekuasaan di dalam UUD Sementara 1950 terbagi kedalam lima lembaga-lembaga negara, diantaranya Presiden dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. Jika dilihat dengan teori pembagian kekuasaan, pembagian kekuasaan dalam UUDS 1950 membagi kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden sebagai Kepala Negara (nominal executive) dan Menteri-Menteri penanggungjawab pemerintah (real executive), kekuasaan legislatif berada di tangan Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung.
	Dalam melaksanakan roda pemerintahan menurut UUD Sementara 1950 maka segera dibentuk alat-alat perlengkapan negara. kabinet pertama yang dibentuk ialah Kabinet Natsir kemudian diganti dengan Kabinet Sukiman pada tanggal 6 September 1950. Kabinet Natsir dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 1950 tanggal 6 September 1950, dengan susunan 18 kementerian negara, yang didominasi oleh Partai Masyumi dengan 4 orang menteri, PIR dengan 2 orang menteri, PSI dengan 2 orang menteri, Parkindo, Demokrat, Partai Khatolik, parindra dan PSII masing-masing mendapat tempat satu orang menteri, selebihnya di isi oleh orang yang bukan dari partai politik. Salah satu program kabinet Natsir adalah untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante dalam waktu singkat.[footnoteRef:158] [158:  Mashuri Maschab, Kekuasaan EKsekutif di Indonesia, (Bina Aksara: Bandung, 1983)., Hlm.46-47.
] 

	Dalam melaksanakan tugas DPR maka sebelum dibentuk DPR yang di amanatkan Pasal 56 UUDS 1950, maka berdasarkan Pasal 77 UUDS 1950 dibentuk DPR sementara yang terdiri dari gabungan DPR Indonesia Serikat dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Sedangkan untuk Senat dihapuskan, karena dalam UUD Sementara 1950 merupakan negara kesatuan yang tidak dikenal adanya Senat. Sejak berlakunya UUD Sementara 1950, pengisian anggota DPR masih melalui penunjukan belum melalui mekanisme pemilihan umum, hal tersebut karena sejak berlakunya UUD Sementara 1950 belum dibentuk peraturan perundang-undang yang mengatur tentang pemilihan umum.
	Perwujudan dari undang-undang tentang pemilihan umum terlaksana pada tahun 1953 dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 menentukan bahwa Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih oleh warga Negara Indonesia yang didalam tahun pemilihan berumur genap 18 tahun atau yang sudah kawin lebih   , , , ,dahulu.
		UUD Sementera 1950 yang menganut sistem multi partai menimbulkan ketidaksetabilan politik politik di pemerintahan dan parlemen. Pertikaian antara partai politik yang menyebabkan kabinet senantiasa jatuh bangun dan parlemen dalam pengambilan keputusan memakan waktu yang berlarut-larut. Pada tahun 1952, beberapa orang pucuk pimpinan ABRI menuntut agar presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan mempercepat pemilihan umum.
		Kekuatan politik pasca Pemilu 1955 terjadi pergeseran yang menyolok dalam Dewan Perwakilan Rakyat Sementara terdapat 21 kekuatan politik mengelompok, baik berupa partai maupun fraksi, ditambah dengan 12 orang anggota non partai dan fraksi yang mencerminkan sistem banyak partai, dengan perincian 93 kursi (40%) beraliran nasional, 42 kursi untuk PNI, 18 kursi untuk PIR Hazairin, dan 13 bagi PRN. Ditambah partai-partai kecil lainnya yang mendapat jatah kurang dari 10 kursi. Golongan Islam mendapat 24% (57 kursi), 44 untuk Masjumi, 8 untuk NU, dua partai lainnya hanya mendapat 5 kursi. Golongan Komunis (21 kursi), 17 diantaranya untuk PKI, sedangkan Golongan Sosialis dan Kristen mendapat 12, 5 %, 14 diantaranya untuk PSI.[footnoteRef:159] [159:  M. Rusli Karim, Op.Cit. hlm. 120.] 

		Pada pemilu 1955 berhasil menempatkan 28 partai politik, yang menampilkan masih dianutnya sistem banyak partai dengan 4 buah partai besar diantaranya PNI, Masjumi, NU dan PKI. Pasca Pemilu 1955 ini memperkuat posisi beberapa partai politik maupun aliran politik tertentu, disamping memperlemah yang lain.
	Selama 1956-1958 pemerintahan sipil mendapat tantangan dari tiga pihak, PNI dengan nasioalisme yang tinggi, Masjumi dengan paham islamnya, dan PKI dengan paham komunisnya. Perdebatan sengit antara kedua kekuatan (PNI dan Masjumi) adalah pertentangan menyangkut berbagai kebijakan pemerintah serta persoalan mendasar yang menjadi ideologi antara aliran nasionalisme berhadapan dengan aliran paham islam atau mengenai dasar negara dengan aliran paham islam atau mengenai dasar negara pancasila dan ciri khas islam. Masjumi juga harus berhadapan dengan PKI sebagai partai yang beraliran komunis pada waktu itu.



		Pelaksanaan pemilihan umum dilaksanakan di tahun 1955 yang merupakan pemilihan umum pertama Negara Republik Indonesia untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Konstituante. Hasil dari pemilihan umum 1955 dilantik pada 10 November 1956.[footnoteRef:160] Dengan hasil pemilihan umum 1955, fungsi Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP) yang diserahi Kekuasaan Legislatif dalam Diktum Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Agustus 1945 telah berakhir. [160:  Soehino, Hukum Tata Negara; Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010), hlm. 27.] 

		Sejak tahun 1956 Konstituante telah melakukan dan melaksanakan tugas, fungsi serta kewenangannya yakni menyelenggarakan sidang dalam rangka membentuk dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara 1950, bersama-sama dengan pemerintah.
		Konstituante sebagai Badan Pembentuk Undang-Undang Dasar tersebut tertuang dalam UUDS 1950, Bab V,Pasal 134 sampai dengan 139. Pasal 134 UUDS 1950 berbunyi:[footnoteRef:161] [161:  Pasal 134 UUDS 1950] 

“Konstituante (Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar ) bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini”.

		Pasca Pemilu 1955 pemerintahan dengan struktur politik multi partai yang di terapkan Indonesia belum juga menunjukkan stabilitas politik. Hal tersebut dapat dilihat dari masih pendeknya usia kabinet yang tidak mencapai lebih dari dua setengah tahun. Kabinet Ali Sastroamidjojo II hanya mampu bertahan 1 tahun (24 Maret 1956 sampai dengan 8 April 1957). Kabinet Djuanda hanya berlangsung 3 bulan (19 April sampai dengan 5 Juli 1959).[footnoteRef:162] Berdasarkan hal tersebut pemerintahan parlementer dengan sistem multi partai yang diterapkan di Indonesia belum mampu melahirkan stabilitas politik melainkan instabilitas politik. Perpaduan kedua sistem tersebut memiliki karakteristik rendahnya tingkat pelembagaan kepartaian, terfragmentasinya kekuatan politik di parlemen, ketidakstabilan pemerintahan, dan kemunculan koalisi pemerintahan sebagai akibat dari sulitnya mencapai suara mayoritas di parlemen. [162:  Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati….., Op.Cit. hlm. 110.] 

		Persaingan politik yang menonjol terjadi pada saat penyusunan kabinet di era demokrasi liberal, diawali dengan kabinet Natsir (Masjumi) sampai berakhirnya masa kabinet Ali Sastromidjojo (PNI) II menunjukkan kenyataan bahwa, pada masa kepemimpinan Natsir dan Burhanuddin Harahap ( keduanya dari Masjumi) sama sekali tidak ada menteri dari PNI. Sebaliknya dalam kabinet Ali Sastromidjojo I dan II tidak ada menteri dari Masjumi. Pada Kabinet Sukiman (Masjumi) dan Kabinet Wilopo (PNI) terdapat perimbangan yakni 5 : 4 dan 4 : 5 untuk Masjumi.[footnoteRef:163] [163:  M. Rsuli Karim, Op.Cit. hlm. 130.] 

		Peta politik Indonesia berubah secara drastis yaitu dengan semakin berkurangnya peranan partai-partai politik kecuali yang dekat dengan Soekarno, adanya keinginan keras dari Soekarno untuk lebih memperbesar kekuasaannya, maka bersamaan dengan itu partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah dilumpuhkan. Kabinet Karya yang dipimpin oleh Djuanda pada tahun 1957-1959 merupakan babakan baru politik Indonesia saat itu, karena Djuanda tidak berasal dari partai politik. Di dalam Kabinet Djuanda, hanya 10 orang tokoh partai politik, yakni 3 orang dari NU, 2 dari PNI, dan masing-masing satu orang dari PSII, Parkindo, BTI, SKI, dan IPKI. 20 orang lainnya bukan dari partai politik, sedangkan Masjumi sebagai partai yang dominan di pemerintahan sebelumnya, tidak dilibatkan dalam Kabinet Karya dari Djuanda.[footnoteRef:164] [164:  Ibid. hlm. 132.
] 

		Selain dari ketidakstabilan politik dipemerintahan, banyak terjadi gerakan- gerakan/pemberontakan di daerah-daerah, seperti Permesta di Indonesia timur, Banteng di Sumatera Barat, dan puncaknya PRRI pada tahun 1958. Akibat terjadinya pemberontakan di daerah dan jatuh bangunnya kabinet/ ketidakstabilan politik pemerintahan menyebabkan Indonesia berada dalam keadaaan darurat, sehingga membuat Soekarno mengambil tindakan untuk merestrukrisasi politik negara.
		Sampai dengan tahun 1959, Majelis Konstituante belum juga mampumembentuk dan menetapkan UUD bagi Negara Republik Indonesia. sehingga berkembang gagasan untuk menganut dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin, yaitu dengan demokrasi yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dianggap sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga gagasan tersebut kemudian direspon pemerintah dengan susuan Kabinet Karya pada waktu itu, di dalam sidangnya tanggal 19 Februari 1959 telah mengambil dan membuat keputusan untuk menganut dan melaksanakan sistem Demokrasi Terpimpin dengan kembali kepada UUD 1945. Hal tersebut kemudian terealisasi pada tanggal 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden tentang kembali ke UUD 1945.
		Kembalinya bangsa Indonesia menggunakan UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membawa implikasi perubahan dalam sistem dan struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. sistem parlementer dengan paduan multi partai berubah menjadi sistem presidensial seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945.

4. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999
Dalam periode ini, dapat dibagi lagi kedalam sub kurun waktu :
a. 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966
	Sebelum keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu tepatnya tanggal 19 Februari 1959 Pemerintah telah mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan “Demokrasi Terpimpin” yang sebenarnya dikeluarkan sebagai persiapan kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesai Tahun 1945.[footnoteRef:165] Pengeluaran keputusan tersebut tak dapat dilepaskan dengan kenyataan bahwa sistem Parlementer yang dipraktikan di bawah UUDS 1950 stabilitas pemerintahan dan politik hampir tak pernah terpelihara. [165:  Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur……Op. Cit, hlm.99.] 

	Pada tanggal 2 Maret 1959 Perdana Menteri Djuanda mengucapkan keterangan pemerintah dalam rapat pleno Dewan Perwakilan Rakyat mengenai keputusan mengenai pelaksanaan Demokrasi Terpimpin, dengan mengatakan sebagai berikut:[footnoteRef:166] [166:  Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Legislatif, Op.Cit.hlm. 192.
] 

“Pemerintah yakin bahwa pertumbuhan politik sejak 1949 menunjukan kelemahan-kelemahan antara lain terlalu banyak partai-partai dan fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tidak adanya stabiliteit pemerintahan, dan penyelewengan-penyelewenangan dibidang sosial ekonomi, sehingga pemerintah yakin pula, bahwa kita harus meninggalkan sistem yang lama dan harus menempuh suatu jalan yang baru. Atas dasar keyakinan yang demikian itu, maka Dewan Menteri sampai pada kesimpulan dan menyetujui prinsip Demokrasi Terpimpin…”.

	Konsep tentang Demokrasi Terpimpin yang mula pertama dikemukakan oleh Soekarno ini pada masa setelah kembalinya ke Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekrit Presiden ternyata diterima sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara, bahkan pada Tahun 1965 dikukuhkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dengan Ketetapan Nomor VIII/MPRS/1965.
	Sehari setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno melantik kabinet baru disebut dengan Kabinet Kerja. Pada 22 Juli 1959 DPR mengadakan sidang pleno dan dengan suara bulat DPR bersedia bekerja sama terus dengan Presiden dalam rangka UUD 1945. Melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1959, DPR hasil pemilihan umum tahun 1955 tetap dipertahankan sampai terbentuknya DPR baru sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 UUD 1945. Dengan Penpres No.1 tahun 1959 tersebut, DPR baru hanya mungkin dibentuk dengan mengganti anggota DPR hasil Pemilu 1955 atau dengan mengadakan Pemilu yang baru.[footnoteRef:167] [167:  Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi……Op.Cit. hlm. 131.] 

	Dalam periode Demokrasi Terpimpin pemikiran ala Demokrasi Barat banyak ditinggalkan. Presiden Soekarno sebagai pimpinan nasional tertinggi ketika itu menyatakan bahwa demokrasi liberal tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa dan Negara Indonesia. Prosedur pemungutan suara, dalam lembaga perwakilan rakyat dinyatakan sebagai tidak efektif dan Bung Karno kemudian memperkenalkan apa yang kemudian disebut dengan “musyawarah untuk mufakat”.[footnoteRef:168] [168:  Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Op.Cit, hlm. 44-45.
] 

	Kenyataannya dalam praktik Demokrasi Terpimpin ini telah membalik kenyataan yang hidup pada suku dan aliran kehendak ini untuk selalu ditetapkan prinsip musyawarah untuk mufakat, padahal bila musyawrah untuk mufakat itu memang tidak tercapai maka pimpinan dapat memutuskannya sesuai dengan keinginannya, sehingga dengan demikian amat mudah untuk melaksanakan kehendaknya sendiri.
	Penerapan sistem presidensial dalam Era Demokrasi Terpimpin menimbulkan sosok Presiden Soekarno yang memiliki pengaruh yang besar dalam pemerintahan. Era Demokrasi Terpimpin Soekarno, melihat penerapan sistem multi partai tidak dapat mencapai stabilitas politik, maka Soekarno untuk mencapai tujuan yakni pencapaian hasil pengambilan keputusan dalam menjalankan pemerintahan dibentuk Front Nasional.
	Gagasan Soekarno tentang Demokrasi Terpimpin didasari oleh pengalaman sejarah Demokrasi Parlementer yang dinilainya gagal, karena selain tidak dapat menciptakan pemerintahan yang stabil, juga tidak sesuai dengan sosio-kultur bangsa Indonesia. Lahirnya Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian yang kemudian diperkuat dengan Penetapan Presiden Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik maka penyederhanaan partai mulai terealisasi di Era Demokrasi Terpimpin Soekarno.
	Maklumat Pemerintah Nomor X tanggal 3 November 1945 dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Penetapan Presiden Nomor 7 tahun 1959. Sejak itu tamatlah riwayat maklumat yang memiliki nilai demokratis dan fondasi pelembagaan sistem multi partai di Indonesia.[footnoteRef:169] setelah Penpres No. 7 dan Penpres No. 13 dikeluarkan, kebijakan penyederhanaan sistem kepartaian oleh Soekarno semakin kuat dan tegas melalui keputusan presiden tentang keberadaan Partai Politik.[footnoteRef:170] [169:  Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati, Op.Cit. hlm. 112.]  [170:  Keppres Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi, Keppres Nomor 2001 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI), dan Keppres Nomor 129 tahun 1961 tentang Pembubaran Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Rakyat Indonesia (PRI), PRN Djodi Gondokusumo dan PSSI Abikusno.] 

	Pencabutan Maklumat Pemerintah tersebut memberikan gambaran bahwa Demokrasi Terpimpin Soekarno mulai kelihatan cenderung kepada diktator. Konsolidasi politik Soekarno terus digalakkan untuk mencari dukungan melalui Manifesto Politik USDEK (UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia dan NASAKOM (Nasionalisme, Agama dan Komunis).[footnoteRef:171] [171:  Firdaus, Pertanggungjawaban Presiden dalam Negara Hukum Demokrasi, Op.Cit. Hlm.
121.] 

	Dengan adanya prinsip NASAKOM, Partai Komunis mendapat posisi yang dominan dalam percaturan politik di Era Demokrasi Terpimpin, karena merupakan salah satu unsur dari tiga unsur utama di samping partai-partai yang berbasis agama di Indonesia saat itu. Terlibatnya ABRI dalam panggung perpolitikan melalui perwakilan fungsional menjadikan tiga kekuatan utama yang sangat berpengaruh pada waktu itu, yakni Soekarno, ABRI dan PKI. Dibawah UUD 1945, kekuasaan Presiden dalam dua fungsi baik sebagai Kepala Negara (nominal executive) maupun Kepala Pemerintahan (real executive).
	Puncak dari pengingkaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno terjadi setelah Presiden Soekarno membentuk Kabinet Kerja III dan Dewan Nasional yang menghimpun kekuatan ekstra parlementer di bawah pimpinan Soekarno.[footnoteRef:172] Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan 25 Juli 1966 telah terbentuk tujuh kabinet.[footnoteRef:173] Meskipun tidak lagi memakai sistem parlementer, jabatan perdana menteri tetap muncul dalam susunan kabinet dan jabatan itu selalu dipegang oleh presiden Soekarno. Dengan praktik itu, sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 25 Juli 1966 terjadi perangkapan jabatan perdana menteri dan jabatan presiden.Padahal apabila dihubungkan dengan karakter sistem pemerintahan, perdana menteri adalah jabatan kepala pemerintahan dalam sistem parlementer dan jabatan itu terpisah dari kepala negara. [footnoteRef:174] [172:  Suwoto Mulyosudarmono dalam Ibid.]  [173:  Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi...Loc.Cit.]  [174:  Ibid.] 

	Penyimpangan terhadap konstitusi yang lain adalah pengangkatan Presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup dengan TAP MPRS No. III/MPRS/1963, pengangkatan Ketua Mahkamah Agung menjadi Penasehat Presiden setingkat menteri serta Presiden Soekarno menolak pemisahan kekuasaan, kesetaraan lembaga negara, mekanisme checks and balances dan equality of brances.
	Oleh sebab itu, maka pada Tahun 1968 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan lagi bernomor XXXVII/MPRS/1968 yang berisi pencabutan terhadap Tap MPRS Nomor VIII/1965 dan berisi pemberlakuan tentang pedoman pelaksanaan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan atau yang dikenal sebagai pedoman pelaksanaan Demokrasi Pancasila.[footnoteRef:175] [175:  Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur……Op.Cit.hlm. 100.
] 


b. 11 Maret 1966 sampai dengan 19 Oktober 1999.
		Pemberontakan G.30.S/ PKI membawa keadaan negara dalam situasi yang tidak stabil, maka timbullah tuntutan rakyat yang dipelopori oleh Angkatan 66, adapun tuntutan rakyat yaitu:
1. Pelaksanaan kembali dengan secara murni dan konsekuen UUD 1945; 2)
2.  Pembubaran Partai Komunis Indonesia;
3. Penurunan harga barang-barang.
	Atas tuntuntan rakyat tersebut, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret. Dikemudian hari Supersemar ini oleh MPR ditetapkan dengan Ketetapan MPR No. IX/MPRS/66.
		Dalam menghadapi kondisi politik negara yang sedang tidak stabil, maka MPRS mengadakan sidang istimewa tahun 1967 yang kumudian mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/ MPRS/ 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno, dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam pertimbangan Tap MPRS tersebut, yakni:
		Pidato Nawaksara dan pelengkap Nawaksara, tidak memenuhi harapan rakyat pada umumnya, anggota MPRS pada khususnya karena tidak memuat secara jelas pertanggungjawab tentang kebijaksanaan presiden mengenai pemberontakan Kontra Revolusi G.30.S /PKI beserta epilognya, kemunduran ekonomi, dan kemerosotan akhlak bangsa;
a. Pengumuman penyerahan kekuasaan oleh Presiden Soekarno kepada  
		Jenderal Soeharto pada tanggal 20 Februari 1967;
b. Adanya petunjuk-petunjuk bahwa Presiden Soekarno telah melakukan 
gerakan politik yang secara tidak langsung menguntungkan G.20.S/PKI dan melindungi tokoh-tokoh G.30.S / PKI sesuai laporan tertulis panglima operasi keamanan dan ketertiban tanggal 1 Februari 1967 dan dilengkapi pidato laporan di hadapan Sidang Istimewa MPRS.
		Dengan demikian, berdasarkan ketetapan MPRS tersebut telah mencabut mandat Presiden Soekarno sebagai pelaksana pemerintahan Negara Republik Indonesia dan MPRS kemudian menetapkan Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden Republik Indonesia.
		Penyerahan kekuasaan pemerintah negara oleh Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto melalui Surat Perintah 11 Maret 1966, oleh MPRS dianggap Presiden Soekarno sudah berhenti dari kedudukan sebagai presiden. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti. Atas dasar tersebut kemudian MPRS mengeluarkan Ketetapan Nomor XXXIII/MPRS/1967 yang menetapkan pencabutan kembali kekuasaan pemerintah negara dari tangan Presiden Soekarno. Dengan ketetapan tersebut, pemegang Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 diangkat menjadi Pejabat Presiden.
		Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan Demokrasi Terpimpin menamakan diri sebagai Orde Baru. Orde Baru ini secara resmi didefinisikan sebagai “tatanan kehidupan negara dan bangsa yang diletakan kembali pada pelaksanaan kemurnian Pancasila dan UUD 1945. 
		Menurut TAP.MPRS.Nomor.XI/MPRS/1966 seharusnya Pemilihan Umum (Pemilu) diselenggarakan pada Tahun 1968. Tetapi karena kuatnya pergumulan antara Pemerintah dan Partai-Partai dalam membicarakan Rancangan Undang- Undang Pemilu dan komposisi Dewan Perwakilan Rakyat, maka Undang-Undang tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu sehingga Pemilu ditunda sampai bulan Juli Tahun 1971. Kericuhan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut yang mengantarkan penundaan Pemilu (yang seharusnya diselenggaran Tahun 1968) itu disertai emaskulasi yang sistematis terhadap Partai-Partai kuat yang akan bertarung di Pemilu.
		Setelah dilantik sebagai Presiden, sesuai dengan amanat TAP MPRS No. XLI/1968 tentang tugas pokok kabinet pembangunan, Soeharto membentuk Kabinet Pembangunan untuk menggantikan Kabinet Ampera yang disempurnakan.[footnoteRef:176]  [176:  Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi….Op.Cit. hlm. 134.
] 

		Pasal 1 TAP MPRS No.XLI / 1968 menggariskan lima tugas pokok, yaitu melanjutkan tugas Kabinet Ampera dengan rincian:
1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak 
		berhasilnya pelaksanaan rencana pembangunan lima tahun dan 
		pemilihan umum;
2. Menyusun dan melaksanakan pembangunan rencana pembangunan lima 
	tahun;
3. Melaksanakan pemilihan umum sesuai dengan ketetapn MPRS No. XLII 
	/ MPRS/ 1968
4. Mengembalikan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengikis 
	Habis  sisa-sisa G.30.S / PKI dan setiap perongrongan, penyelewenangan, 
	dan penghianatan terhadap pancasila dan UUD 1945;
5. Melanjutkan penyempurnaan dan pembersihan secara menyeluruh 
	aparatur negara dari tingkat pusat sampai daerah.

		Fokus perhatian dalam pemerintahan Soeharto adalah pembangunan lima tahunan dan pemilihan umum. Untuk melaksanakan pemilihan umum tersebut,  dengan persetujuan DPRGR tanggal 17 Desember 1969 Presiden Soeharto mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan / Perwakilan (UU No. 15 tahun 1969).
		Setelah diadakannya pemilihan umum tahun 1971, diadakan sidang umum MPR tahun 1973, kemudian MPR kembali memilih Soeharto menjadi presiden sebagai Presiden Republik Indonesia. Praktik sistem pemerintahan di Era Soeharto mengarah kepada concentration of power and responsibility upon the president, sebagaimana termaktub dalam penjelasan angka IV UUD 1945.[footnoteRef:177] Keberhasilan pemilu tahun 1971 kemudian memberikan legitimasi yang kuat terhadap Orde Baru dalam menjalankan pemerintahannya. [177:  Aulia A. Rachman, dalam Ibid. hlm. 136.] 

		Pemerintah orde Baru dengan ketat sebenarnya menerapkan sistem satu partai. Sejak awal 1970-an hingga 1998, formalnya hanya dua partai yang boleh bernapas,dan satu golongan yakni GOLKAR, PDI, PPP. Dua Partai PDI dan PPP merupakan hasil Fusi paksa yang disponsori oleh pemerintah terhadap Sembilan partai yang eksis dalam pemilu 1971, pemilihan pertama di era Orde Baru.[footnoteRef:178] Kendati Golkar resminya bukan partai politik, melainkan hanya sebuah kelompok fungsional semata, pada praktiknya Golkar adalah satu-satunya partai sejati sepanjang Rezim Orde Baru.[footnoteRef:179] [178:  Deny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, ( Bandung: Mizan, 2007), hlm. 142.]  [179:  Ibid.] 

		Untuk memperketat kontrol terhadap partai politik, Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 tahun 1985 tentang Partai Politik memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membubarkan partai politik yang tidak sesuai dengan tujuan negara. Di dalam Ayat dari Undang-Undang tersebut mengukuhkan Pancasila sebagai satu-satunya landasan dari partai politik. Langkah tersebut merupakan pembatasan kedaulatan rakyat melalui apresiasi dalam partai politik, dan pengkebirian hak-hak warga negara untuk mendirikan partai dengan sesuai ideologi kelompok dari masyarakat tersebut. 
		Pada pemerintahan Soeharto di Era Orde Baru inilah de-ideologisasi politik partai dilakukan dan digantikan dengan orientasi pembangunan ekonomi. Kondisi yang berubah dari kecendrungan partai ideologi dengan orientasi primordial kepada sistem kepartaian yang berorientasi kepada pembangunan ekonomi di gambarkan oleh R. William Liddle sebagai pergeseran orientasi ideologis ke orientasi pragmatis.
		Pertengahan tahun 1970-an ketika Golkar memulai kegiatannya, Presiden Soeharto membuat aturan pemerintah diperbolehkan mengangkat anggota parlemen berjumlah 100 dari 460 anggota parlemen. Anggota parlemen yang tidak melalui pemilihan umum itu dimaksudkan untuk mewakili ABRI dan kelompok Non Partai.[footnoteRef:180] Meskipun hasil Pemilu Golkar meraih 131 kursi tetapi dengan tambahan 100 orang yang diangkat itu membuat Golkar menjadi mayoritas, dan tanpa pengangkatan pun sebenarnya Golkar sudah mayoritas karena meraih 62,8% suara dalam pemilu 1971.[footnoteRef:181] [180:  Redi Panuju, Oposisi Demokrasi dan Kemakmuran Rakyat, (Yogyakarta: Pustaka  Book Publisher, 2009), hlm. 37.]  [181:  Ibid. hlm. 38.] 

		Golkar telah berkembang menjadi sebuah partai yang hegemonik, yang meskipun dirinya sendiri tidak mau disebut sebagai partai politik. Sebagai partai hegemonik, Golkar memiliki keunikan, yakni bukan partai kader dan partai massa. Ini karena partai hegemonic tidak diciptakan dan dikembangkan oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat sebagaimana partai massa dan partai kader tetapi di bangun oleh pemerintah.[footnoteRef:182] Dalam praktiknya partai hegemonic memiliki massa yang besar sebagaimana partai massa, tetapi anehnya juga memiliki anggota yang berasal dari kalangan elit sebagaimana biasa terdapat dalam partai kader. Namun, berbeda dengan kedua partai massa dan kader, partai hegemonik ini memiliki faksi-faksi dalam tubuhnya yang terdiri dari faksi militer dan birokrasi.[footnoteRef:183] Kedua faksi inilah secara bersamaan berfungsi sebagai Politburo yang mengontrol kebijakan-kebijakan partai politik. [182:  Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2007), hlm. 30.]  [183:  Ibid.] 

		Otoritarianisme politik yang dikontekskan oleh Orde Baru telah membuat sistem politik tidak lagi responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, digelintirkan oleh segelintir elite politik dan ekonomi. Sistem politik yang dibangun di jaman orde baru diorientasikan untuk pelanggengan kekuasaan Soeharto. Kemandulan sistem politik juga dapat dilihat dari tidak adanya mekanisme checks and balances terhadap lembaga negara.
		Bergerak dibawah gagasan developmentalisme dan kebutuhan stabilitas keamanan bagi pembangunan, cacat bawaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara perlahan dimanfaatkan dan dijaga dengan baik oleh Soeharto melalui pensakralan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga siapa saja yang mengkeritik atau berniat mengubahnya, diancam dengan tindak pidana subversi.[footnoteRef:184] [184:  Firdaus, Pertanggungjawaban Presiden Dalam	Op.cit., hlm. 46.] 

		Menurut Jimly Asshiddiqie, pada masa Orde Baru konsolidasi kekuasaan terpusat dan siklus kekuasaan mengalami stagnanisasi yang statis karena pucuk pimpinan pemerintahan tidak mengalami pergantian selama 32 Tahun, akibatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami proses sakralisasi yang irasional selama kurun waktu Orde Baru itu.[footnoteRef:185] [185:  Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Op.cit., hlm. 50.] 

		Menurut Firdaus[footnoteRef:186] bahwa: [186:  Firdaus, Pertanggungjawaban Presiden dalam	Loc.cit.
] 

“Krisis multidimensi di akhir Tahun 1997 dan 1998 secara dramatis mendeligitimasi Pemerintah dan memaksa Soeharto turun dari kursi Presiden. Suatu peristiwa bersejarah bagi lahirnya reformasi yang menghendaki penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Atas dasar itu, momen reformasi menjadi pendobrak bagi penataan lembaga negara melalui amandemen UUD 1945 dalam rangka perwujudan kedaulatan rakyat dan demokrasi berdasarkan pancasila. Beberapa identitas yang mengemukakan dalam demokrasi pancasila dalam masa reformasi antara lain: pertama, amandemen UUD 1945 yang beroroentasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan demokrasi; kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD 1945; ketiga, pertisipasi politik yang tinggi bagi penentuan dan pengisian pejabat-pejabat public khususnya lembaga eksekutif, dan eksekutif; keempat, pembatasan masa jabatan pejabat- pejabat publik; kelima, prinsip responsibilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan negara.

	Kegagalan pemerintahan Soeharto menjaga stabilitas mata uang (rupiah) terhadap mata uang asing menyebabkan guncangan berat bagi masyarakat dan krisis moneter yang melanda Indonesia pertengahan 1997. Krisis ini kemudian membuat tekanan kepada masyarakat semakin berkembang. Sehingga implikasi krisis ekonomi dan moneter serta kegagalan pemerintah soeharto dalam merespon dan mengatasi krisis tersebut menjadikan legitimasi pemerintahan soeharto hancur.
	Keadaan yang sedemikian membuat suasana politik Indonesia di akhir tahun 1998 tidak stabil, lapisan masyarakat menuntut untuk mengadakan reformasi di setiap bidang. Hingga akhirnya Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 yang kemudian digantikan oleh B.J.Habibie sebagai presiden yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden.
	
c. 19 Oktober 1999 sampai dengan Sekarang
Dibawah tekanan politik, B.J. Habibie mengambil langkah-langkah strategis untuk melaksanakan tuntutan reformasi dari berbagai kalangan, yakni:
1. Mendorong di lakukannya sidang umum MPR untuk menentukan jadwal Pemilu 1999;
2. Mendukung reformasi Pemilu 1999;
3. Meliberalisasi kebebasan Pers dan kebebasan berekspresi;
4. Membebaskan para tahanan politik;
5. Melaksanakan pemilihan umum 1999;
Perubahan dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, baru terjadi setelah Bangsa Indonesia memasuki Reformasi pada Tahun 1998, yaitu setelah Presiden Soeharto berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J.Habibie, barulah pada Tahun 1999 dapat diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana mestinya.[footnoteRef:187] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami empat kali perubahan, yaitu perubahan pertama pada Tahun 1999, perubahan kedua Tahun 2001, perubahan ketiga Tahun 2001, dan perubahan keempat Tahun 2002[footnoteRef:188] [187:  Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia, Op.cit,hlm.52.]  [188:  Ibid,Hlm.58] 

Perubahan UUD 1945 sebenarnya selain merupakan manifestasi dari gerakan reformasi adalah hal yang seharusnya dilakukan melihat banyaknya kelemahan UUD 1945 dan juga sifatnya yang sementara jika dilihat dari historis pembuatannya. Kelemahan tersebut dapat dilihat dari kewenangan eksekutif yang terlalu besar (executive heavy) dan kurangnya checks and balances, materi muatannya yang masih umum sehingga multi tafsir. Perubahan paradigma tersebut terjadi pada amandemen ketiga dan keempat yang mengubah secara fundamental sistem pemerintahan yang berimplikasi pada kedudukan MPR dan asas kedaulatan rakyat.
Selain perubahan UUD 1945 yang menjadi agenda reformasi, MPR juga melakukan revisi terhadap Ketetapan MPR mengenai pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi. MPR kemudian mengeluarkan TAP MPR No. XIII/ MPR/ 1998.[footnoteRef:189] Ketetapan tersebut mengakhiri perdebatan penafsiran ganda terhadap Pasal 7 UUD 1945 bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun sekali dan sesudahnya dapat dipilih kembali. MPR juga kemudian melakukan perbaikan TAP MPR No. II/MPR/1973 karena dianggap tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan demokrasi. Perubahan tersebut dilakukan dengan pengesahan TAP MPR No. VI/MPR/1999 tentang tata cara pencalonan dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. [189:  TAP MPR No. XIII Tahun 1998 mengubah Interpretasi Pasal 7 UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 1 TAP MPR tersebut menyebut bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.] 

Agar Pemilu 1999 terlaksana, secara hukum MPR dituntut untuk menggelar sebuah sidang istimewa untuk mengubah ketetapan MPR yang berlaku saat itu, yang menyatakan bahwa pemilihan umum berikutnya harus dilaksanakan tahun 2002.[footnoteRef:190] Konsekuensinya sidang istimewa kemudian diadakan di bulan November 1998.[footnoteRef:191] [190:  Deny Indrayana, Amandemen UUD 1945…….Op.Cit. hlm. 170.]  [191:  Sidang Istimewa MPR di tahun 1998 menghasilkan dua belas TAP MPR. Tiga diantaranya merupakan embrio reformasi konstitusi yang berlangsung kemudian, yakni TAP MPR No. VIII tahun 1998 tentang Pencabutan TAP MPR No. IV tahun 1983 tentang Referendum; TAP MPR No. XIII tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; dan TAP MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia.
] 

Masa pemerintahan transisi B.J.Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto tidak bertahan lama (23 Maret 1999 sampai 23 Oktober 1999), yang kemudian setelah diadakan Sidang Umum MPR 1999 membawa lembaran baru dengan tidak menerima laporan pertanggungjawab B.J.Habibie melalui pengambilan keputusan suara terbanyak dengan alasan Presiden B.J. Habibie tidak dapat mempertahankan Wilayah Timor-Timor hingga membentuk negara sendiri. Dengan Keputusan SU MPR 1999 telah menutup pintu kursi Presiden selanjutnya kepada B.J.Habibie, karena secara moral tidak mungkin lagi B.J.Habibie maju untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden selanjutnya.
Semangat Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 baru dapat dilaksanakan pada Pemilihan Presiden tahun 1999. Dalam pemilihan tahun 1999 tersebut   muncul 3 pasangan calon, sehingga penentuan presiden dilakukan dengan suara terbanyak. Ini dapat dikatakan pemilihan Presiden Indonesia yang demokratis dibandingkan dengan pemilihan presiden sebelumnya. Meskipun demikian, hasil dari pemilihan presiden tahun 1999 membawa kenyataan pahit bagi partai pemenang pemilu (PDI- Perjuangan) yang ternyata gagal menempatkan Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden setelah B.J.Habibie. Kursi Presiden ternyata jatuh ketangan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari Partai yang bukan pemenang pemilu.
Hal tersebut diatas mengisyaratkan bahwa pemilu tahun 1999 yang seharusnya menjadi pemilu demokratis dibandingkan pemilu sebelumnya menjadi potret buram Pemilu Indonesia. Kegagalan Megawati menjadi Presiden pada Sidang Umum MPR tahun 1999 memberikan “kesadaran baru” bahwa sistem perwakilan dalam pengisian Presiden memberikan peluang yang sangat besar kepada kekuatan politik di MPR untuk menghianati keinginan sebagian besar rakyat Indonesia.[footnoteRef:192] Kemenangan partai PDI-Perjuangan di pemilu 1999 dapat berarti sebagaian besar rakyat Indonesia telah mendaulat Megawati untuk memimpin Indonesia. tetapi karena adanya pertimbangan-pertimbangan politik sesaat hasil pemilihan Presiden pada tahun 1999 menjadi sebuah ironi politik dalam proses pertumbuhan demokrasi di Indonesia.[footnoteRef:193] [192:  Saldi Isra, Reformasi Hukum Tata Negara	Op.Cit. hlm. 118.]  [193:  Ibid.] 

Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh K.H.Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden merupakan pemerintahan kedua setelah Era Reformasi bergulir tahun 1998. Sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi masih bersifat sistem presidensial akan tetapi dengan memiliki warna tersendiri. Sebagian Ahli Tata Negara menyebutnya dengan sistem pemerintahan kuasi presidensial.
Deny Indrayana[footnoteRef:194] menyebutkan bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh K.H.Abdurrahman Wahid sebagai presiden merupakan sebuah bentuk presiden yang sial. Secara moral, menurut Deny, Presiden Gus Dur berjiwa Demokrat, sangat dekat dan bahkan sering bersenda gurau dengan tuhan, apalagi rakyat serta hanya dapat bertahan dalam hitungan hari. [194:  Deny Indrayana, Mendesain Presidensial yang Efektif,…..Op.Cit. hlm. 16.] 

Kabinet yang dibentuk oleh Gus Dur sudah dengan cara koalisi antara partai- partai politik seperti PDI-P, PAN, Golkar, PPP dan, akan tetapi kemudian terjadi perbedaaan pandangan dengan partai-partai tersebut mengenai beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Gus Dur, sehingga pada waktu impeachment dilakukan, maka partai pendukung pemerintah juga ikut terlibat.
Selama Presiden K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) berkuasa, hampir selama Sembilan bulan (November-Agustus 1999) didominasi oleh konfrontasi antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR.[footnoteRef:195] Bertambahnya kekuasaan DPR setelah perubahan pertama UUD 1945 merupakan salah satu penyebab terjadinya konflik tersebut. [195:  Deny Indrayana, Amandemen UUD 1945	Op.Cit. hlm. 202.
] 



Di dalam Sidang Umum MPR tahun 2000 terjadi situasi ketegangan politik, sebagai Presiden sial yang hanya mendapatkan dukungan minoritas di DPR, Gus Dur membentuk kabinet dengan tujuan untuk mengamankan pemerintahannya. Pada bulan November 1999, Gus Dur memecat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial ‘Hamzah Haz’ yang juga Ketua Umum PPP. Di akhir Januari 2000, Gus Dur mencopot Wiranto dari Menteri Koodinator Bidang Pertahanan dan Keamanan. April 2000, Gus Dur juga mengambil kebijakan untuk mengganti Laksamana Sukardi dan Jusuf Kalla yang masing-masing dari Partai PDI-P dan Golkar.
Kebijakan Gus Dur dalam menangani kabinet yang dibentuknya membuat pengaruh yang buruk bagi hubungan Partai PKB dengan Partai-Partai mayoritas di Parlemen. Sehingga pemecatan tokoh dari masing-masing partai merupakan salah satu alasan terjadinya konfrontasi di DPR waktu itu. Suasana politik yang pro dan kontra berlanjut dengan parlemen jalanan (demontrasi/unjuk rasa) dari berbagai kelompok masyarakat. Keadaan tersebut berlanjut hingga ke Sidang Istimewa MPR. 
Penggulingan kekuasaan Presiden K.H.Abdurrahman Wahid di jatuhkan dari kursi kepresidenan sehubungan dengan Kasus Bullogate dan Bruneigate dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tanggal 23 Juli 2001. Presiden Abdurrahman Wahid dinilai telah melakukan pelanggaran hukum dan konstitusi, para anggota DPR kemudian mengajukan usulan memorandum yang memang diatur oleh TAP MPR Nomor III/ MPR/1978.
Memorandum kepada presiden itu untuk meminta keterangan dalam kasus Buloggate dan Bruneigate. Keterangan yang disampaikan oleh presiden dalam memorandum pertama ditolak oleh mayoritas anggota DPR yang berakibat harus dilakukan memorandum kedua. Namun pada memorandum kedua ini keterangan presiden tetap ditolak oleh mayoritas anggota DPR. Dalam situasi yang seperti itu, konflik politik antara presiden dan DPR menjadi tajam. Dalam posisi politik yang semakin terjepit dan kelanjutan kekuasaannya terancam, Presiden Abdurrahman Wahid pun lalu mengambil langkah politik mengeluarkan Dekrit.


Presiden yang menyatakan membubarkan parlemen dan akan segera melakukan pemilihan umum. Langkah politik presiden itu dibalas oleh mayoritas anggota DPR dengan tidak mengakui Dekrit Presiden tersebut dan kemudian melakukan memorandum ketiga yang dipercepat dengan agenda mencabut mandat terhadap presiden (impeachment).
Pengalaman impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid memang telah dilandasi aturan yang sedikit lebih maju dibandingkan impeachment yang dilakukan terhadap Presiden Soekarno. Impeachment terhadap Presiden Soekarno hanya berdasarkan bahwa menurut UUD 1945 lembaga MPRS memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan Presiden dan MPRS dapat setiap saat memberhentikan Presiden manakala Presiden dinilai telah melakukan penyimpangan atau tidak memenuhi syarat lagi.
Sementara impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid telah ada ketentuan mengenai proses memorandum sebanyak tiga tahapan sebelum dapat dilakukan impeachment terhadap presiden. Ketentuan proses impeachment ini diatur dalam Ketetapan MPR Nomor IX Tahun 1978. Namun dalam kenyataannya ketentuan ini pun tidak sepenuhnya ditaati oleh anggota MPR ketika melakukan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Sebab, mayoritas anggota MPR menafsirkan bahwa MPR dapat melakukan Memorandum yang dipercepat ketika ada keadaan yang memaksa.
Menurut Deny Indrayana, terdapat beberapa alasan yang membuat Gus Dur termasuk kedalam Presiden yang sial, diantaranya:[footnoteRef:196] [196:  Deny Indrayana, Mendesain Presidensial Yang efektif,…..Loc.Cit.
] 

1. Melemahnya jaminan kekuasaan di tingkat konstitusi;
2. Menguatnya kontrol parlemen;
3. Minimnya kekuasaan atau dukungan partisan, sebagai konsekuensi hadirnya sistem multi partai yang tidak sederhana.
4. Di era pemerintahan Gus Dur, Amandemen pertama dan kedua UUD 1945 dilakukan, dimana pasca amandemen ini, desain konstitusi yang muncul adalah presiden yang bagai macan ompong.
Pemerintahan K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang berakhir dengan impeachment MPR sebelum masa jabatannya usai, kemudian digantikan oleh Megawati Soekarno Putri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil presiden. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 UUD 1945. Terpilihnya Megawati sebagai presiden Republik Indonesia, selain dari pada dasar ketentuan Pasal 8 UUD 1945, sidang Istimewa MPR tahun 2001 sepenuhnya mendukung Megawati menjadi Presiden.
Pada masa pemerintahan Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia, terdapat beberapa kebijakan politik yang dilaksanakan oleh Megawati, diantaranya adalah mendesak MPR untuk melaksanakan amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat, menjelmakan pemilihan Kepala Daerah melalui mekanisme pemilihan umum, pemilihan Presiden secara langsung, kebijakan untuk mengakui hak dipilih bagi keturunan Angkatan 65 yang terlibat Peristiwa PKI dalam Pemilihan Umum, Penetapan Darurat Militer dan Sipil di Aceh.
Pada pemerintahan Megawati, tidak terjadi manufer politik diantara partai pendukung pemerintah. Megawati dalam membentuk kabinet juga berkoalisi dengan partai-partai lain, sehingga dalam menjalankan pemerintahan serta hubungan dengan legislatif berjalan dengan baik. Di masa Megawati menjalankan pemerintahan, penguatan sistem presidensial dilakukan melalui desakan amandemen UUD 1945 yang ketiga dan keempat.
 Selama empat kali perubahan UUD 1945 (1999-2002), purifikasi sistem pemerintahan presidensial Indonesia dilakukan dengan beberapa bentuk, diantaranya:[footnoteRef:197] [197:  Saldi Isra, Pergeseran Fungsi Legislasi…..Op.Cit. hlm. 63.
] 

(i) Mengubah proses pemilihan presiden dan wakil presiden dari pemilihan dengan sistem perwakilan (mekanisme pemilihan di MPR) menjadi pemilihan secara langsung; Membatasi periodesasi masa jabatan presiden/wakil presiden;
(ii) Memperjelas mekanisme pemakzulan (impeachment) Presiden dan Wakil Presiden;
(iii) Adanya larangan bagi Presiden untuk membubarkan DPR;
(iv) Memperbaharui mekanisme pengujian undang-undang;
Pemerintahan Megawati tidak bertahan sampai dengan pemilihan Presiden ditahun 2004. Pada Pemilu tahun 2004, merupakan Pemilu langsung untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah reformasi. Pada Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik dengan berbagai latar belakang politik dan ideologi. Partai Golkar merupakan pemenang dalam Pemilu 2004 mengalahkan PDI-P yang dianggap mewakili rezim pembaruan pasca reformasi.
Ditengah peta politik yang mulai bergeser, tema politik Megawati dan PDI-P yang semestinya mampu memberikan harapan kepada masyarakat luas lewat jargon wong ciliknya ternyata belum mampu terbukti memberikan perubahan yang berarti. Pemerintahan Megawati dianggap gagal oleh sebagian masyarakat Indonesia, sehingga pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden masyarakat tidak lagi memilih Megawati untuk memimpin Indonesia. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004 berlangsung dua putaran, yakni antara pasangan Megawati dan Hasyim Muzadi dengan Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jusuf Kalla.
Pada Pemilu Presiden 2004 putaran kedua, ada kesan kuat poros tengah penyelamat bangsa memiliki agenda politik untuk menahan bergabungnya partai politik Golkar dengan PDI-P dalam proses pemilihan presiden. Anggapan Megawati gagal dalam menjalankan amanah sebagai mandataris MPR membuat elite politik islam mencari figur alternatif, yang kemudian menjadikan SBY sebagai figur bagi kaum elite poltik islam.
Melalui paket undang-undang politik, sistem presidensial mulai diterapkan menggantikan sistem demokrasi parlementer, sistem tersebut dapat dilihat dengan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Dengan perubahan sistem pemilu, membawa juga perubahan arah politik masing-masing partai politik yang menjadikan orientasi untuk memenangkan pemilihan presiden dan wakil presiden.
Kemenangan SBY dan Jusuf Kalla, yang merupakan pasangan yang tidak diunggulkan merupakan salah satu bentuk perubahan dalam perilaku politik di Indonesia, dimana tidak lagi terjadi hubungan yang positif antara pemilih yang berkarakter ideologis dan pilihan politik yang mewakili pilihan rasional dan pragmatis dari pemilih.[footnoteRef:198] Kemenangan SBY di tahun 2004 yang dinilai melampaui pakem politik Indonesia ini kemudian menempatkan sejarah politik Indonesia kedalam sebuah babak baru politik Indonesia. [198:  Firmansyah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010) hlm. 106.
] 

Pemerintahan SBY dan JK merupakan pemerintahan pertama produk Pemilu demokratis di Indonesia melalui pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Hal tersebut juga merupakan bagian dari pelembagaan sistem presidensial murni yang diterapkan dalam realitas politik sistem multi partai dengan karakteristik koalisi partai politik dalam menjalankan roda pemerintahan. 
Pemerintahan SBY dan JK membentuk Kabinet Indonesia Bersatu melalui proses dan kepentingan politik masing-masing partai pendukung hingga menjadikan Kabinet Indonesia Bersatu merupakan Kabinet koalisi partai politik pendukung pemerintah. Partai Demokrat sebagai partai pengusung SBY dan JK memiliki suara minoritas di parlemen hanya 55 kursi membuat pertimbangan politik SBY dan JK untuk membangun kabinet koalisi. Walaupun sistem presidensial murni yang diterapkan di Indonesia melalui mekanisme pemilu langsung, tetapi dalam praktik pemerintahan tetap dijalankan dengan kompromi politik sebagaimana yang dijalankan dalam sistem demokrasi parlementer.
Kabinet Indonesia Bersatu didukung kursi DPR dari Partai Demokrat (55), Golkar (128), PPP (58), PAN (53), PKB (52), PKS (45), dan PBB (11). Itu artinya koalisi dan kabinet sekarang sudah membentuk 402 dukungan, atau hampir 75% jumlah kursi di DPR – meski patut dicatat dukungan PKB yang terpecah memang tidaklah utuh. Namun tetap saja hitung-hitungan tersebut menunjukkan bahwa koalisi yang dibentuk Presiden Yudhoyono adalah koalisi dan kabinet yang kedodoran (oversized coalition). Tidak mengherankan relasinya dengan parlemen sangat kolutif. Artinya, DPR amat jarang bersikap kritis terhadap presiden.[footnoteRef:199] [199:  Deny Indrayana, Mendesain Presiden yang Efektif…….Op.Cit,. hlm. 19.
] 

Posisi pemerintahan SBY dan JK secara politis kuat karena dijamin oleh Konstitusi. Prinsip normatif sistem presidensial dalam konstitusi memberikan kekuasaan prerogratif kepada presiden SBY termasuk kedalam hal pengangkatan dan pemberhentian menteri dan para pejabat negara. Hanya saja, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan SBY-JK tetap mengakomodir kepentingan partai politik pendukung pemerintahan melalui pengisian Kabinet Indonesia Bersatu.
Presiden SBY mengandalkan cara-cara praktis melalui pembagian jatah kabinet bagi partai-partai. Implikasinya, Presiden mengalami dilema, satu sisi kebutuhan memperoleh dukungan partai di parlemen untuk stabilitas pemerintahan, di sisi lain presiden SBY juga berkepentingan memiliki kabinet yang profesioanal dan memiliki menteri yang loyal.[footnoteRef:200] Pilihan untuk membentuk kabinet koalisi oleh Presiden SBY merupakan sebuah pilihan yang sulit dihindari dalam sistem multipartai yang sedang berlangsung di Indonesia. [200:  Hanta Yuda AR, Presidensialisme Setengah Hati…, Op.Cit. hlm. 204.] 

Konfigurasi politik yang dibentuk oleh pemerintahan SBY-JK terdiri dari 36 menteri dan pejabat setingkat menteri, 34 kementerian negara, dan dua jabatan setingkat menteri, yaitu Jaksa Agung dan Sekretaris Negara. Masing-masing menteri berasal dari partai pendukung pemerintah, diantaranya Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai PPP, PAN, PKB, PKS, PBB, dan PKPI. Posisi PPP, PAN, PKB, dan PKS merupakan penentu stabilitas pemerintahan, sedangkan Golkar merupakan partai yang belakangan masuk dalam komposisi koalisi setelah Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Umum Golkar pada Rampimnas di Tahun 2005.
Koalisi yang dibangun oleh Pemerintahan SBY-JK dengan partai-partai politik di parlemen mengalami pasang surut sesuai dengan isu politik yang terjadi. Dalam setiap rapat paripurna, Peta koalisipun sering berubah. Pada awalnya, pemerintahan   SBY-JK,   Konfigurasi   DPR   didominasi   oleh   kekuatan   koalisi kebangsaan.[footnoteRef:201] Koalisi Kebangsaan ini menguasai lebih dari separuh kursi di DPR yang ditopang kekuatan dua partai besar yakni PDI-P dan Golkar. Partai yang tergabung dalam koalisi kebangsaan di parlemen memposisikan diri sebagai oposisi di awal-awal pemerintahan SBY-JK. Hal tersebut tidak bertahan lama, karena beberapa partai yang tergabung di koalisi kebangsaan di parlemen berbalik mendukung pemerintah, seperti PPP dan Golkar yang kemudian mendukung pemerintah. [201:  Ibid. hlm. 176.] 

Di Parlemen, hubungan DPR dengan Presiden pasca koalisi kebangsaan pecah menimbulkan keinstabilan politik. Hal tersebut disebabkan karena kekuataan politik pada barisan pendukung pemerintah di parlemen lebih dari 70 persen kursi di DPR yaitu fraksi partai Golkar, F-PPP, F-Partai Demokrat, F-PAN, F-PKB, F-PKS, F- Bintang Pelopor Demokrasi. Secara kuantitas seharusnya koalisi parpol pendukung pemerintah mencerminkan hubungan yang stabil antara DPR dan Pemerintah akantetapi hal tersebut tidak berjalan karena koalisi yang dibangun sangat rapuh dan lemah.
Beberapa hal yang menyebabkan keadaan koalisi rapuh dan lemah, diantaranya adalah koalisi yang dibangun oleh pemerintah bersama-sama parpol di parlemen cukup besar sehingga melemahkan pemerintah untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan partai atau kepentingan masyarkat. Yang kedua, karakter partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah SBY-JK memiliki karekter ganda, kader partai yang berada di kabinet mendukung pemerintah akan tetapi di parlemen, partai kembali menjalankan perannya sebagai oposisi. Hal tersebut diperlihatkan oleh Partai yakni PAN, PKB, PKS dan PPP.
Implikasi dari konfigurasi politik seperti itu menyebabkan parlemen sering kali mengajukan hak angket maupun hak interpelasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal tersebut bertujuan untuk menaikan bargaining politik dengan presiden. Tetapi, karakter partai politik yang pragmatis dan opurtunis dalam berkoalisi menyebabkan hak angket dan interpeleasi terhenti di tengah jalan akibat kompromi politik.
Beberapa hak angket yang kemudian berlanjut kepada pembentukan Panitia Khusus diantaranya adalah penjualan Tangker Pertamina di tahun 2005, angket terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dan Kredit Likuiditas Bank Indonesia, angket terhadap kenaikan Harga BBM di tahun 2008 dan angket Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif ditahun 2009.
Di akhir Era Pemerintahan SBY-JK, koalisi yang dibangun semakin menunjukkan kerapuhannya. Terlebih ketika, Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Partai Golkar. Perbedaaan kepentingan antara presiden dan wakil presiden semakin terlihat, SBY sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat memiliki tanggungjawab membesarkan Partai Demokrat. Hal senada juga terjadi kepada Jusuf Kalla yang memiliki agenda politik Partai Golkar untuk menjadi pemenang di Pemilu 2009.
Di parlemen, Golkar sebagai partai yang di pimpin oleh Jusuf Kalla memiliki suara mayoritas sekitar 23 persen, sedangkan Partai Demokrat sebagai partai SBY hanya sekitar 10 persen suara di DPR. Hal tersebut menunjukkan bahwa posisi tawar JK sebagai wakil presiden yang dapat menjaga stabilitas koalisi baik di pemerintahan maupun di parlemen lebih besar dibandingkan dengan SBY.
 Disharmonasasi antara Presiden dan Wakil Presiden terjadi secara terselubung hingga menimbulkan keretakan di internal pemerintahan itu sendiri (antara Presiden dan Wakil Presiden sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan). Hal tersebut dapat dilihat ketika Presiden SBY berada di Amerika Serikat untuk menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi PBB, SBY mengadakan Rapat Kabinet melalui telekonfrensi. Rapat ini dipimpin oleh SBY sendiri di New York Amerika serikat sedangkan menteri-menteri di Jakarta. Hal tersebut menunjukkan ketidakpercayaan SBY kepada JK sebagai Wakil Presiden untuk memimpin Rapat Kabinet dan mengambil keputusan. Padahal, sebelum SBY berangkat ke Amerika serikat, SBY sudah menandatangi surat resmi yang menunjukkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk memimpin dan menjalankan tugas pemerintahan selama Presiden berada di luar negeri. Dan pada waktu rapat tersebut, JK tidak hadir. Hal tersebut menunjukkan ketidakharmonisan hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden.
Berkait dengan konfigurasi kabinet dan koalisi yang dibentuk oleh SBY san JK, saat itu terjadii polemik tentang Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R) yang sempat terjadi beberapa waktu lalu. Sebenarnya, tidak ada keraguan, Presiden Yudhoyono mempunyai kewenangan konstitusional untuk membentuk UKP3R. Jangankan membuat UKP3R di lingkungan kepresidenan, Presiden berhak untuk setiap saat mengangkat dan memberhentikan menteri, yang levelnya justru berada di atas para personil UKP3R. UUD 1945 secara tegas mengatur, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sedangkan dalam menjalankan kekuasaan eksekutif tersebut, posisi Wakil Presiden hanyalah sebagai pembantu presiden. Selanjutnya, konstitusi menegaskan Presiden bukan Wakil Presiden berwenang membentuk Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang. Jadi jelas adalah hak prerogatif Presiden sebagai chief of executive untuk menyusun unit yang mendukung kerja-kerja kepresidenannya, termasuk UKP3R.[footnoteRef:202] [202:  Deny Indrayana, Mendesain Presiden yang Efektif…….Op.Cit.hlm. 20.] 

Polemik UKP3R secara kasat mata menunjukkan posisi tawar Presiden Yudhoyono sedang diuji berhadapan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Deny Indrayana, Ada dua faktor utama yang menyebabkan kewenangan Yudhoyono menjadi lebih terbatas: pertama, constitutional power yang lebih terkontrol dan yang kedua, partisant power yang lebih rentan. Secara konstitusi, Presiden pasca perubahan UUD 1945 relatif lebih dikontrol oleh parlemen. DPR saat ini jelas lebih mempunyai gigi dibandingkan di masa Presiden Soeharto. Meski mendapatkan legitimasi kuat melalui pemilihan langsung oleh rakyat, Presiden tidak lagi mampu merekayasa anggota parlemen. Karena semua anggota DPR pun seluruhnya dipilih langsung oleh rakyat pula.[footnoteRef:203] [203:  Ibid, Hlm,21.] 

Partai Golkar sebagai partai yang memiliki kedekatan hubungan dengan JK mengindikasikan menolak unit kerja tersebut, dengan alasan yang pertama, pembentukan TIM ini tanpa melibatkan wewenang Wapres. Kedua, efektivitas kerja UKP3R yang berpotensi memotong wewenang Wapres terutama dalam bidang ekonomi. Ketiga, Figur Marsilam yang sulit diterima oleh Partai Golkar.[footnoteRef:204] [204:  Zaenal A Budiyono, Demokrasi Bukan Basa-Basi; Langkah SBY Mengawal Demokrasi dan 
Mengembalikan Indonesia ke Orbit Dunia, ( Jakarta: DCSC Publishing, 2008), hlm. 209.] 

Pada tahun 2006 misalnya, muncul isu “matahari kembar” yang menggambarkan persaiangan SBY dan JK. Lalu ada juga wacana “super wapres” yang melihat menonjolnya peran JK. Bahkan setelah itu juga ada wacana perdana menteri untuk mengakomodasi peran besar JK.[footnoteRef:205] Situasi demikian tidak berubah hingga tahun 2009, dimana antara pasangan SBY-JK tidak lagi maju bersama sebagai pasangan calon dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009. [205:  Ibid. Hlm.255-256.
] 

Pada pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, di ikuti oleh oleh beberapa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diantaranya pasangan SBY-Boediono yang diusung oleh Partai Demokrat dan beberapa partai koalisi, Megawati-Prabowo diusung oleh PDI-P dan Partai Gerindra, Jusuf Kalla-wiranto yang diusung oleh partai Golkar dan Hanura. Hasil dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung dimenangkan oleh pasangan SBY-Boediono dengan hanya sekali putaran. Dengan keaadaan tersebut, jelas terlihat bahwa rakyat Indonesia masih melegetimasi SBY untuk memimpin Indonesia.
Kepemimpin SBY-Boediono ini merupakan era kedua bagi SBY sendiri, dan merupakan era terakhir untuk memimpin Indonesia, karena konstitusi hanya mengamanatkan hanya dua periode bagi seorang presiden dan wakil presiden untuk memegang jabatan tersebut hanya untuk jabatan yang sama.[footnoteRef:206] Pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2009, SBY-Boediono tetap di dukung oleh koalisi partai politik di parlemen dengan suara mayoritas. Partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan SBY-Boediono memiliki suara sekitar 20 persen di parlemen, ditambah dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera, PKB, PPP, PAN, dan Partai Golkar yang sebelumnya belum menentukan sikap kemudian tetap menjadi partai pendukung pemerintah, bahkan koalisi ini kemudian membentuk Sekretariat Bersama Koalisi. Sekretariat koalisi ini bertujuan untuk mengkoordinasi partai-partai koalisi dalam mendukung kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini memperlihatkan mekanisme pemerintahan presidensial Indonesia secara teorinya berbentuk presidensial akantetapi dalam praktiknya tidak dapat meninggalkan karakteristik sistem pemerintahan parlementer. [206:  lihat Pasal 7 UUD 1945.
] 

Pemerintahan SBY-Boediono dalam hal pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini masih tetap dengan Kabinet Koalisi. Pengisian jabatan menteri selain aspek professionalitasnya, aspek kepentingan politik para partai pendukung pemerintah, tetap dijadikan faktor utama. Pemerintahan SBY- Boediono yang didukung oleh koalisi partai politik di parlemen tidak serta merta menjadikan pemerintahan SBY-Boediono dapat dengan tenang menjalankan tugasnya.
Beberapa Partai koalisi yang dibentuk oleh SBY untuk mengamankan posisi pemerintahannya seperti partai Golkar dan PKS, pada Kasus Angket Bank Century yang terjadi 2010 lalu merupakan partai yang berstatus partai koalisi pemerintah. Tetapi di parlemen, Partai Golkar dan PKS merupakan partai yang mengusulkan hak angket tersebut. Disitu dapat dilihat, masih rapuhnya koalisi yang dibangun pemerintahan SBY jilid II ini. Hal tersebut menyebabkan situasi politik nasional yang memanas saat itu.
Partai Golkar melalui ketua umumnya Abu Rizal Bakrie pernah menyatakan bahwa Golkar merupakan partai koalisi tetapi walaupun sebagai partai koalisi Golkar tetap kritis terhadap pemerintah. Hal tersebut membuat keadaan semakin tidak jelas, harusnya partai oposisi sebagai partai pendukung pemerintah tetap komitmen terhadap kebijakan pemerintah bukan sebaliknya mengkritisi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Disini terlihat, keadaan arah politik partai di Indonesia masih berorientasi ganda, masih mencari titik aman, baik untuk mengamankan posisi-posisi strategis di pemerintahan maupun citra partai di masyarakat.
Lain halnya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai koalisi, masih setengah hati untuk mendukung pemerintah. Di satu sisi, kader-kader PKS banyak yang menentang kebijakan pemerintah, tetapi disisi lain, PKS tetap menempatkan kadernya sebagai Menteri di Kabinet SBY jilid II ini. Hal tersebut menunjukkan kalau PKS masih berdiri di dua kaki dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan politiknya.
Pecahnya koalisi antara Partai Demokrat dengan beberapa partai koalisi yakni Golkar dengan PKS sudah berawal dari Kasus Bank Century dan Kasus Mafia Pajak. Sikap politik Golkar dan PKS sebagai partai pendukung koalisi berbeda dengan Partai Demokrat. PKS mengusulkan bahwa Hak Angket Bank Century dan Mafia Pajak yang diusulkan di DPR merupakan proses politik, lain halnya dengan proses hukum. PKS menginginkan bahwa proses hukum tetap harus dilaksanakan sejalan dengan proses politik. Hal tersebut menyebabkan Partai Demokrat seperti kepanasan, karena ada beberapa kader dari Partai Demokrat yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut.
Sampai di tahun 2011 ini, polemik koalisi partai di pemerintahan SBY- Boediono masih berlangsung.. Pola koalisi yang dimainkan oleh partai-partai politik pendukung Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II ini dengan pola koalisi yang pragmatis sesuai dengan kebutuhan/kepentingan partai. Koalisi yang dibangun SBY seperti telah menjadi bola panas yang kapan saja siap menghantam pemerintahannya dan kepentingan partainya. 

Kasus yang hangat sekarang ini terjadi di Partai Demokrat sebagai partai pengusung SBY sebagai Presiden di 2009 yang lalu sepertinya telah menjadi polemik tersendiri di tubuh Partai Demokrat. pencitraaan yang dibangun oleh Demokrat dan SBY seperti harus terkikis karena perbuatan kader partai yang terindikasi melakukan pelanggaran hukum. akan tetapi, Partai Demokrat bergerak cepat untuk mengantisipasi kemungkinan suara rakyat menjustifikasi partai karena hal tersebut, Nazaruddin kemudian diberhentikan sebagai Bendahara Partai Demokrat. Hal tersebut merupakan strategi politik partai yang tidak ingin merusak citra partai dimata  masyarakat.
Permasalahan lain muncul ketika Kasus Nazaruddin sebagai Kader Demokrat, penindakan kasus tersebut terkesan lamban, KPK sebagai Komisi Independen sepertinya tidak bertindak cepat, seakan ada kepentingan politik yang bermain didalamnya. Seharusnya pemerintah segera memberikan respon agar kasus tersebut dapat diselesaikan menurut hukum yang berlaku bukan semakin menambah ketegangan melalui kepentingan politik partai. Menghadapi arah politik partai koalisi selalu berubah-ubah sesuai dengan kondisi, hal tersebut menyebabkan pemerintahan SBY harus bisa mengkoordinasikan dan membangun komunikasi politik dengan baik agar agenda pemerintahan tidak terganggu karena sikap politik partai.











        BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS

A. Lembaga-Lembaga Presidensial Dalam Negara Republik Indonesia
Sistem Pemerintahan Presidensial Sebagaimana Diatur Dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Sistem pemerintahan setelah masa reformasi dalam upaya menghilangkan kelemahan dalam sistem pemerintahan  presidensial. Terdapat beberapa perubahan dalam sistem Istana Kepresidenan Indonesia pertama: Presidensewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul dari Dewan Perwakilan Rakyat.Sehingga Dewan Perwakilan Rakya tmemiliki kewenangan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung. Kedua:Dewan Perwakilan Rakyat memberikan pertimbangan dan persetujuan pada presiden dalam hal mengangkat pejabat negara. ketiga:Parlemen memiliki kekuasaan lebih besar dalam pembentukan Undang-Undang dan dalam menetapkan besaran anggaran.
Menurut Hans Kelsen the concept of theState Organ dalam bukunya General Theoty of Law and State. Hans Kelsen menyatakan bahwa “Whoreverfulfillsafunction determined by thelegal order is anorgan"[footnoteRef:207] Siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang di tentukan oleh suatu tata-hukum (legalorder) adalah suatu organ.Artinya,organ Negara itu tidak selalu berbentuk organik. Disamping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi,setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut organ, asalkan fungsi-fungsinya itu bersifat menciptakan norma (normcreating) dan bersifat menjalankan norma (normapplying). "Thesefunctions,betheyofanorm-creating or of a norm-applying character,are all ultimately aimed at the execution ofa legal sanction"[footnoteRef:208] [207:  HansKelsen,GeneralTheoryofLawandState,Russell&Russell,New York,1961,hlm.192.]  [208:  Ibid.,] 

Di samping pengertian luas itu, Hans Kelsen juga menguraikan adanya pengertian organ negara dalam arti yang  sempit, yaitu pengertian organ dalam arti materiil. Individu dikatakan organ negara hanya apabila la secara pribadi memiliki kedudukan hukum yang tertentu (..he personally has a speczfic legalposition). Suatu transaksi hukum perdata, misalnya, kontrak, adalah merupakan tindakan atau perbuatan yang menciptakan hukum seperti halnya suatu putusan pengadilan.
Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena Keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya.
Dalam setiap pembicaraan mepgenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan funciu. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan firnctie adalah isinya; organ adalah status bentuknya (Inggris: form, Jerman: vorm) , sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya. Dalam naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, organ-organ yang dimaksud, ada yang disebut secara eksplisit namanya, dan ada pula yang disebutkan eksplisit hanya fungsinya. Ada pula lembaga atau organ yang disebut bahwa baik namanya maupun fungsi atau kewenangannya akan diatur dengan peraturan yang lebih rendah.

1. Pembedaan dari Segi Hierarki
Hierarki antarlembaga negara itu penting untuk ditentukan, karena harus ada pengaturan mengenai perlakuan hukum terhadap orang yang menduduki jabatan dalam lembaga negara itu. Mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah perlu dipastikan untuk menentukan tata tempat duduk dalam upacara dan besarnya  tunjangan jabatan terhadap para pejabatnya. Untuk itu, ada dua kriteria yang dapat dipakai, yaitu (i) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (ii) kualitas fungsinya yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.
Sehubung dengan hal itu, maka dapat ditentukan bahwa dari segi fungsinya, ke-34 1embaga tersebut, ada yang bersifat utama atau primer, dan ada pula yang bersifat sekunder atau penunjang (auxiliary). Sedangkan dari segi hierarkinya,   ke-30   lembaga   itu   dapat dibedakan ke dalam tiga lapis. Organ lapis pertama dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Organ lapis kedua disebut  sebagai lembaga negara saja, sedangkan organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah. Memang benar sekarang tidak ada lagi sebutan lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara. Namun, untuk memudahkan pengertian, organ-organ konstitusi pada lapis pertama dapat disebut  sebagai lembaga tinggi negara, yaitu:
1. Presiden dan Wakil Presiden;
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
5. Mahkamah Konstitusi (MK);
6. Mahkamah Agung (MA);
7. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Organ lapis kedua dapat disebut lembaga negara saja. Ada yang mendapatkan kewenangannya dari UUD, dan ada pula yang mendapatkan kewenangannya dari undang-undang. Yang mendapatkan kewenangan dari UUD, misalnya, adalah Komisi Yudisial, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara; sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya adalah undang-undang, misalnya, adalah Komnas HAM, Komisi Penyiaran Indonesia, dan sebagainya. Kedudukan kedua jenis lembaga Negara tersebut dapat disebandingkan satu sama lain. Hanya saja, kedudukannya meskipun tidak lebih tinggi, tetapi jauh lebih kuat. Keberadaannya disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, sehingga tidak dapat ditiadakan atau dibubarkan hanya karena kebijakan pembentukan  undang-undang Lembaga-lernbaga negara sebagai organ konstitusi lapis kedua itu adalah:
1. Menteri Negara;
2. Tentara Nasional Indonesia;
3. Kepolisian Negara;
4. Komisi Yudisial;
5. Komisi Pemilihan Umum;
6. Bank Sentral.
Dari keenam lembaga  negara tersebut di atas, yang secara tegas ditentukan nama dan kewenangannya       dalam UUD 1945 adalah Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, dan Komisi Yudisial. Komisi Pemilihan Umum hanya disebutkan kewenangan pokoknya, yaitu sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, nama lembaganya apa, tidak secara tegas disebut, karena perkataan komisi pemilihan umum tidak disebut dengan huruf besar.
Ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berbunyi, Pemilihan umum diselenggarakan oleb suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri: Sedangkan ayat (6)-nya berbunyi, Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang- undang". Karena itu, dapat ditafsirkan bahwa nama resmi organ penyelenggara pemilihan	umum  dimaksud akan ditentukan oleh undang- undang.	
Undang-undang da pat saja memberi nama kepada lembaga ini                  bukan Komisi Pemilihan  Umum, tetapi misalnya Komisi Pemilihan Nasional atau nama lainnya. Selain itu, nama dan kewenangan bank sentral     juga tidak tercantum eksplisit dalam UUD 1945. Ketentuan Pasal 23D UUD 1945 hanya menyatakan,`Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang: Bahwa bank sentral itu diberi nama seperti yang sudah dikenal seperti selama ini, yaitu "Bank Indonesia", maka hal itu adalah urusan pembentuk undang-undang yang akan menentukannya dalam undang- undang. Demikian pula dengan kewenangan bank sentral itu, menurut  Pasal 23D tersebut, akan diatur dengan UU.
Dengan demikian derajat protokoler kelompok organ konstitusi pada lapis kedua tersebut di atas jelas berbeda dari kelompok organ konstitusi lapis pertama. Organ, lapis kedua itu dapat disejajarkan dengan posisi lembaga- lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM),[footnoteRef:209] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),[footnoteRef:210] Komisi Penyiaran Indonesia (KPI),[footnoteRef:211] Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),[footnoteRef:212] Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)[footnoteRef:213] Konsil Kedokteran Indonesia, dan lain-lain sebagainya. [209: Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 No. 39, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3889).]  [210:  Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   No. 4250).]  [211: Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun   2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4252).]  [212:  Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak  Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817), Keppres  No. 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pe- ngawas Persaingah Usaha.]  [213:  Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (Lembaran Negara   Tahun 2004 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4429).
] 

Kelompok ketiga adalah organ konstitusi yang termasuk kategori lembaga negara yang sumber kewenangannya berasal dari regulator atau pembentuk peraturan di bawah undang-undang. Misalnya Komisi Hukum Nasional dan Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden belaka. Artinya, keberadaannya secara hukum hanya didasarkan atas kebijakan Presiden (presidential polity) atau beleid Presiden. Jika Presiden hendak membubarkannya lagi, maka tentu Presiden berwenang untuk itu. Artinya, keberadaannya sepenuhnya tergantung kepada beleid Presiden.
Di samping itu, ada pula lembaga- lembaga daerah yang diatur dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya beberapa organ jabatan yang dapat disebut sebagai organ daerah atau lembaga daerah yang merupakan lembaga negara yang terdapat di daerah. Lembaga-lembaga    daerah itu adalah:
1. Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Gubemur;
3. DPRD Provinsi;
4. Pemerintahan Daerah Kabupaten;
5. Bupati;
6. DPRD Kabupaten;
7. Pemerintahan Daerah Kota;
8. Walikota;
9. DPRD Kota.
Di samping itu, dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, disebut pula adanya satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Bentuk satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu, dinyatakan diakui dan dihormati keberadaannya secara tegas oleh undang- undang dasar, sehingga eksistensinya sa- ngat kuat secara konstitusional.

Oleh sebab itu, tidak dapat tidak, keberadaan unit atau satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa itu harus pula dipahami sebagai bagian dari pengertian lembaga daerah dalam arti yang  lebih luas. Dengan demikian, lembaga  daerah dalam pengertian di atas dapat dikatakan berjumlah sepuluh organ atau lembaga.
Sembilan pertama dari sepuluh lembaga daerah tersebut pada pokoknya terdiri atas tiga susunan pemerintahan, yaitu (i) pemerintahan daerah provinsi; (ii) pemerintahan daerah kabupaten; dan (iii) pemerintahan daerah kota, yang masing- masing terdiri atas Kepala Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Baik pemerintahan daerah secara bersama-sama ataupun jabatan kepala pemerintah daerah dan DPRD masing-masing tingkatan, secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama- sama adalah merupakan institusi yang bersifat tersendiri.
Kesembilan lembaga daerah ini sama-sama disebut eksplisit dalam UUD 1945, namun penting untuk diperhatikan beberapa hal; pertama, di antara kesembilan organ yang disebut dalam UUD 1945 itu, tidak disebutkan adanya jabatan Wakil Gubernur, Wakil Walikota, dan Wakil Bupati. Hal ini berbeda dari rumusan jabatan Presiden dan Wakil Presi- den yang sama-sama ditentukan adanya dalam UUD 1945. Perbedaan rumusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengingat kedudukan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, dan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai kepala pemerintah daerah dan wakil kepala pemerintah daerah adalah merupakan satu kesatuan institusi.
Kedua, di samping lembaga- lembaga daerah yang secara tegas ter- cantum dalam UUD 1945, dapat pula dibentuk adanya lembaga-lembaga yang merupakan lembaga daerah lainnya. Keberadaan lembaga-lembaga daerah itu ada yang diatur dalam undang-undang dan ada pula yang diatur dalam atau dengan peraturan daerah. Pada pokoknya, ke- beradaan lembaga-lembaga daerah yang tidak disebutkan dalam UUD 1945, haruslah diatur dengan undang-undang.
Namun, untuk menjamin ruang gerak daerah guna memenuhi kebutuhan yang bersifat khas daerah, dapat saja ditentukan bahwa pemerintah daerah sendiri akan mengatur hal itu dengan peraturan daerah dengan rambu-rambu normatifnya diatur dalam undang-undang. Lembaga-lembaga daerah yang tidak disebut eskplisit dalam UUD 1945 ini akan diuraikan tersendiri sesudah ini.


2. Pembedaan dari Segi Fungsi
Di antara lembaga-lembaga negara        yang disebutkan dalam UUD 1945, ada yang dapat dikategorikan sebagai organ utama atau primer (primar constitutional organs), dan ada pula yang merupakan o rgan pendukung atau penunjang (auxiliary state organs). Untuk memahami perbedaan di antara keduanya, lembaga- lembaga negara tersebut dapat dibedakan dalam tiga ranah (domain) (i) kekuasaan eksekutif atau pelaksana; (ii) kekuasaan legislatif dan fungsi pengawasan; (iii) kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial.
Dalam cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintahan negara ada Presiden dan Wakil Presiden yang merupakan satu kesatuan institusi kepresidenan. Dalam bidang kekuasaan kehakiman, meskipun lembaga pelaksana atau pelaku kekuasaan kehakiman itu ada dua, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, tetapi di samping keduanya ada pula Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan, dan perilaku hakim. Keberadaan fungsi Komisi Yudisial ini bersifat penunjang (auxiliary) terhadap cabang kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum (the enforcer of the rule of law), tetapi merupakan lembaga penegak etika kehakiman (the enforcer of the rule of judicial ethics).
Sedangkan dalam fungsi  pengawasan dan kekuasaan legislatif, terdapat empat organ atau lembaga, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (ii) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), (iii) Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR), dan (iv) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sementara itu, di cabang kekuasaan judisial, dikenal adanya tiga lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Lembaga yang menjalankan fungsi kehakiman hanya dua, yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Tetapi, dalam rangka pengawasan terhadap kinerja hakim dan sebagai lembaga pengusul pengangkatan hakim agung, dibentuk lembaga tersendiri yang bernama Komisi Yudisial. Komisi ini bersifat independen dan berada di luar kekuasaan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung, dan karena itu kedudukannya bersifat independen dan tidak tunduk kepada pengaruh keduanya. Akan tetapi, fungsinya tetap bersifat penunjang (auxiliary) terhadap fungsi kehakiman yang terdapat pada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meskipun Komisi Yudisial ditentukan kekuasaannya dalam UUD 1945, tidak berarti ia mempunyai kedudukan yang sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. 
Sebagai perbandingan, Kejaksaan Agung tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD 1945, sedangkan Kepolisian Negara ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Akan tetapi, pencantuman ketentuan tentang kewenangan Kepolisian itu dalam UUD 1945 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Kepolisian lebih tinggi kedudukannya daripada Kejaksaan Agung. Dalam setiap negara hukum yang demokratis, lembaga kepolisian dan kejaksaan sama-sama memiliki constitutional importance yang serupa sebagai lembaga penegak hukum. Di pihak lain, pencantuman ketentuan mengenai kepolisian negara itu dalam UUD 1945, juga tidak dapat ditafsirkan seakan menjadikan lembaga kepolisian negara itu menjadi lembaga konstitusional yang sederajat kedudukannya dengan lembaga- lembaga tinggi negara lainnya, seperti presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, dan lain se- bagainya. 
Artinya, tersebut bersifat independen terhadap MA, tetapi KY tetap tidak dipandang sederajat sebagai lembaga tinggi negara. Kedudukan protokolernya tetap berbeda dengan MA. Demikian juga Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian tetap tidak dapat disederajatkan secara struktural dengan organisasi Polri dan Kejaksaan Agung, meskipun komisi-komisi pengawas itu bersifat independen dan atas dasar itu kedudukannya secara fungsional dipandang sederajat. Yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislature, executive, dan judiciary.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara seperti  Komisi Yudisial (KY), TNI, Polri, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan kewenangannya dalam UUD, 1945 seperti Presiden/Wapres, DPR, MPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga tersebut bersifat auxiliary atau memang berada dalam satu ranah cabang kekuasaan. Misalnya, untuk menentukan apakah KY sederajat dengan MA dan MK, maka kriteria yang dipakai tidak hanya bahwa kewenangan KY itu seperti halnya kewenangan MA dan MK ditentukan dalam UUD 1945. Karena, kewenangan TNI dan Polri juga ditentukan dalam Pasal 30 UUD 1945. Namun, tidak dengan begitu, kedudukan struktural TNI dan Polri dapat disejajarkan dengan tujuh lembaga negara yang sudah diukaikan di atas. TNI dan POLRI tetap tidak dapat disejajarkan strukturnya dengan Presiden dan Wakil Presiden, meskipun kewenangan TNI dan POLRI ditentukan tegas dalam UUD 1945.
Demikian pula, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiarari Indonesia (KPI), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), dan sebagainya, meskipun kewenangannya dan ketentuan mengenai kelembagaannya tidak diatur dalam UUD 1945, tetapi keduduk- annya tidak dapat dikatakan berada di bawah Polri dan TNI hanya karena kewenangan kedua lembaga terakhir ini diatur dalam UUD 1945. 
Kejaksaan Agung  dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak ditentukan kewenangannya dalam UUD, melainkan hanya ditentukan oleh undang-undang. Tetapi kedudukan Kejaksaan Agung dan Bank Indonesia tidak dapat dikatakan lebih rendah daripada TNI dan Polri. Oleh sebab itu, sumber normatif kewenangan lembaga- lembaga tersebut tidak otomatis menentukan status hukumnya dalam hierarkis susunan antara lembaga negara.

3. Lembaga Kepresidenan dan Sistem Presidesial
Penataan lembaga kepresidenan sebagai salah satu lembaga yang memegang kekuasaan negara, tentu mempunyai peranan penting dalam berkelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbagai perubahan yang terjadi terhadap lembaga ini sebagai implikasi dari berbagai yang perubahan yang terjadi seiiring perubahan zaman dan konstelasi bangsa dan negara. Namun, betapa pun demikian penataan lembaga Kepresidenan adalah dalam rangka merefleksikan penguatan sistem presidensial. Tujuannya agar senantaiasa mampu menjalankan peranan dan fungsi demi mewajudkan tujuan bangsa dan negara melalui perwujudan lembaga Kepresidenan yang aspiratif, akomodatif dan mementingkan kepentingan negara diatas segalanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Mekanisme check and balances diantara ketiga kekuasaan negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) harus diwujudkan demi tercapainya cita-cita bangsa dan negara. Dalam pemerintahan, keseimbangan dan relasi kelembagaan ditentukan oleh prinsip Trias Politika atau tiga serangkai dalam politik berupa pembagian tugas dan wewenang antara eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan, legislatif sebagai pembuat UU dan kontrol terhadap pemerintahan, serta yudikatif sebagai pihak yang harus memutuskan penyelesaian konflik yang ada di dalam pembagian tugas itu, dan menentukan sanksi bagi pelanggaran undang-undang. Meski demikian, dalam sistem kenegaraan, keseimbangan politik ditentukan pertama- tama oleh keseimbangan di antara berbagai institusi politik. Keseimbangan politik kata lain untuk perimbangan kekuasaan, sedangkan balance of power is primarily the balance between political institutions, perimbangan kekuasaan pertama-tama berarti perimbangan di antara institusi- institusi politik.
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial,berdasarkan kesepakatanpendiri bangsa. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 mei, 10 juni, 17 pada pembahasan pertama mengenai ciri sitem pemerintahan presidensialdi Indonesia memiliki karakteristik yang diadopsi oleh Amerika Serikat. Pertama, menganut sistem pemisahan kekuasaan atau trias politika. Kedua, antara presiden  dan anggota tidak adanya  tanggung jawab bersama dan anggota yang dianggap menjadi menteri bertanggung jawab terhdap presiden sebagai pimpinan eksekutif. Ketiga, Presiden tidak bisa membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, Keempat, Presiden dipilih oleh Dewan Pemilih. kewenangan lain dari sistem pemerintahan presidensail adalah:
1. Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepalaNegara yang memimpin
2. Kekuasaan eksekutif presiden berdasarkan demokrasi rakyat dan di pilih langsung olehmereka atau melalui badan perwakilan rakyat.Kekuasaan eksekutif di Indonesia yaitu Presiden dan Wakil Presiden beserta Menteri-mentri yang membantunya
3. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan 
memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dannon-departemen. Dalam menjalankan pemerintahan, maka Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh para Mentri, dalam pengangkatan Mentri dan pemberhentiannya itu adalah hak prerogatif sendiri, hak prerogatif itu adalah hak khusus atau istimewa yang diberikan kepada pemerintahatau penguasa suatu negara dan diberikan kepada seorang atau sekelompok orang, yang terpisah dari hak-hak masyarakat menurut hukum yang berlaku[footnoteRef:214]. [214: https://id.wikipedia.org/wiki/Prerogatifdiakses pada tanggal 10november 2021 pukul 18.50 WIB.
] 

4. Menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif) Mentri-mentri adalah lembaga eksekutif yang memang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, maka dalam pertanggungjawaban pun Mentri haruslah pada eksekutif.
5. Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaanlegislativeKarna pemisahan kekuasaan (trias politica), maka masing-masing lembaga mempunyai tugas yang berbeda-beda dan tidak bisa digabung atau saling campur tangan.
6. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan olehlegistlatif. Sama dengan yang disebutkan diatas, karna kekuasaan masing-masing dipisah maka dalam menjatuhkan kekuasaan tidak bisa saling berlainan.
7. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan juga parlemen juga tidak bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden begitusaja.Karena pada kedudukan yang seimbang sebagai lembaga tinggi negara, tidak ada yang lebih tinggi dan juga lebih rendah, lembaga ini bersifat check and balances, jadi sama-sama saling mengontrol dan membantu dalam melakukan kinerja dalam suatu penyelenggaraan negara. Karena kedudukannya seimbang,mak alembaga yang satu tidak dapat membubarkan ataupun intervensi terhadap lembaga yang lain.
8. Parlemen juga mempunyai kekuasaan legislatif dan merangkap sebagai badan perwakilan. Karena Parlemen termasuk dalam lemba gatinggi negara, jadi juga mempunyai kekuasaan itu.
9. Anggota parlemen (Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR) dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (PEMILU). Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak  memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobi dan lain-lain kegiatan. Presiden tidak bertanggung jawab langsung kepada parlemen dan parlemen tidak bertanggung jawab langsung kepada presiden dan wakilpresiden.

10. Kekuasaan tertinggi ada di tangan lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Karena lembaga eksekutif itu adalah yang menjalankan pemerintahan.
11. Lembaga eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) bertanggung jawab kepada rakyat yang berdaulat. Karena yang memilih Presiden dan wakilnya itu adalah rakyatnya sendiri.
12. Sistem kekuasaan tersebar tidak terpusat seperti sistem pemerintahan parlementer. Dalam system Parlementer, kekuasaan pemerintahan hanya terpusat pada parlemen itu sendiri, yaitu pada Perdana mentri pada kebanyakan negara yang menganut sistem pemerintahan Parlementer.

Berdasarkan penjelasan Undang-undang Dasar 1945, Indonesia menganut sistem Presidensial. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 padaSistemPemerintahan Negara dapat dikemukakan antara lain:
1.  Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR;
2.  Presiden adalah mandataris MPR;
3.  MPR pemegang kekuasaan negara yang tertinggi;
4.  Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR;
5.  Presiden untergeornet kepada MPR;
6.  Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif dengan dibantu oleh Menteri-menteri  Negara.[footnoteRef:215] [215:  W.M. Herry Susilowati,”Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945”, Jurnal Perspektif, Volume IX No. 3, 2003, hal. 261
] 




	Mengenai Kekuasaan Negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada poin diatas, sehingga lembaga MPR  merupakan  pemegang kedaulatan rakyat.Pada PasaI 1 ayat2 Undang-Undang Dasar 1945, PasaI 3 Undang-Undang  1945, kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat antara lain: 
1. Mengubah dan menetapkanUndang-Undang Dasar;
2. Melantik Presiden dan WakilPresiden;
3. dapat memberhentikan Presiden & Wakil Presiden dalam masajabatannya.
			Pada PasaI 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pemegang kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Sehingga ada anggapan bahwa di Indonesia ada 2 (dua) macam lembaga legislatif yakni lembaga legislatif tingkat tertinggi (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan lembaga legislatif sehari-hari (Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat). Dengan demikian lembaga legislatif di sini untuk sementara waktu dalam rangka menyamakanpersepsi kita dalam membahas sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat.Mengenai lembaga eksekutif dalam PasaI 4 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar",sehingga jelas bahwa pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden.
	PasaI 17 Undang-Undang Dasar 1945  menjelaskan tugas Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara dan pada Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara menyatakan bahwa "Menteri Negara ialah pembantu Presiden; Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Sehingga hal tersebut menjelaskan bahwa pemegang kekuasaan eksekutif di negara Republik Indonesia satu-satunya adalah Presiden, sehingga  kedudukan Presiden sebagai Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pusat kekuasaan dan pusat tanggungjawab (concentration of power and responsibility upon the President)[footnoteRef:216]. [216: Ibid., hal. 262] 




	Penjelasan mengenai Presiden Repulik Indonesia sebagai Kepala Negara diatur dalam PasaI 10- 16 Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai "Sistem Pemerintahan Negara" angka VII, sehingga presiden mempunyai hak kekuasaan tak terbatas[footnoteRef:217].Ketentuan-ketentuan konsep sistem pemerintahan presidensial negara diaturdalamUndang-Undang Dasar 1945 PasaI 10, PasaI 13, PasaI 29, PasaI 31, PasaI 32, PasaI34. Menyatakan  bahwa Presiden bertanggung jawab atas segala kekuasaan yang ada padanya, baik selaku Kepala eksekutif maupun selaku Kepala Negara[footnoteRef:218]. [217: Ibid]  [218: Ibid ] 

	Ciri sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan  parlementer. Dalam sistem pemerintahan parlementer kesalahan Kepala Negara dipertangung jawabkan olehmenteri.Seperti diatur dalam PasaI 6 A ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945, Bahwa Presiden dan Wakil Presiden Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. bahwa Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlemen, eksekutif dipilih oleh Kepala Negara (Raja atau Presiden) dengan dasar dukungan mayoritas suara dari parlemenKetentuan PasaI 5 ayat (1) jo PasaI 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, dapat diketahui bahwa yang memiliki kekuasaan membuat Undang-Undang adalah Presiden selaku Kepala Pemerintahan dan pengesahannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara. Proses pembuatan RUU diajukan Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang harus dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan untuk mendapat persetujuan bersama untuk dapat dijadikan Undang Undang, dan kenyataan ini menunjukan adanya kerja sama yang erat antara kekuasaan eksekutif dengan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat). Semua ini membuktikan bahwa Indonesia tidak menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan seperti yang diterapkan oleh negara dengan sistem pemerintahan presidensial, misal di AmerikaSerikat.
	Berdasarkan hal tersebut maka ciri pertama mengenai sistem pemerintahan presidensial mengenai adanya pemisahan kekuasaan tidak terpenuhi sebagaimana mestinya, justru yang ada adalah pembagian kekuasaan seperti yang menjadi cirri  dari  sistem pemerintahan parlementer. Berdasarkan PasaI3 ayat (3) Undang-Undang Dasar1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai wewenang untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga Presiden dapat diberhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan sehingga membuktikan bahwa masa jabatan Presiden yang 5(lima) tahun itu tidak fixed namun tidak berarti sebalikny ayakni bahwa eksekutif mempunyai kekuasaan untuk menjatuhkan legislatif. Berdasarkan hal inilah menunjukkan bahwa adanya ciri sistem pemerintahan parlementer, yakni bahwa: "the executive must resign together with the rest of the Cabinet when his policies (of the President) are no longer accepted by the majority of the membership of thelegislarure (Majelis Permusyawaratan Rakyat)"[footnoteRef:219]. Namun bukan berarti karena adanya sesuatu hal presiden kehilangan dukungan dari mayoritas anggota dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden harusmundur. [219: Ibid., hal. 263] 

	Berdasarkan hal ini terlihat bahwa sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 bukan sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan parlementer, karena terdapat sistem lain yang tidak termasuk ke dalam kedua kelompok tersebut, menurut Sri Soemantri dinamakan dengan sistem pemerintahan kombinasi atau sistem pemerintahan campuran[footnoteRef:220]. Pengaruh sistem pemerintahan parlementer di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: [220: Ibid., hal. 263] 

1. Supremasi parlemen dengan modifikasi tertentu, seperti yang nampak adanya lembagaMajelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Adanya kerjasama yang erat antara eksekutif dengan legislatif dalam pembuatan Undang Undang, hal ini juga membktikan bahwa Indonesia tidak menganut ajaran pemisahan kekusaan danoleh Suwoto dikatakan bahwa Indonesia menerapkan sistem kekuasaan terpadu. (Suwoto,1990:72). Sistem kekuasaan terpadu ini merupakan wujud dari konsep negara yang bersifat integralistik
3. Peran Menteri yang besar yang dapat menetapkan kebijaksanaan dalam Departemen yang dipimpinnya.
4. Kedudukan Kepala Negara tidak dapat diPersalahkan[footnoteRef:221]. [221: Ibid., hal. 263 - 264
] 


		Penjelasan mengenai bahwa Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memperhentikan Menteri-menteri Negara, adalah sama dengan karakteristik dengan sistem pemerintahan presidensial di Amerika Serikat yakni bahwa kabinet dibentuk oleh Presiden dan Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri. Inilah salah satu pengaruh dari sistem pemerintahan presidensial yang nampak dalam sistem pemerintahan Indonesia.persamaan darisistem pemerintahan presidensial dalam system pemerintahan di Indonesia terlihat dari kedudukan Presiden sebagai pusat tanggung jawab dan pusat pemerintahan, sehingga Presiden adalah sebagai kepala negara dan Kepala Pemerintahan.
		Perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer terletak pada cara penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, dan dalam penyelenggaraan kekuasaan eksekutif Indonesia lebih cenderung melaksanakan sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan dalam penyelenggaraan kekusaan eksekutif Indonesia lebih cenderung melaksanakan sistem pemerintahan parlementer, secara hati-hati dapat dikatakan, bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Indonesia mengandung ciridari sistem pemerintahan presidensial dan ciri sisitem pemerintahan  parlementer. 
		Dalam menjalankan tugas sebagai kekuasaan eksekutif, baik Presiden Indonesia maupun Presiden Amerika Serikat, mempunyai kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan membuat UU (Undang-Undang). Sehingga Rancangan Undang Undang Harus ditandatangani/disahkan oleh Presiden, sebelum menjadi Undang Undang, disamping itu Presiden dapat menolak menandatangani (menveto) suatu Rancangan Undang Undang, seperti yang terjadi di Amerika Serikat tahun lalu, Presiden Ronald menolak Rancangan Undang Undang Proteksionisme yang terkenal dengan Jenkin’s Bill. 
		Mengenai Besarnya kekuasaan Presiden tidak berarti presiden dapat membubarkan badan legislatif, presiden hanya dapat mengontrol setiap tindakan pemerintah. Seperti di Amerika Serikat, Dewan Perwakilan Rakyat Dapat mengadakan impeachment(tuntutan/dakwaan) terhadap presiden apabila ia melakukan penyelewengan. Dan di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta Majelis Permusyawaratan untuk mengadakan sidang istimewa, jika presiden melakukan penyimpangna maka akan diminta untuk bertanggung jawab. Pada masa akhir jabatan  Presiden Indonesia bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang memilih dan mengangkatnya karena Presiden adalah mendataris Majelis. Demikian juga halnya dengan presiden Amerika Serikat, ia bertanggung jawab kepada rakyat pemilih, yang telah memilihnya sekali dalam 5 (lima) tahun. 
		Baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, menteri-menteri adalah pembantu terdekat presiden. Mereka tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Kongres, tetapi kepada prsiden yang memilih dan mengangkatnya. Akan tetapi di Amerika Serikat, dalam mengangkat pejabat-pejabat tersebut masi diperlukan nasihat dan persetujuan senat. 
		Di Indonesia antara badan eksekutif dan legislatif tidak pernah terjadi perbedaan pendapat ( sepperti yang terjadi di amerika serikat ), oleh karena Presiden yang terpilih biasanya berasal dari partai mayoritas di Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga disebabkan oleh pengaruh budaya politik campuran ( muxedpoliticalculture), yang mana budaya politik parokial kaula yang lebih dominan didalamnya. 
		Baik di Indonesia maupun di Amerika Serikat, Mahkamah Aagung (Supreme Court) mempunyai hak menguji (JudicialReview). Di Indonesia Mahkamah Agung hanya mempunyai wewenang menguji secara material terhadap peraturan peraturan di bawah Undang-undang (Tap.MPRNo.III/1978 PasaI 11). Berbeda halnya dengan keadaan di Amerika Serikat, Supreme Court dapat mengatakan suatu undang-undang tidak sah dan tidak berlaku jika isinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Amerika Serikat (Inkonstitusional). 
		Di Indonesia , ternayata sistem pemerintahan yang dianut bukanlah sistem pada umunya dikenal sebagai sistem pemerintahan presidensial, tetapi merupakan kombinasi atau campuran dengan sistem pemerintahan parlementer, hanya saja dalam pelaksananya menuju kepada sistem pemerintahan presidensial. Sedangkan di amerika serikat, juga tidak dianut sistem pemerintahan presidensial murni. Seperti halnya di Indonesia, dalam pelaksananya pemerintah negara, Amerika Serikat lebih banyak menjurus kepada sistem pemerintahan presidesial. 

		UUD 1945 tidak memberi batas yang tegas berapa preode seorang prsiden dpat memangku jabatanya. Amerika serikat dalam amandemen ke-22 menetapkan bahwa jabatan kepresidenan tidak boleh dipangku untuk lebih dari dua kali. Badan legislatif di Indonesia, yang terdiri dari 4 (fraksi), yaitu PPP, fraksi karya pembangunan, fraksi PDIP dan fraksi ABRI, merupakan badan legislative yang bersifat unicameral, tediri dari 1 (satu) dewan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 
		Sistem Pemerintahan Presidensial juga dipakai beberapa negara lain, seperti negara Filipina, Pemerintahan Filipina mengadopsi sistem presidensial,demokrasi perwakilan, dan republik di mana Presiden Filipina adalah kedua kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam pluriform sistem multi-partai[footnoteRef:222]. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Kongres Filipina yang terdiri dari Senat dan Dewan Perw Perwakilan Rakyat, Kekuasaan eksekutif dipegang oleh Presiden Filipina, Presiden dipilih oleh rakyat[footnoteRef:223].Kemudian negara Brasil. Bentuk Pemerintahaan yang dianut oleh Brasil adalah bentuk pemerintahan Republik Presidensil Federal yang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahannya adalah Presiden beserta wakilnya. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Presiden untuk masa Jabatan 4 tahun (dapat dipilih kembali untuk 2periode)[footnoteRef:224].Argentina menganut sistem pemerintahan Republik Presidensil yaitu sistem pemerintahan yang kepala Negara dan kepala Pemerintahannya adalah seorang Presiden melalui pemilihan umum yang dilaksanakan setiap 4 tahun sekali.[footnoteRef:225]Pemerintahan Federal (Lembaga Eksekutif) dipimpin langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, Parlemen Nasional (Lembaga Legislatif) terdiri dari senat (Camara de Senadores atau Majelis Tinggi) dan Camara de Diputados atau Majelis Rendah. [222: https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_Filipina diakses pada tanggal 10 November21 pukul 15.55WIB]  [223: Ibid]  [224: https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-brasil-brazil/diakses pada tanggal 10 November 21padapukul 16.15 WIB.]  [225: https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-argentina/diakses pada tanggal 10 November 21 pada pukul16.23 WIB.] 

		Afghanistan mengadopsi sistem pemerintahan Republik Presidensil Islam, Presiden Afghanistan dipilih langsung oleh rakyatnya dengan masa jabatan 5 tahun (dapat dipilih kembali sebanyak 2 periode.[footnoteRef:226] Myanmar menganut sistem pemerintahan Republik Presidensial. Di Republik Presidensial Myanmar ini, kepala Negara dan kepala pemerintahannya adalah seorang Presiden yang dibantu oleh dua orang wakil Presiden[footnoteRef:227]. Namun pada April2016, Presiden membentuk jabatan baru yaitu Kanselir Negara (state counsellor) yang setara jabatan PerdanaMentri.[footnoteRef:228] [226: https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-afganistan/diakses pada tanggal 10 November 21 pukul 17.49WIB.]  [227: https://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-myanmar-burma/diakses pada tanggal 10 November.21 pukul17.55 WIB.]  [228: Ibid] 

		Korea Selatan menerapkan sistem presidensial dan sistem republik konstitusional. Di tingkat nasional, badan legislatif terdiri dari Majelis Nasional Korea. Anggota Majelis Nasional menjalani masa jabatan empat tahun, dan jika anggota tidak dapat menyelesaikan masa jabatan mereka, pemilihan sela akan diadakan. Dewan eksekutif dipimpin oleh presiden. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dan merupakan satu-satunya anggota badan eksekutif. Presiden memiliki masa jabatan lima tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Dia adalah kepala pemerintahan, kepala negara dan panglima tertinggi angkatan bersenjata Korea Selatan. Presiden tidak berhak membubarkan Majelis Nasional.[footnoteRef:229] [229: Ibid] 


	Beberapa Karakteristik sistem pemerintahan Presidensial pada negara yang menganut sisitem presidensial:
1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutifdanlegislative.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan Wakil Presidensaja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan
4. Presiden mengangkat para mentri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yangbertanggung jawabkepadanya
5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pulasebaliknya
6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksaparlemen
7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi, karena itu, pemerintahan eksekutif bertanggung jawab kepadakonstitusi
8. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yangberdaulat
9. Kekuasaantersebarsecaratidakterpusatsepertidalamsistemparlementeryang terpusatpada parlemen.[footnoteRef:230] [230:  Mexsasai indra, Op., Cit., hal. 127-128
] 


		Mengenai  ketentuan pada PasaI 5 ayat (1) jo PasaI 20 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, menjelasakan bahwa  membuat Undang Undang adalah Presiden selaku kepala pemerintahan dan pengesahannya dilakukan oleh presiden selaku kepala negara. Dalam proses pembuatan Rancangan Undang-Undang diajukan presiden selaku kepala pemerintahan yang harus dibahas bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan bersama menjadikan Undang Undang, kenyataan ini menunjukan adanya kerjasama yang erat antara kekuasaan eksekutif dan parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat), semua itu membuktikan bahwa Indonesia tidak menerapkan ajaran pemisahan kekuasaan, seperti menurut Jimly, ciri karakter yang nomor 1 tidak terpenuhi bahwa “terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif”, justru yang ada adalah pembagian kekuasaan seperti menjadi ciri-ciri sistem pemerintahan Parlementer
		Ciri karakter nomor 2 berisi “Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan Wakil Presiden saja”, pada PasaI 4 ayat(1) dan ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 telah sesuai dengan ciri karakter tersebut.Ciri karakter nomor 3 berisi “Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan”, tercantum pada PasaI 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, lalu Presiden sebagai kepala negara, yaitu sebagai simbol pemersatu bangsa, jendral tertinggi militer, diplomasi tertinggi, keamanan dan fungsi yurisdiksi, diatur pada : PasaI 15, 23F ayat (1), PasaI 24A ayat (3), PasaI 24B ayat (3), PasaI 10, PasaI11 ayat(1), PasaI11 ayat (2), PasaI 13ayat (1), PasaI 13 ayat (2), PasaI 13 ayat(3),PasaI 12, PasaI 14 ayat (1), PasaI 14 ayat (2).Pada PasaI 17 ayat (2) menunjukan pada ciri karakter nomor 4 yaitu “Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab pada presiden”.
		Pada ciri karakter nomor 5 anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan sebaliknya, karena dalam presidensial tidak menerapkan adanya rangkap jabatan.Ciri karakter nomor 6 berisi “presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen”, telah sesuai dengan isi PasaI 7C Undang Undang Dasar 1945. Ciri karakter nomor 8, pad aPasaI 1 ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 memang kedaultan berada ditangan rakyat, dan dari rakyat lah ada terbentuknya eksekutif.
		Adapun dalam perspektif hukum islamPresiden dalam kekuasaan yudikatifnya dapat memberikan grasi dan amnesti dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini jika dipandang berdasarkan sulthahtanfidziyyah kekuasaan Presiden dalam memberikan grasi maupun amnesti sudah sesuai dengan syariat Isam, dikarenakan Islam adalah agama yang senantiasa mementingkan kemaslahatan serta kebahagiaan bagi seluruh manusia, baik itu dalam tujuan hidup di dunia bahkan di akhirat. Pada prinsipnya pengampunan dan pemaafan sangatlah dianjurkan oleh Islam.
		Apabila dilihat dari sistem ketatanegaraan Islam, Khalifah adalah pemegang kendali pemimpin umat, segala jenis kekuasaan berpuncak padanya dan segala garis politik agama dan dunia bercabang dari jabatannya, karena itulah Khalifah merupakan kepala  pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan undang-undang untuk menegakkan Islam dan mengurus Negara dalam bingkaiIslam.
		Kewenangan seorang Presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Dua kewenangan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan inilah yang saat ini disandang Presiden Republik Indonesia. Dalam sistem presidensil, tidak dibedakan apakah Presiden adalah sebagai kepala Negara atau kepala pemerintahan. Akan tetapi, yang ada hanya Presiden dan wakil Presiden saja dengan segala hak dan kewajibannya atau tugas dan kewenangannya masing-masing. Sebagai kepala negara yang bertindak untuk dan atas nama negar ditentukan dalam PasaI10, PasaI11, PasaI 12, PasaI13, PasaI14, dan PasaI15 Undang –Undang Dasar 1945. Dua kewenangan tersebut ada pada satu tangan dan tunggal, yaitu di tangan PresidenRepublik Indonesia.
		Dalam ketatanegaraan Islam seorang khalifah memiliki 10 (sepuluh) kewajiban, yang mana terdapat kewajiban seorang pemimpin menegakkan supremasi hukum (hudûd) untuk melindungi larangan- larangan Allah swt dari upaya-upaya pelanggaran terhadap larangan tersebut, dan melindungi hak-hak hamba-Nya dari upaya pelanggaran dan perusakan terhadapnya.[footnoteRef:231] [231:  Al-Mawardi, A. H. A. M. H. B. (2006). Al- Ahkam as-Sulthaniyah, Dar al-Hadis, al-Qahirah Al-Mawardi, I. (2019). Ahkam Sulthaniyah: Sisitem Pemerintahan Khalifah Islam. terj:] 


		Kekuasaan Presiden dalam sistem Presidensial yaitu di mana seorang presiden memiliki kewenangan yang memiliki otoritas langsung sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan tidak hanya sebagai penyelenggara saja. Hal tersebut juga merupakan posisi Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyatnya. Maka sistem Presidensial di Indonesia merupakan sebuah gagasan bagi pembangunan demokrasi yang menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Akan tetapi skekuasaan seorang Presiden tetaplah berdasarkan konstitusi yangberlaku.
		Apabila dicermati kembali kekuasaan kepala negara dalam Islam melebihi kekuasaan Presiden dalam sistem presidensial, maka dapat dilihat bahwa menurut Hukum Tata Negara Islam menyetujui konsep/sistem presidensial, karena khlaifahdi samping memiliki kekuasaan eksekutif juga memiliki kekuasaan legislatif dan yudikatif. Di samping itu Sistem presidensial di Indonesia juga sejalan dengan sistem ketatanegaraan  Islam atau sulthah tanfidziyyah, karena baik dalam sistem presidensial yang ada di Indonesia maupun sistem ketatanegaraan Islam memiliki peran serta tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan tujuan kepemimpinan agar terealisasikan dalam bentuk nyata yang dapat mensejahterakan rakyat serta sesuai denganketentuan syari’at Islam.
		Namun yang menjadi perbedaan mendasar antara konstitusi Indonesia dengan Islam yaitu terletak pada dari mana aturan atau sumber itu berasal. Dalam konstitusi kekuasaan Presiden dibatasi oleh Undang Undang Dasar 1945, sementara dalam Islam langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Presiden tidak memiliki kekuasaan kepemimpinan agama, sedangkan khalifah memilikinya.[footnoteRef:232] [232:  Farhah & A. F. (2013). Prinsip Etika Politik Pemimpin Dalam Islam, 4 (2): 80.] 











B. Sistem Presidensial Indonesia Yang Sesuai Dengan Trias Politika
Keberadaan perlemen dalam sebuah negara demokrasi menjadi sebuah keniscayaan. Perlemen atau lembaga perwakilan rakyat menjadi salahsatu syarat untuk dapat disebut sebagai negara demokrasi.  Dalam teori trias politika montesquieu, kekuasaan negara tidak boleh bersifat mutlak (absolut) sehingga harus ada pemisahan kekuasaan (separation of power) menjadi kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Parlemen atau lembaga perwakilan demokratis dalam skema montesquieu  berada dalam ranah kekuasaan legislatif. 
Reformasi dalam agenda Undang-undang 1945 menurut Prof. Jimli Asshiddiqie telah memilih demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (supremasi hukum) sebagai pilihan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dengan diberlakukanya prinsip pemisahan kekuasaan (seperation of power) yang tegas dalam sistem kekuasan negara. Dengan demikian, tata kenegaraan kita, termasuk tata parlemen kita, dicita-citakan untuk menuju fase Indonesia demokratis dimana kebebasan, persamaan (egalitarian), perlindungan hak-hak sipil, partisipasi, dan terutma keadilan sosial menjadi nilai-nilai dasar dalam mengelola bangsa dan negara.
Adapun tujuan utama dari konsep trias politika adalah mencegah satu orang atau kelompok mendapat kuasa yang terlalu banyak agar tercipta pemerintahan yang berdaulat. Trias politika yang ada di indonesia menggunakan cara pembagian kekuasaan (division of powers) bukan pemisahan kekuasaan (separation of power), sehingga kabinet tidk bertanggung jawab kepada dewan perwakilan rakyat demikian juga dengan presiden tidak bisa membubarkan perlemen seperti inggris.  
Namun nampaknya hal ini kemudian disalahartikan oleh para elit politik di Indonesia. Pembagian kekuasaan kemudian diartikan sebagai politik transaksional untuk menjamin stabilitas pemerintahan pemegang kuasa,. Hal ini kemudian menimbulkan polemik-polemik baru seperti birokrasi yang korup, penyelewengan fungsi jabatan, hingga kinerja pemerintah yang terkesan lamban. Hingga akhirnya, dikeluarkan konsep reformasi Birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berdaulat semi terwujudnya layanan yang optimal kepada masyarakat. 


Sebagaimana telah diketahui bahwa konsep trias politika pertama kali dikenalkan oleh Jhon Locke, seorang filsuf inggris, dalam karyanya “Two Treatises on Civil Goverment”pada tahun (1632-1704) dan filsuf Perancis Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu dalam karyanya “Eksprit des Lois” pada tahun 1748. Trias Politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari 3 macam kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif , eksekutif dan yudikatif.
Adapun penerapan konsep trias politika dalam sistem pemerintahan berdasarkan undang-undang 1945 yaitu : 
a.  Sebelum Amandemen 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dipahami bahwa lembaga  negara atau  lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Amandemen ada 6 (enam) yaitu : MPR, DPR,  Presiden, DPA, BPK, dan MA.
Lembaga-lembaga	tersebut memegang kekuasaan negara masing- masing. Berdasarkan ajaran Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, maka dari ke 6 (enam) yaitu : MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, dan  MA apakah itu termasuk di dalamnya. Untuk itu akan dilakukan dianalisis sebagai berikut:
1. Kekuasaan Legislatif (Legislative Power)
	Kekuasaan Legislatif, adalah pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). MPR berdasarkan Pasal 3 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen,  bertugas   menetapkan Undang Undang Dasar, sedangkan DPR dalam Pasal 20, 21, 22, bertugas menyetujui, memajukan rancangan undang-undang,	dan	peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 
2. Kekuasaan Eksekutif (Executive Power)
	Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan menlaksanakan undang-undang. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah Presiden. Berdasarkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4), memegang kekuasaan atas AD, AL, dan AU (Pasal 10), menyatakan perang (Pasal 11), menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12), mengangkat dan menerima duta dan konsul (Pasal 13), member grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (Pasal 14), dan member gelar, tanda  jasa dan lain-lain tanda kehormatan (Pasal 15).
3. Kekuasaan Yudikatif
	Kekuasaan Yudikatif atau Kekuasaan Kehakiman (Yudicative Powers) adalah kekuasaan kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran undang-undang yang telah diadakan dan dijalankan. Di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Undang- Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah MA.
4. Kekuasaan Konsultatif
	Kekuasaan Konsultatif adalah kekuasaan yang memberikan nasehat dan pertimbangan kepada Eksekutif selaku pelaksana undang-undang. Di Indonesia berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah DPA.
5. Kekuasaan Eksaminatif
	Kekuasaan Eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen adalah BPK.
 Untuk mempermudah pemahaman, maka dapat kami sajikan dalam sebuah bagan sebagai berikut:
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Berdasarkan  uraian di atas, maka pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan presidensial secara implisit menerapkan pembagaian kekuasaan berdasarkan konsep Trias Politica Montesquieu di mana adanya  pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi yaitu Kekuasaan Konsultatif dan Kekuasaan Eksaminatif. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan presidensial di indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum  amandemen tidak obsolut.

b. Sesudah Amandemen
Sedangakan lembaga negara atau lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan di Indonesia berdasarkan  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sesudah Amandemen ada 7 (tujuh) yaitu: MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA dan MK Lembaga-lembaga tersebut memegang kekuasaan negara masing- masing. Berdasarkan ajaran Trias Politica yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 (tiga) yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, maka dari ke 7 (tujuh) yaitu : MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA  dan MK apakah itu termasuk di dalamnya. Maka dari itu akan dilakukan dianalisis sebagai berikut:
1. Kekuasaan Legislatif (Legislative Power)
 (
MPR
)Kekuasaan Legislatif, adalah pembuat undang-undang. Legislatif di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dasar hukum ketiga lembaga ini sudah diuraikan di muka.
2. Kekuasaan Eksekutif (Executive Power)
Kekuasaan Eksekutif (Executive Power) adalah kekuasaan menlaksanakan undang-undang. Kekuasaan Eksekutif di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah Presiden. Dasar hukum mengenai presiden ini sudah diuraikan di muka.
3. Kekuasaan Yudikatif
Kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan kekuasaan yang berkewajiban mempertahankan undang-undang	 dan berhak memberikan peradilan kepada rakyatnya. Badan Yudikatif  adalah yang berkuasa memutus perkara, menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran  undang-undang   yang telah diadakan dan dijalankan. Yudikatif di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945  sebelum amandemen adalah MA dan MK.
4. Kekuasaan Eksaminatif
Kekuasaan Eksaminatif adalah kekuasaan terhadap pemeriksaan keuangan negara. Kekuasaan Eksaminatif di Indonesia berdasarkan Pasal  23  Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen adalah BPK.
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Bertolak dari uraian di atas, maka pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia secara implisit menerapkan pembagaian kekuasaan berdasarkan konsep Trias Politica Montesquieu di mana adanya  pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif, namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif. Sehingga dapat dikatakan penerapan konsep Trias Politica dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang- Undang Dasar Tahun 1945 sesesudah amandemen tidak obsolut .




TABEL 4.1
PERBANDINGAN TRIAS POLITIKA SEBELUM AMANDEMEN DAN SESUDAH AMANDEMEN
	Pembagian kekuasaan
	Sebelum amandemen
	Sesudah amandemen

	Legislative
	MPR, DPR
	MPR, DPR, DPD

	Eksekutif
	PRESIDEN
	PRESIDEN

	Yudikatif
	MA
	MA, MK

	Konsultatif
	DPA
	-

	Eksaminatif
	BPK
	BPK




Berdasarkan tabel perbandingan diatas terlihat bahwa secara implisit, baik sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, konsepTrias Politica Montesquieu diterapkan dalam sistem pemerintahan republik Indonesia,  namun dalam penerapan konsep Trias Politica tersebut tidak dilaksanakan secara sebagimanan mestinya. Trias Politica Montesquieu menyatakan bahwa pembagian kekuasaan  berdasarkan fungsi negara secara Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. 
Karena pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republic Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA), namun selain dari 3 (tiga) fungsi tersebut, masih di  bagi lagi yaitu ke dalam Kekuasaan Konsultatif ( DPA) dan Kekuasaan Eksaminatif (BPK). Sedangkan pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi negara dalam sistem pemerintahan republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sesudah amandemen ternyata tidak hanya Legislatif (MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden) dan Yudikatif (MA, MK), namun masih di bagi lagi ke dalam Kekuasaan Eksaminatif (BPK).




BAB V
     PENUTUP

A. KESIMPULAN 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan :
1. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif,legislatif dan yudikatif yang berdasarkan prinsip “checks and balances”, ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun diperlukan langkah penyempurnaan terutama  pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga tersebut. Secara teoritis pengaturan dan kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensil, namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Sehingga ketentuan yang diterapkan berdasarkan UUD 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal.
2. Penerapan konsep trias politika di Indonesia sesungguhnya adalah buah dari hasil modifikasi-modifikasi yang dilakukan para penemunya, yakni John Locke dan Montesqiue. Dalam pelaksanaanya, tidak ada sistem yang benar-benar murni. Tidak ada teori trias politika yang murni serta tidak ada sistem pemerintahan yang murni karena hampir semua negara melakukan perubahan-perubahan sistem yang sesuai dengan kebutuhan serta kondisi negara tersebut,sehingga konsep sistem pemerintahan merupakan hak politik masing-masing negara. 
Demikian pula dengan apa yang terjadi di Indonesia merupakan penyesuaian dengan kondisi Indonesia yang plural. Sehingga yang harus di kritisi bukanlah tentang bagaimana teori Trias Politika yang sesuai,melainkan bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan yang ada untuk pencapai kehidupan berpolitik yang bebas dan berdaulat. 


B. SARAN
Setelah menganalisis	secara keseluruhan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut:
1. Pembagian kekuasaan dari suatu masa ke masa selalu berganti-ganti mengikuti perkembangan masyarakat, maka dari itu perlu kiranya sebelum melakukan perubahan (amandemen) di bahas dan dimantapkan dengan memperhatikan ius constitutum dan ius constituendum, sehingga bisa mewadahi setiap permasalahan yang muncul.
2. Mengenai perubahan (amandemen) di Indonesia sudah mengalami  4  (empat) kali perubahan dalam rentang waktu 4 (empat) tahun yaitu 1999 hingga 2002, adalah rentang waktu yang singkat, dan ada wacana untuk perubahan ke 5 (lima), apabila benar terjadi hendaknya substansi perubahan disesuaikan dengan budaya hukum ketatanegaraan  yang  sesuai dengan bangsa Indonesia.
3. Priode jabatan Presien di Indonesia selama dua (2) periodeesisasi perlu dikaji untuk memberikan kesempatan warga negara memimpin dan mengelola negara secara baik dan benar. 
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